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Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau disusun 

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

Anggaran 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 

2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan 

menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan 

penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. 

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 Stasiun Karantina Ikan 

Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Baubau (SKIPM 

Baubau) ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada 

stakeholders dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci 

pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk 

menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi 

terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam 

rangka pencapaian Isi dan misinya. 

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 

SKIPM Baubau adalah Target Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2025 yang 

tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKIPM Baubau Tahun 

2025 beserta realisasinya. 

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana 

akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan 

bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Baubau di masa 

mendatang. 

 

 

 

 
 YUNI IRAWATI WIJAYA 

Baubau, 05 Januari  2026 

Kepala SKIPM Baubau 
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1.1. LATAR BELAKANG 

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas 

akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 

dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah 

satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Stasiun 

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

(SKIPM) Baubau merupakan kepanjangan tangan dari BPPMHKP 

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil 

kelautan dan perikanan.  Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM 

Baubau dituntut untuk melaksanakan secara, transparan, akuntabel, 

efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, 

sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban SKIPM Baubau dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di 

samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi 

stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Baubau. Laporan Kinerja 

ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi          

Pemerintah. 

 

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Tugas dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

Kelautan dan Perikanan sebagai Eselon I dari UPT SKIPM Baubau 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tugas dan Fungsi BPPMHKP 

Sedangkan Struktur Organisasi Badan Pengendalian dan 

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi BPPMHKP 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 05 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Badan 

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 

Perikanan, SKIPM Baubau mempunyai tugas pengendalian mutu 

dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen 

mutu, dan pengawasan mutu hasil perikanan. Dalam melaksanakan 

tugasnya, SKIPM Baubau menyelenggarakan fungsi: 

a) pelaksanaan pengujian terhadap mutu dan keamanan hasil 

perikanan, dan keamanan hayati ikan; 

b) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan 

c) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan 

pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit 

Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program 

manajemen mutu terpadu; 

d) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional 

dan laboratorium; 

e) pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian 

mutu dan keamanan hasil perikanan; dan 

f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM Baubau, 

Kepala Stasiun dibantu oleh Plt. Kepala Urusan Umum dan Jabatan 

Fungsional. Total jumlah seluruh pegawai sebanyak 25 orang 

dengan rincian 11 ASN (10 orang PNS dan 1 orang PPPK), 10 

PPNPN masuk database BKN yang sejak 1 Oktober 2025 telah 

diangkat menjadi PPPK, dan 4 orang PJLP (per 1 Oktober 2025 1 

orang menjadi PPPK Paruh Waktu).  Dari jumlah 11 ASN tersebut 8 

orang diantaranya adalah pejabat fungsional Inspektur Mutu Hasil 

Kelautan dan Perikanan (7 PNS dan 1 orang PPPK), 1 orang 

Fungsional APK APBN, 2 orang Fungsional Umum.   Sedangkan 

untuk 10 orang PPPK dan 1 orang PPK Paruh Waktu yang diangkat 

per 1 Oktober 2025 tersebut menduduki jabatan sebagai berikut : 
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1. PPPK terdiri dari : 1 orang Inspektur Mutu Hasil Kelautan 

dan Perikanan, 2 orang Pengadministrasi Perkantoran, 1 

orang Operator Layanan Operasional dan 6 orang Penata 

Layanan Operasional.   

2. PPPK Paruh Waktu : 1 orang Operator Layanan 

Operasional. 

Secara singkat rincian pegawai SKIPM Baubau sebagai 

berikut : 

a. PNS  : 10 orang 

b. PPPK : 11 orang  

c. PPPK Paruh Waktu : 1 orang 

d. PJLP  : 3 orang 

 STRUKTUR ORGANISASI SKIPM BAUBAU TAHUN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi SKIPM Baubau 2025 
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2.1. VISI DAN MISI 

Visi dan misi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu 

Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Visi, Misi dan Tujuan BPPMHKP 

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi 

dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan 

perikanan.  Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam 

rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah 

mengendalikan dan mengawasi mutu dan keamanan hasil kelautan 

dan perikanan untuk menjamin mutu hasil perikanan nasional.  

2.2. SASARAN KINERJA 

 Untuk mendukung tercapainya tujuan BPPMHKP, sebagai 

salah satu Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP, SKIPM Baubau 

menetapkan Sasaran Kinerja sebagai berikut : 

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Baubau seperti 

terlihat pada gambar di bawah ini. 
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Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja SKIPM Baubau 

Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun 2025 

diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan 

pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang 

sudah di targetkan. Alokasi anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun 

Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.005.080.000,- (Tiga Milyar Lima Juta 

Delapan Puluh Ribu Rupiah). Namun terdapat revisi di bulan Desember 

2025 menjadi 3.344.634.500 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat  

Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) yang 

tertuang dalam revisi Sasaran Kegiatan dan Target Kinerja yang 

menyesuaikan dengan dinamika yang ada di tahun 2025 sehingga 

Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Baubau 2025 ditetapkan menjadi, 
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sebagai berikut : 

Tabel 2.  Revisi Perjanjian Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2025. 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

    STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN 

KEAMANAN HASIL PERIKANAN  BAUBAU 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET  

SK.1 Terselenggaranya 

pengendalian dan 

pengawasan mutu Hasil 

Kelautan Perikanan 

1

. 

Persentase hasil kelautan dan 

perikanan sektor produksi primer 

yang memenuhi standar mutu 

dan keamanan pangan lingkup 

Stasiun KIPM Baubau (%) 

70 

2

. 

Persentase hasil kelautan dan 

perikanan sektor produksi pasca 

panen yang memenuhi standar 

mutu dan keamanan pangan 

lingkup  Stasiun KIPM Baubau 

(%) 

70 

3

. 

Rasio ekspor ikan dan hasil 

perikanan memenuhi syarat mutu 

dan diterima oleh negara tujuan 

ekspor lingkup Stasiun KIPM 

Baubau  

99 

SK.2 Tata Kelola Pemerintahan 

yang efektif, lincah dan 

akuntabel dalam bidang 

Pengendalian dan 

Pengawasan Mutu Hasil 

Kelautan dan Perikanan 

4

. 

Presentase Penyelesaian 

Temuan BPK lingkup lingkup 

Stasiun KIPM Baubau (%) 

100 

5

. 

Indeks Profesionalitas ASN 

lingkup Stasiun KIPM Baubau 

(Indeks) 

82 

6

. 

Persentase Rekomendasi Hasil 

Pengawasan yang Dimanfaatkan 

untuk Perbaikan Kinerja lingkup 

Stasiun KIPM Baubau (%) 

85 

7

. 

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP 

lingkup Stasiun KIPM Baubau 

(Nilai) 

86 

8

. 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

lingkup Stasiun KIPM Baubau 

(Indeks) 

3.36 
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Tabel 3.  Rincian Rencana Kerja dan Anggaran SKIPM Baubau Tahun 

2025. 

No. Kegiatan Anggaran (Rp) 

1. 
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan 
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 
Kelautan dan Perikanan 

   3.310.359.500,- 

2. Manajemen Mutu         11.100.000,- 

3. 
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 
Kelautan dan Perikanan 

        23.175.000,- 

Total Anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun 2025 3.344.634.500,- 
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3.1. CAPAIAN KINERJA 

Capaian kinerja SKIPM Baubau Triwulan IV 2025 sudah sangat 

baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 

(NPSS) yang mendapatkan nilai sebesar 110,4  berdasarkan pelaporan 

melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id 

yang menggambarkan kinerja organisasi.  Nilai NPSS tersebut diperoleh 

dari pelaporan capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan 

berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tangkapan Layar ekinerjaku.kkp.go.id 

. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat capaian Nilai NPSS 

dan kategorinya dimana nilai 110 – 120 mendapat predikat Istimewa dan 

capaian kinerja SKIPM Baubau mendapatkannya sehingga dapat 

disimpulkan kinerja organisasi yang sudah sangat baik yang melebihi 

target kinerja yang ditetapkan di awal tahun 2025. 

Adapun capaian kinerja triwulan I,II, III dan TW IV tahun 2025 

dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

http://www.kinerjaku.kkp.go.id/
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Tabel 4. Capaian Kinerja SKIPM Baubau Triwulan I,II, III dan IV Tahun 2025 

SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
KEGIATAN 

REALISASI 

TARGET 
TAHUNAN 

TW I TW II TW III TW IV 

1 Terselenggar
anya 
pengendalian 
dan 
pengawasan 
mutu Hasil 
Kelautan Peri
kanan 

1. Persentase hasil 
kelautan dan 
perikanan sektor 
produksi primer 
yang memenuhi 
standar mutu dan 
keamanan pangan 
lingkup Stasiun 
KIPM Baubau (%) 

70    100 

2. Persentase hasil 
kelautan dan 
perikanan sektor 
produksi pasca 
panen yang 
memenuhi standar 
mutu dan 
keamanan pangan 
lingkup  Stasiun 
KIPM Baubau (%) 

70  100  100 

3. Rasio ekspor ikan 
dan hasil perikanan 
memenuhi syarat 
mutu dan diterima 
oleh negara tujuan 
ekspor lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau  

99 100   100 

2 Tata Kelola 
Pemerintaha
n yang 
efektif, lincah 
dan 
akuntabel 
dalam bidang 
Pengendalia
n dan 
Pengawasan 
Mutu Hasil 
Kelautan dan 
Perikanan 

4. Presentase 
Penyelesaian 
Temuan BPK 
lingkup lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau (%) 

100    100 

5. Indeks 
Profesionalitas ASN 
lingkup Stasiun 
KIPM Baubau 
(Indeks) 

82  84,8  85,82 

6. Persentase 
Rekomendasi Hasil 
Pengawasan yang 
Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja 
lingkup Stasiun 
KIPM Baubau (%) 

85 100 100 100 100 

7. Nilai Penilaian 
Mandiri SAKIP 
lingkup Stasiun 
KIPM Baubau 
(Nilai) 

86    86,2 
(A) 
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8. Survey Kepuasan 
Masyarakat lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau (Nilai) 

88 93,9
2 

94,7
0 

92,6
9 

- 

   Indeks Kepuasan 
Masyarakat lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau (Indeks) 
 

3,36    3,80 

 

Tabel 5.  Capaian Kinerja Stasiun KIPM Baubau Tahun 2020 sampai 

dengan Tahun 2025 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 

1  

Jumlah 
sertifikat CPIB 
supplier yang 
diterbitkan 
lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau 

- - 5 5 3 4 - - 

Persentase 
hasil kelautan 
dan perikanan 
sektor 
produksi 
primer yang 
memenuhi 
standar mutu 
dan 
keamanan 
pangan 
lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau(%) 
 

- - - - 70 100 70 100 

2 

Pengawasan 
mutu hasil 
perikanan 
domestik  

- - 2 2 2 2 - - 

Persentase 
hasil kelautan 
dan perikanan 
sektor 
produksi 
pasca panen 
yang 
memenuhi 
standar mutu 
dan 
keamanan 
pangan 
lingkup  

- - - - 70 81,25 70 100 
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Stasiun KIPM 
Baubau(%) 
 

3 

Sertifikasi 
Hazard 
Analysis 
Critical Control 
Point 
(HACCP) 
ruang lingkup 
produk pada 
UPI lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau 
  

12 12 15 15 10 13 - - 

Persentase 
pengawasan 
mutu hasil 
perikanan di 
wilayah RI 
lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau 
 

- - - - 70 100 - - 

Rasio ekspor 
ikan dan hasil 
perikanan 
memenuhi 
syarat mutu 
dan diterima 
oleh negara 
tujuan ekspor 
lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau 

      99 100 

4 

UPI yang 
konsisten 
menerapkan 
Sistem 
Jaminan Mutu 
dan 
Keamanan 
Hasil 
Perikanan 
lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau (UPI) 
  

3 2 3 3 2 2 - - 

Nilai 
pemenuhan 
penerapan 
sistem 
manajemen 
mutu 
laboratorium 
penguji dan 

- - - - 70 83,10 - - 
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Lembaga 
inspeksi 
lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau 
 
 

5 

Nilai survei 
kepuasan 
masyarakat 
layanan publik 
di UPT 
Stasiun KIPM 
Baubau 
  

- - 84 91,29   - - 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
layanan 

Stasiun 
KIPM 
Baubau 
 

- - - - 3.36 3,73 3.36 
(94,98) 

3,80 

6 

Indeks 
Profesionalitas 
ASN Lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau 
  

72 80 83 90,33 86 90,8 82 85,82 

7 

Nilai Penilaian 
Mandiri SAKIP 
lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau 
  

90 90 90,39 84,76 82 81,45 86 86,2 

8 

Nilai Kinerja 
Anggaran 
Lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau 
 

- 90 84,16 85,66   - - 

Nilai Kinerja 
Perencanaan 
Anggaran 
lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau 
 

- - - - 71 87,5 - - 

9 

Nilai Indikator 
Kinerja 
Pelaksanaan 
Anggaran 
(IKPA) 
Lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau 

90 90 96,62 96,42 93,76 94,72 - - 
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10 

Persentase 
penyelesaian 
temuan BPK 
Lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau 
  

- - - - 100 100 100 100 

11 

Persentase 
rekomendasi 
hasil 
pengawasan 
yang 
dimanfaatkan 
untuk 
perbaikan 
kinerja 
Lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau 
  

82 75 100 75 80 100 85 100 

12 

Tingkat 
Kepatuhan 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau 
  

- - 79,56 78,26 80 84,34 - - 

13 

Tingkat 
Kepatuhan 
Pengelolaan 
BMN 
BPPMHKP 
Lingkup 
Stasiun KIPM 
Baubau 
  

- - 97,50 100 80 97,50 - - 

 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat capaian kinerja jangka menengah 

maupun jangka panjang (2020 – 2025) dimana terdapat peningkatan yang 

cukup baik dari tahun ke tahun. 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

4.1. ANALISIS DAN EVALUASI 

Sasaran Strategis : Terselenggaranya pengendalian dan 
pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan 
 

IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang 

memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM 

Baubau (%) 

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang 

memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam 

menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan 

perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi 

CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB 

di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan 

yang ditetapkan oleh Otoritas  Kompeten. 

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan 

Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus 

diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan 

pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang 

bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan 

Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui 

penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang 

berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati 

perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan 

hasil laut lainnya. 

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan 

Perikanan mengacu kepada:  

• Standar Nasional Indonesia (SNI) 

• Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri 

atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku 

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil 

inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual. 
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Tabel 6.  Capaian IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan 

sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan 

keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)  

 

 

Pada Triwulan IV ini untuk IKU Presentase hasil kelautan dan 

perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan 

keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau terdapat target 

tahunan sebesar 70 % dengan capaian 100% sehingga persentasi 

capaian terhadap target adalah 142,8 % yang didapatkan dari Capaian 

Sertifikasi CPIB Kapal sebanyak 4 sertifikat dari 4 permohonan yang 

diterima. Capaian ini menjadi capaian tahunan untuk IKU Persentase 

hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi 

standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau.  

Data capaian Sertifikasi CPIB Kapal dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7.  Capaian Kegiatan Sertifikat CPIB Kapal 

No Nama Kapal Alamat 
Tanggal 

Inspeksi 
Keterangan 

1 Nelayan Bhakti 

34 

Jalan Wa Ode Wau No 8 

Kelurahan Bone-bone, 

Kec. Batupuaro Kota 

Baubau 

29 November 

2025 

10 GT 

2 Nelayan Bhakti 

108 

Jalan Hang Lekir 

Kelurahan Wameo, Kec. 

Batupuaro Kota Baubau 

02 Desember 

2025 

10 GT 

3 Nelayan Bhakti 

50 

Kelurahan Bone-bone 

Kota Baubau 

02 Desember 

2025 

10 GT 

Indikator Kinerja 
Target  

2025 
Realisasi 

TW IV 
% Thd 
Target 

Persentase hasil kelautan 
dan perikanan sektor 
produksi primer yang 
memenuhi standar mutu 
dan keamanan pangan 
lingkup Stasiun KIPM 
Baubau (%) 

 
70% 

 
100% 

 
142,8 
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4 Fatni 27 Jalan Erlangga Kelurahan 

Bone-bone Kec. 

Batupuaro Kota Baubau 

09 Desember 

2025 

10 GT 

 

Sedangkan untuk Sertifikasi CBIB untuk tahun 2025 progres 

capaiannya adalah telah dilaksanakannya surveilan terhadap 17 (tujuh 

belas) Pembudidaya Ikan pemegang Sertifikat CBIB yang belum 

berakhir masa berlakunya sampai tahun 2026.   Dan untuk capaian 

sertifikasi CPIB (Pembenihan Ikan) tidak ada capaian dikarenakan masih 

ada beberapa kendala seperti terkait ijin PPKPRL dimana Sertifikat CPIB 

sebelumnya berakhir di bulan Desember tahun 2025.  Sedangkan untuk 

CPPIB,CPOIB dan CDOIB untuk tahun 2025 ini tidak ada capaian karena 

tidak ada target yang ditetapkan pusat untuk SKIPM Baubau mengingat 

di wilayah kerja SKIPM Baubau tidak terdapat unit usaha pakan dan obat 

ikan.  

Selain capaian sertifikasi CPIB Kapal, Stasiun KIPM Baubau 

dalam kegiatan mutu produksi primer ini juga melakukan kegiatan 

Monitoring Cemaran Perairan dengan lokasi perairan Teluk Lasongko, 

Buton Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring  kualitas 

perairan dan keamanan hasil perikanan, mengidentifikasi keberadaan 

dan potensi biotoksin laut yang dapat membahayakan biota perairan dan 

kesehatan manusia. Tercatat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, 

setiap tahunnya terjadi kasus keracunan akibat konsumsi kerang yang 

diambil dari Teluk Lasongko dengan gejala mual, muntah  dan diare 

bahkan kasus kematian. Dalam kegiatan ini dilakukan pengecekan 

kualitas air dan pengambilan sampel (ikan demersal dan kerang) untuk 

diuji terkait kandungan logam berat dan PSP (Paralytic Shellfish 

Poisoning) untuk mendeteksi keberadaan kuantitas racun neurotoksik 

alami yang dihasilkan oleh alga mikroskopis yang terakumulasi dalam 

kerang dan dapat menyebabkan keracunan serius pada manusia yang 

mengkonsumsinya. Dari kegiatan monitoring perairan yang 

dilaksanakan di minggu ke-2 bulan Desember 2025 ini ditemukan 

adanya nilai kandungan logam berat yang masih standar keamanan dan 
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juga pemeriksaan kandungan PSP yang masih di bawah ambang batas. 

Analisa kami karena waktu pengambilan sampel yang tidak bertepatan 

dengan terjadinya booming plankton (red tide) yang biasanya terjadi di 

pertengahan bulan Januari – Maret setiap tahunnya. 

 

IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen 

yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun 

KIPM Baubau (%) 

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen 

yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran 

dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan 

dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP 

dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan 

standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas  

Kompeten. 

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan 

Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus 

diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan 

pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang 

bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan 

Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui 

penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan 

yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan 

tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang 

umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, 

Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. 

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan 

Perikanan mengacu kepada:  

• 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);     

• 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);  

• 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri 

atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan 

berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, 

dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau 

diolah. Capaian IKU ini adalah capaian sertifikat SPDI, SKP dan HACCP. 

Namun untuk tahun 2025 ini UPT Stasiun KIPM Baubau tidak ada target 

untuk sertifikat SPDI, sehingga hanya sertifikat SKP dan HACCP. 

Tabel 8.  Capaian IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor 
produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan 
keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)  

 

Pada Triwulan IV ini untuk IKU Presentase Hasil Kelautan dan 

Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi standar mutu 

dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau mempunyai target 

sebesar 70% dari  permohonan.   Dan realisasi dari permohonan yang 

masuk telah tercapai 100% sehingga persentase capaian terhadap 

targetnya adalah 142,8% yaitu dari capaian Sertifikat Kelayakan 

Pengolahan (SKP) sebanyak 11 sertifikat sehingga total untuk tahun 2025 

ini sebanyak 18 sertifikat dari 18 permohonan yang masuk dan juga 

capaian dari Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 

yang tercapai sebanyak 12 Sertifikat/Ruang lingkup dari 12 permohonan 

yang masuk.  Rincian capaian sertifikasi SKP dan HACCP dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 

 

Indikator Kinerja 
Target  

2025 
Realisasi 

TW IV 
% Thd 
Target 

Persentase hasil kelautan 
dan perikanan sektor 
produksi pasca panen yang 
memenuhi standar mutu 
dan keamanan pangan 
lingkup Stasiun KIPM 
Baubau (%) 

 
70% 

 
100% 

 
142,8 
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Tabel  9  Rincian Capaian sertifikat SKP dan HACCP lingkup 
Stasiun KIPM Baubau 

Jenis 
Sertifikat 

Ruang lIngkup 

Unit 

Usaha 

Penerima 

SKP 

1. Cephalopoda Beku (Gurita)/ Frozen 
Cephalopods (Octopus) 

2. Ikan Demersal Beku (Kerapu, Kakatua, 
Kakap)/ Frozen Demersal Fish 
(Grouper, Parrotfish, Snapper) 

3. Ikan Demersal Segar (Kerapu, Kakatua, 
Kakap)/ Fresh Demersal Fish (Grouper, 
Parrotfish, Snapper) 

4. Ikan Pelagis Beku (Barakuda, 
Lemadang, Layang,Tenggiri)/Frozen 
Pelagic Fish (Barracuda, Mahi-mahi, 
Shortfin Scad, Wahoo) 

5. Tuna Beku/Frozen Tuna 
6. Tuna Segar/Fresh Tuna 

 

PT. Arta 
Mina Jaya 

1. Abon Ikan Tuna/Shredded Tuna 
2. Minuman Rumput Laut/Seaweed Drink 
3. Ikan Pelagis Kering Asin (Cendro)/Dried 

Salted Pelagis Fish (Needle Fish) 
4. Ikan Demersal Beku (Katamba, Kerapu, 

Kakatua, Kakap)/Frozen Demersal Fish 
(Emperor, Grouper, Parrotfish,Snapper) 

 

UMKM 

1. Ikan Demersal Beku (Kerapu, 
Kakap)/Frozen Demersal Fish 
(Grouper, Snapper) 

2. Ikan Demersal Segar (Katamba, 
Kerapu, Kakap)/Fresh Demersal Fish 
(Emperor, Grouper, Snapper) 

3. Fillet Ikan Beku/Frozen Fish Fillet 
4. Gurita Beku/Frozen Octopus 
5. Ikan Pelagis Beku (Tongkol, Deho, 

Kembung, Selar, Layang)/Frozen 
Pelagic Fish (Bullet Tuna, Deho, Indian 
Mackerel, Scad, Shortfin Scad) 

6. Tuna Beku/Frozen Tuna 
7. Udang Beku/Frozen Shrimp 

 

PT. 
Triko 
Bina 

Nusant
ara 

HACCP 

1. Fresh Demersal Fish 
2. Frozen Cephalopods 
3. Frozen Demersal Fish 
4. Fresh Tuna 
5. Frozen Pelagic Fish 

PT. Arta 
Mina Jaya 
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Dan untuk sertifikat SPDI di tahun 2025 ini tidak ada target maupun 

capaian yang dapat dilaporkan dikarenakan regulasi PP N0.8 tahun 2025 

tentang penyelenggaraan berusaha berbasis risiko yang digunakan 

sebagai regulasi pelaksaanannya baru terbit pada Juni 2025 petunjuk 

teknis terkait sertifikasi ini belum ada. 

 

IK 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima 

oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau 

 

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara 

tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil 

perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang 

diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan 

hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara 

tujuan ekspor). 

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah 

memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak 

dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk 

memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi 

terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. 

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang 

menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi 

persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti 

pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah 

diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan. 

6. Frozen Tuna 
 

1. Fresh Demersal Fish 
2. Frozen Cephalopods 
3. Frozen Demersal Fish 
4. Frozen Pelagic Fish 
5. Frozen Shrimp 
6. Frozen Tuna 

PT. Triko 
Bina 

Nusantara 
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Tabel 10. Capaian IK 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan 
memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan 
ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau  

 

Sesuai tabel di atas, untuk Triwulan IV ini capaian IKU 3 Rasio ekspor 

ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara 

tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau adalah 99% dengan capaian 

100% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar 

101,01%.  Capaian IKU ini didapatkan dari adanya kegiatan ekspor yang 

dilakukan PT. Triko Bina Nusantara pada bulan November dan Desember 

2025 dan juga pada bulan Januari 2025 yang lalu dengan tidak adanya 

kasus penolakan dari negara tujuan ekspor. Jumlah Sertifikat ekspor 

yang telah diterbitkan seluruhnya selama tahun 2025 adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 11.  Rincian Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi 
syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup 
Stasiun KIPM Baubau  

Indikator Kinerja 
Target  

2025 
Realisasi  

TW IV 
% Thd 
Target 

Rasio ekspor ikan dan hasil 
perikanan memenuhi syarat 
mutu dan diterima oleh 
negara tujuan ekspor 
lingkup Stasiun KIPM 
Baubau 

 
 

99 

 
 

100 

 
 

101,01 

Bulan 
Jumlah 
sertifikat 
ekspor 

Jumlah 
penolakan 

Rasio ekspor ikan dan 
hasil perikanan 

memenuhi syarat mutu 
dan diterima oleh negara 

tujuan ekspor  
Januari 15 0 100 

Februari 0 0 0 

Maret 0 0 0 

April 0 0 0 

Mei 0 0 0 

Juni 0 0 0 
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Sebanyak 31 sertifikat ekspor yang telah diterbitkan selama 2025 ini 

keseluruhannya adalah sertifikat ekspor untuk produk Ubur-ubur kering 

(Dried Jellyfish) dengan tujuan ekspor adalah negara China dan sampai 

dengan laporan ini dibuat belum ada kasus penolakan yang diterima 

sehingga capaiannya adalah 100%. 

 

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah 
dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu 
Hasil Kelautan dan Perikanan  

IK 4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup lingkup Stasiun KIPM Baubau 

(%) 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan 

professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang 

disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria 

yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan 

pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern 

 

 

 

 

 

Juli 0 0 0 

Agustus 0 0 0 

September 0 0 0 

Oktober 0 0 0 

November 9 0 100 

Desember 7 0 100 

TOTAL 31 0 100 
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Tabel 12. Capaian IK 4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup 
Stasiun KIPM Baubau (%) 

IKU Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM 

Baubau (%) ini merupakan capaian tahunan dengan capaian 100% 

berdasarkan nilai penyelesaian temuan atas laporan keuangan yang 

ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK 

BPPMHKP yang dapat dilihat seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IK 5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau (Indeks)  

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap 

profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk 

melakukan tugas-tugasnya. 

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang 

menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, 

kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan 

tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). 

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas 

profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, 

Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB 

Indikator Kinerja 
Target  

2025 
Realisasi 

TW IV 
% Thd 
Target 

Presentase Penyelesaian 
Temuan BPK lingkup lingkup 
Stasiun KIPM Baubau (%) 
 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 
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No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil 

Negara. 

Pengukuran indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang 

digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas 

pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan 

evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN Kriteria 

pengukuran indeks profesionalitas ASN mencakup: - Dimensi Kualifikasi - 

Dimensi Kompetensi - Dimensi Kinerja - Dimensi Disiplin. Pada tahun 2025, 

target Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Baubau sebelumya 

sebesar 87, kemudian direvisi menjadi 82 dan pengukurannya dilakukan 

setiap semester dalam setiap tahunnya. 

Tabel 13.  Capaian IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM 
Baubau 

 

IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau 

merupakan target semesteran dan pada Triwulan IV ini targetnya adalah 82 

dengan realisasi sesuai http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-

asn/2025/unker/1296?page=4 adalah 85,82 sehingga persentase capaian 

terhadap target tahunan adalah sebesar 104,6 %. Capaian ini lebih tinggi 

dari capaian pada semester I yang hanya tercapai 84,8.  Capaian IKU Indeks 

Profesional ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau tahun 2025 dapat dilihat dari 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Indikator Kinerja 
Target  

2025 
Realisasi  

TW IV 
% Thd 
Target 

Indeks Profesionalitas ASN 
lingkup UPT SKIPM Baubau 

 
82 

 
85,82 

 
104,6 

http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/1296?page=4
http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/1296?page=4
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Gambar 6.  Tangkapan Layar IP ASN 2025 http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-
asn/2025/unker/1296?page=4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IK 6.  Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Baubau 

Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat 

Jenderal kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (baik bentuk LHP Audit, 

ReIu dan Evaluasi) yang terbit pada Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti 

(berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPPMHKP menjadi objek 

pengawasan. Indikator persentase hasil pengawasan yang dimanfaatkan 

untuk perbaikan kinerja diukur dengan membandingkan jumlah 

rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dan 

http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/1296?page=4
http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/1296?page=4
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jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan, 

dengan rumus perhitungan sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

∑ Nt : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang 

telah ditindaklanjuti 

∑ Nt : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang 
diberikan 
 

Target Indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang 

dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 

85% dengan realisasi di Triwulan IV sebesar 100 % berdasarkan tampilan 

pada aplikasi SIDAK KKP (https://sidak.kkp.go.id/login) yang menunjukkan 

capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP telah 

diselesaikan keseluruhannya atau 100% sehingga persentase capaian 

terhadap target sebesar 117,6%  dan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 14. Capaian IK 6. Rekomendasi hasil pengawasan yang 
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau 

 

IK 7.  Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai) 

Pada Triwulan IV berdasarkan dokumen revisi Perjanjian Kinerja 

terdapat IK baru yang ditambahkan untuk semua UPT merger sehingga 

Stasiun KIPM Baubau menambahkan IK tersebut, yaitu IK Nilai Penilaian 

Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Baubau.  IK ini merupakan data 

capaian dan pelaporan kinerja satker Stasiun KIPM Baubau yang dilakukan 

Indikator Kinerja 
Target  

2025 
Realisasi 

TW IV 
% Thd 
Target 

Rekomendasi hasil pengawasan 
yang dimanfaatkan untuk 
perbaikan kinerja Lingkup SKIPM 
Baubau 

 
85 

 
100 

 
117,6 

https://sidak.kkp.go.id/login
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dengan mengeksaminasi 3 aspek yaitu kepatuhan, kesesuaian dan 

ketercapaian. Bobot untuk setiap komponen dalam penilaian setiap 

rekonsiliasi kinerja adalah sebagai berikut : - Kepatuhan sebesar 30% - 

Kesesuaian sebesar 30 % - Ketercapaian sebesar 40%.  Adapun 

capaiannya IK tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 15.  Capaian IK 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM 
Baubau 

 

 

Untuk capaian IK 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun 

KIPM Baubau ini adalah capaian tahunan dan nilai yang didapatkan adalah 

86,2 dari target 86 sehingga untuk IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup 

Stasiun KIPM Baubau tercapai dengan baik dengan persentase capaian 

terhadap target sebesar 100,2%.  Capaian IK ini berdasarkan penilaian atau 

review dokumen Penilaian Mandiri SAKIP yang dilakukan oleh Tim 

Sekretariat BPPMHKP terhadap LKE Penilaian Mandiri SAKIP yang 

dilakukan masing-masing Unit Pelaksan Teknis BPPMHKP. 

 

IK 8.  Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Indeks) 

 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.  

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di SKIPM Baubau 

menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa 

untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses 

pada Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat Si Susan KKP dengan alamat: 

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/63.  Aplikasi yang terdapat di web tersebut 

Indikator Kinerja Target  

2025 

Realisasi  % Thd 
Target 

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP 

lingkup  Stasiun  KIPM Baubau 
 

 
86 

 
86,2 

 
100,2 

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/63
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dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT 

BPPMHKP.  

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa 

Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk 

Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan 

Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil 

kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.  Target IKM pada tahun 2025 ini 

adalah sebesar 3,36 dan capaian untuk IK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat 

lingkup Stasiun KIPM Baubau ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 16. Capaian IK 8. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM 
Baubau (Nilai) 

 

 

4.2. REALISASI ANGGARAN 

Alokasi anggaran SKIPM Baubau pada tahun anggaran (T.A) 2025 

adalah sebesar Rp. 3.344.634.500 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh 

Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).  

Namun dengan adanya perubahan organisasi,  anggaran tersebut digabung 

dengan anggaran satker SKIPM Kendari dengan total anggaran seluruhnya 

sebesar Rp. 7,113,219,000 (Tujuh Milyar Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus 

Sembilan Belas Ribu Rupiah).  Pada Triwulan sebelumnya, ada pergeseran 

nilai pagu anggaran karena adanya revisi anggaran pergeseran belanja 

pegawai antar eselon I dan buka blokir belanja efisiensi tahun 2025 semula 

Rp 8.016.256.000 menjadi Rp 7.113.219.000 sehingga Realisasi 

penyerapan anggaran Stasiun KIPM Baubau dan Stasiun KIPM Kendari 

sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp. 6.745.706.450 atau 

mencapai 94,83 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.113.219.000.  Pagu 

anggaran tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Dukungan Manajemen 

Indikator Kinerja 
Target  

2025 
Realisasi 

TW IV 
% Thd 
Target 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
lingkup 
Stasiun KIPM Baubau (Indeks) 

 
3,36 

 
(94,98) 

3.80 

 
113 
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Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 

Kelautan dan Perikanan, Manajemen Mutu dan Pengendalian dan 

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan. Adapun realisasi anggaran 

seluruhnya untuk satker SKIPM Baubau dan SKIPM Kendari untuk Triwulan 

IV tahun 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada 

Tabel berikut.  

Tabel 17.  Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja untuk SKIPM Baubau 
dan SKIPM Kendari Triwulan IV Tahun 2025 

 

 

4.3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

Stasiun KIPM Baubau telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan 

efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan penggunaan anggaran, 

prasarana dan sarana serta SDM yang tersedia. Pengukuran efisiensi 

pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan 

dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan 

dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan 

dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK 

No.22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 

Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/ Lembaga. Nilai efisiensi anggaran Stasiun KIPM Baubau sampai 

dengan Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan pada aplikasi SMART sesuai 

hasil pada https://monev.kemenkeu.go.id/App2024/satker 

 

 

No Jenis Belanja Pagu Realisasi % 

1. Belanja Pegawai 4,296,511,000 4,183,685,126 97,37 

2. Belanja Barang 2,816,708,000 2,562,021,324 90,96 

3. Belanja Modal 0 0 0 

 TOTAL 7,113,219,000 6,745,706,900 94,83 

https://monev.kemenkeu.go.id/App2024/satker
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Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan 

perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui 

pelaksanaan program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan 

tahun 2025, SKIPM Baubau telah menunjukkan capaian kinerja yang 

terukur dan semua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi target 

selama tahun 2025 ini telah memenuhi target atau telah terealisasi dengan 

baik. 

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang 

dalam perjanjian kinerja yang berisi 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama, 

SKIPM Baubau masih menghadapi cukup banyak hambatan di antaranya 

adalah terkait anggaran yang tergabung dengan Stasiun KIPM Kendari 
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sehingga pada saat penggunaan anggarannya kurang optimal juga 

kendala dari sisi perijinan pada sektor produksi Primer seperti PKKPRL 

yang menjadi kendala beberapa capaian kurang maksimal.  

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk 

pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya: 

1. Setiap tim kerja agar melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek 

yang dinilai kurang berdasarkan capaian IKU Triwulan IV Tahun 

2025 dimana ada beberapa target kegiatan yang belum tercapai 

dengan baik dikarenakan faktor eksternal. 

2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik 

(bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang 

telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja yang lebih baik 

di tahun selanjutnya dan melakukan evaluasi terhadap indikator 

kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh faktor 

eksternal.. 

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Triwulan IV SKIPM Baubau Tahun 

2025 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala Stasiun 

KIPM Baubau kepada Kepala BPPMHKP dan Menteri Kelautan dan 

Perikanan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan. 



 
 

  

33 
 

Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 SKIPM Baubau Awal. 
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Lampiran 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 SKIPM Baubau Revisi. 
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Lampiran 3. Rincian Target Indikator Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4.  Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Kegiatan SKIPM Kendari Triwulan IV 

Tahun 2025 
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Lampiran 5. Tangkapan Layar Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aplikasi SIDAK KKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

41 
 

Lampiran 6. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025 
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Lampiran 7. Capaian IP ASN Stasiun KIPM Baubau Tahun 2025 
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Lampiran 8.   Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun KIPM Baubau melalui website 

https://kinerjaku.kkp.go.id/app/login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Baubau 

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Baubau 
Nama Timja :  Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 
Periode Laporan  :  Triwulan IV Tahun 2025 
 

Nama Sasaran Kegiatan  : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan 
dan Perikanan 

Nama IK                  : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar 

mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Baubau (%) 

T/R Tahun 2025 Capaian 
Th.2025 

Target 
Th.2025 

Q1 Q2 Sm.I Q3 Q4 Sm.2 Tahunan   

Target 0 0 0 0 70 70 70 0 70 

Realisasi 0 0 0 0 100 100 100 100 0 
%Capaian 0 0 0 0 142,8% 142,8% 142,8% 142,8%  

 
Catatan : 
Q1,Q2,Q3,Q4  = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4 
Sm I   = Capaian Q1 + Capaian Q2 
Sm2   = Capaian Q3 + Capaian Q4    
Tahunan   = Capaian di akhir tahun 2025 
 

Deskripsi : 

o Berdasarkan Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang 

keewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP mempunyai kewajiban untuk 

melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai 

dengan pasca panen sedangkan Ditjen teknis memiliki kewajiban untuk melakukan 

pembinaan. Dalam implementasinya sertfikiasi produksi primer memerlukan dukungan 

dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya 

sebagai pembina seperti eselon 1 lingkup KKP dan DKP propinsi/kabupaten/kota.  

Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP yaitu pembangunan budidaya 

laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. 

o Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas KKP antara lain memastikan bahwa 

hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di atas kapal 

hingga diterima di Unit Pengolahan Ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan 

produk perikanan di negara tujuan ekspor.  BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga 

lain mauapun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan 

pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).  

o BPPMHKP Baubau saat ini mengemban tanggungjawab baru melalui penetapan 

Indikator Kinerja Utama  (IKU) untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan 

Perikanan khususnya pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu 

yang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan.  Sertifikasi jaminan mutu yang 



diamanatkan Stasiun KIPM Baubau yang dapat direalisasikan adalah Sertifikasi Cara 

Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB Kapal).  

o Capaian untuk Sertifikasi CPIB Kapal selama tahun 2025  sebanyak 4 sertifikat dari target 

yang ditetapkan Pusat Produksi Primer sebanyak 3 sertifikat atau 133%, namun 

berdasarkan permohonan yang masuk capaiannya adalah 100% yang didapatkan dari 4 

permohonan dan 4 sertifikat yang diterbitkan, dengan rincian capaian sertifikat sebagai 

berikut : 

No Nama Kapal Alamat Tanggal Inspeksi Keterangan 
Grade 

Sertifikat 

1 Nelayan Bhakti 34 Jalan Wa Ode Wau No 8 Kelurahan 

Bone-bone, Kec. Batupuaro Kota 

Baubau 

29 November 

2025 

10 GT C 

2 Nelayan Bhakti 108 Jalan Hang Lekir Kelurahan 

Wameo, Kec. Batupuaro Kota 

Baubau 

02 Desember 

2025 

10 GT B 

3 Nelayan Bhakti 50 Kelurahan Bone-bone Kota Baubau 02 Desember 

2025 

10 GT B 

4 Fatni 27 Jalan Erlangga Kelurahan Bone-

bone Kec. Batupuaro Kota Baubau 

09 Desember 

2025 

10 GT B 

           

 

Rekomendasi rencana aksi : 
- Agar dilaksanakannya sosialisasi tentang 

sertifikasi mutu produksi primer 
(CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan CPIB di 
kapal) kepada pelaku usaha lingkup SKIPM 
Baubau 

Penanggung Jawab : 
Ketua Tim Kerja Pengawasan  Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan 
 
 

 
Baubau, 31 Desember 2025 
Ketua Tim Kerja Pengawasan  Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Baubau 

 
 
 

 Abdul Syukur Yasin, S.Pi., M.Si 

        

 

 



Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi CPIB Kapal Stasiun KIPM Baubau 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 











Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Baubau 

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Baubau 
Nama Timja : Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 
Periode Laporan : Semester I Tahun 2025 
 

Nama Sasaran Kegiatan  : Terselenggaranya Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

Nama IK : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi 
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau  (%)  

T/R Tahun 2025 Capaian 
Th.2025 

Target 
Th.2025 Q1 Q2 Sm.I Q3 Q4 Sm2 Tahunan 

Target 0 70 70 0 0 0 0 0 70 

Realisasi 0 100 100 0 0 0 0 0 0 

%Capaian 0 120% 120% 0 0 0 0 0 0 

 
Catatan : 
Q1,Q2,Q3,Q4  = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4 
Sm I   = Capaian Q1 + Capaian Q2 
Sm2   = Capaian Q3 + Capaian Q4    
Tahunan   = Capaian di akhir tahun 2025 
Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi 
 

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi ( Apa yang terjadi dan implikasinya? ) 

• Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang 

Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk 

melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai 

dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan 

pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan 

dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya 

sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan 

terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, 

pesisir dan darat yang berkelanjutan. 

• Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan 

bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal 

hingga diterima di Unit Pengolahan Ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan 

produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain 

maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian 

mutu di sektor produksi primer (hulu). 



• Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan 

dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan 

perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka 

pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada 

setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu 

dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan 

pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi 

kesehatan manusia. 

• BPPMHKP Baubau saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk 

mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam 

pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan 

upaya peningkatan kualitas layanan, 

• Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Stasiun KIPM Baubau  terdiri dari: 

a. Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan yang baik (SPDI)/Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) 

pada unit supplier 

b. Sertifikasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control 

Point (HACCP) pada Unit Pengolahan Ikan 

c. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada Unit Pengolahan Ikan 

•    Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara 

professional dan partisipatif diperoleh dari indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan 

sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun 

KIPM Baubau melalui kegiatan Inspeksi unit budidaya dalam rangka sertifikasi CBIB, Inspeksi 

unit budidaya dalam rangka sertifikasi CPIB Pembenihan, Inspeksi diatas kapal dalam rangka 

sertifikasi CPIB kapal lingkup Stasiun KIPM Baubau. 

•    Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara 

professional dan partisipatif diperoleh dari indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan 

sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup 

Stasiun KIPM Baubau melalui kegiatan Inspeksi dan verifikasi tahunan Unit supplier dalam 

rangka sertifikasi SPDI/CPIB, Inspeksi dan Monitoring/Evaluasi Unit Pengolahan Ikan dalam 

rangka sertifikasi PMMT/HACCP, Inspeksi Unit Pengolahan Ikan / UMKM dalam rangka 

sertifikasi SKP, Surveilan penerapan GMP/SSOP/HACCP dan pengambilan sampel dalam 

rangka Official Control, dan Evaluasi penerapan system ketertelusuran (traceability) pada 



Unit Pengolahan Ikan lingkup Stasiun KIPM Baubau. 

• Kegiatan ini dilaksanakan BPPMHKP dalam mendukung ekspor ikan dan hasil perikanan yang 

memenuhi persyaratan mutu hasil kelautan dan perikanan. UPT Stasiun KIPM Baubau  

menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi. Realisasi dihitung dengan membandingkan 

realisasi jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan target pelaksanaan sesuai dengan jadwal 

yang telah disusun. 

• Kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi pasca panen Lingkup  UPT SKIPM Baubau 

Semester I  Tahun 2025 

Waktu 
REALISASI 

TARGET 
PERSENTASE 

CAPAIAN SKP GRADE A SKP GRADE B SKP GRADE C 

Semester I 6 0 0 70 100 

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2025, kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi 

pasca panen yakni pelaksanaan verifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) di Unit 

Pengolahan Ikan sebanyak 6 sertifikat dengan metode verifikasi dokumen. Berdasarkan hasil 

kegiatan verifikasi dokumen permohonan SKP maka dapat diterbitkan SKP dengan grade A. 

Dengan demikian pelaksanaan pada Semester I ini mencapai 100% dari target 70% sehingga 

secara persentase tercapai atau capaian kinerja sebesar 142,85% sama dengan nilai kinerja 

maksimal 120%.  

Adapun proses perhitungannya sebagai berikut : 

%X = A + B  X 100% 
                          xn 

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar 
mutu dan keamanan pangan 

A =  Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang 
lingkup produk 

B  =  Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah 
besar yang menerapkan GMP/SSOP 

xn =   Jumlah dari unsur pembentuk  (2) 
 
%X = A + B  X 100% 

                          xn 
 

%X = 100 + 100  X 100% 
                              2 

 

%X = 200 X 100% 
                          2 
 

%X = 100 X 100% 
 

%X = 100%  
                        



DOKUMENTASI KEGIATAN SEMESTER I TAHUN 2025 
PELAKSANAAN VERIFIKASI DOKUMEN SKP DI STASIUN KIPM BAUBAU   

 

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian 

indikator : 

• Rabu 04 Juni 2025, Inspektur mutu BPPMHKP Baubau melaksanakan kegiatan verifikasi 

dokumen SKP dengan 6 ruang lingkup, yaitu Frozen Tuna, Fresh Tuna, Frozen Demersal, 

Fresh Demersal, Frozen Pelagis, dan Frozen Cephalopode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Rekomendasi rencana aksi  
Untuk semester berikutnya 
Melakukan koordinasi dengan pihak UPI, Unit budidaya, 
pembenihan, supplier  dan unit kapal terkait Sertifikasi 
sebagai bagian dari upaya penerapan sistem jaminan mutu 
dan keamanan hasil perikanan 
 

Penanggung Jawab 
Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu 
dan Keamanan Hasil Perikanan 
 
 

 

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya Penanggung Jawab 

 
 

Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu 
dan Keamanan Hasil Perikanan 
 

 
Baubau, 03 Juli 2025 

                  Penanggungjawab Indikator Kinerja 
 
 
 
 

                Saptari Joan Tatra, S.Pi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812000185299600260004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: PT ARTA MINA JAYA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 8120001852996

3. Alamat Kantor 
Office Address

: PELABUHAN SAMUDERA NIZAM
ZACHMAN TRANSID SHED NO.10 A
DERMAGA BARAT, Desa/Kelurahan
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm.
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Kode Pos 
Postal code

: 14440

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10213 - Industri Pembekuan Ikan 
10213 - Fish Processing and Cold Storage
Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Jl. Wandoka, Wandoka Utara, Wangi-
Wangi, Kab. Wakatobi. Sulawesi Tenggara
Desa/Kelurahan Wandoka Utara, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan. 
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.

2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi
penanggung jawab mutu. 
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge
of Quality Assurance.

3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur
Operasi Standar Sanitasi. 
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and
Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.

4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah. 
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2025
Issued date : 10 June 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 11 Juni 2025
Printed date : 11 June 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812000185299600260004

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00039347

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 37279/74/SKP/BK/VI/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : PT. ARTA MINA JAYA

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) : Tuna Beku

Frozen Tuna

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Pengolahan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labelling,
Cold Storing, Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 10 Juni 2025
10 June 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 10 Juni 2027
10 June 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812000185299600240001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: PT ARTA MINA JAYA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 8120001852996

3. Alamat Kantor 
Office Address

: PELABUHAN SAMUDERA NIZAM
ZACHMAN TRANSID SHED NO.10 A
DERMAGA BARAT, Desa/Kelurahan
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm.
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Kode Pos 
Postal code

: 14440

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan
Ikan 
10217 - Fish Cooling/Icing Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Jl. Poros Wandoka, Lingkungan Antapia
Desa/Kelurahan Wandoka Utara, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93791

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan. 
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.

2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi
penanggung jawab mutu. 
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge
of Quality Assurance.

3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur
Operasi Standar Sanitasi. 
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and
Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.

4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah. 
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2025
Issued date : 10 June 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 11 Juni 2025
Printed date : 11 June 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812000185299600240001

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00039348

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 37280/74/SKP/SG/VI/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : PT. ARTA MINA JAYA

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) : Tuna Segar

Fresh Tuna

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Penanganan, Pendinginan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Dingin, Pemuatan
Receiving, Handling, Chilling, Packing/Labelling, Chill
Storing, Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 10 Juni 2025
10 June 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 10 Juni 2027
10 June 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812000185299600260006

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: PT ARTA MINA JAYA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 8120001852996

3. Alamat Kantor 
Office Address

: PELABUHAN SAMUDERA NIZAM
ZACHMAN TRANSID SHED NO.10 A
DERMAGA BARAT, Desa/Kelurahan
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm.
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Kode Pos 
Postal code

: 14440

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10213 - Industri Pembekuan Ikan 
10213 - Fish Processing and Cold Storage
Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Jl. Wandoka, Wandoka Utara, Wangi-
Wangi, Kab. Wakatobi. Sulawesi Tenggara
Desa/Kelurahan Wandoka Utara, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan. 
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.

2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi
penanggung jawab mutu. 
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge
of Quality Assurance.

3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur
Operasi Standar Sanitasi. 
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and
Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.

4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah. 
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2025
Issued date : 10 June 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 11 Juni 2025
Printed date : 11 June 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812000185299600260006

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00039350

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 37282/74/SKP/BK/VI/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : PT. ARTA MINA JAYA

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) : Ikan Demersal Beku (Kerapu, Kakatua, Kakap)

Frozen Demersal Fish (Grouper, Parrotfish, Snapper)

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan,
Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Handling, Packing/Labelling, Cold Storing,
Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 10 Juni 2025
10 June 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 10 Juni 2027
10 June 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812000185299600240002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: PT ARTA MINA JAYA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 8120001852996

3. Alamat Kantor 
Office Address

: PELABUHAN SAMUDERA NIZAM
ZACHMAN TRANSID SHED NO.10 A
DERMAGA BARAT, Desa/Kelurahan
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm.
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Kode Pos 
Postal code

: 14440

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan
Ikan 
10217 - Fish Cooling/Icing Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Jl. Poros Wandoka, Lingkungan Antapia
Desa/Kelurahan Wandoka Utara, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93791

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan. 
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.

2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi
penanggung jawab mutu. 
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge
of Quality Assurance.

3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur
Operasi Standar Sanitasi. 
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and
Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.

4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah. 
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2025
Issued date : 10 June 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 11 Juni 2025
Printed date : 11 June 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812000185299600240002

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00039346

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 37278/74/SKP/SG/VI/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : PT. ARTA MINA JAYA

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) : Ikan Demersal Segar (Kerapu, Kakatua, Kakap)

Fresh Demersal Fish (Grouper, Parrotfish, Snapper)

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

: Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan, Pemuatan
Receiving, Handling, Packing/Labelling, Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 10 Juni 2025
10 June 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 10 Juni 2027
10 June 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812000185299600260007

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: PT ARTA MINA JAYA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 8120001852996

3. Alamat Kantor 
Office Address

: PELABUHAN SAMUDERA NIZAM
ZACHMAN TRANSID SHED NO.10 A
DERMAGA BARAT, Desa/Kelurahan
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm.
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Kode Pos 
Postal code

: 14440

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10213 - Industri Pembekuan Ikan 
10213 - Fish Processing and Cold Storage
Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Jl. Wandoka, Wandoka Utara, Wangi-
Wangi, Kab. Wakatobi. Sulawesi Tenggara
Desa/Kelurahan Wandoka Utara, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan. 
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.

2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi
penanggung jawab mutu. 
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge
of Quality Assurance.

3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur
Operasi Standar Sanitasi. 
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and
Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.

4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah. 
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2025
Issued date : 10 June 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 11 Juni 2025
Printed date : 11 June 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812000185299600260007

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00039351

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 37283/74/SKP/BK/VI/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : PT. ARTA MINA JAYA

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) :

Ikan Pelagis Beku (Barakuda, Lemadang, Layang,
Tenggiri)
Frozen Pelagic Fish (Barracuda, Mahi-mahi, Shortfin
Scad, Wahoo)

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan,
Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Handling, Packing/Labelling, Cold Storing,
Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 10 Juni 2025
10 June 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 10 Juni 2027
10 June 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812000185299600250001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: PT ARTA MINA JAYA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 8120001852996

3. Alamat Kantor 
Office Address

: PELABUHAN SAMUDERA NIZAM
ZACHMAN TRANSID SHED NO.10 A
DERMAGA BARAT, Desa/Kelurahan
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm.
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Kode Pos 
Postal code

: 14440

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10293 - Industri Pembekuan Biota Air
Lainnya 
10293 - Aquatic Biota Processing and
Cold Storage Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Jl. Poros Wandoka, Lingkungan Antapia
Desa/Kelurahan Wandoka Utara, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93791

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan. 
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.

2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi
penanggung jawab mutu. 
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge
of Quality Assurance.

3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur
Operasi Standar Sanitasi. 
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and
Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.

4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah. 
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2025
Issued date : 10 June 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 11 Juni 2025
Printed date : 11 June 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812000185299600250001

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00039349

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 37281/74/SKP/BK/VI/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : PT. ARTA MINA JAYA

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) : Cephalopoda Beku (Gurita)

Frozen Cephalopods (Octopus)

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Pengolahan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labelling,
Cold Storing, Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 10 Juni 2025
10 June 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 10 Juni 2027
10 June 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Baubau 

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Baubau 
Nama Timja : Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 
Periode Laporan : Semester II Tahun 2025 
 

Nama Sasaran Kegiatan  : Terselenggaranya Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

Nama IK : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar 
mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Baubau  (%)  

T/R Tahun 2025 Capaian 
Th.2025 

Target 
Th.2025 

Q1 Q2 Sm.I Q3 Q4 Sm2 Tahunan   

Target 0 70 70 0 70 70 70 0 70 

Realisasi 0 100 100 0 110 110 110 110 0 

%Capaian 0 120% 120% 0 110% 110% 110% 110% 0 

 
Catatan : 
Q1,Q2,Q3,Q4  = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4 
Sm I   = Capaian Q1 + Capaian Q2 
Sm2   = Capaian Q3 + Capaian Q4    
Tahunan   = Capaian di akhir tahun 2025 
Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi 
 

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi ( Apa yang terjadi dan implikasinya? ) 

• Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang 

Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk 

melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai 

dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan 

pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan 

dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya 

sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan 

terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, 

pesisir dan darat yang berkelanjutan. 

• Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan 

bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal 

hingga diterima di Unit Pengolahan Ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan 

produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain 

maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian 

mutu di sektor produksi primer (hulu). 



• Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan 

dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan 

perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka 

pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada 

setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu 

dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan 

pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi 

kesehatan manusia. 

• BPPMHKP Baubau saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk 

mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam 

pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan 

upaya peningkatan kualitas layanan. 

• Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Stasiun KIPM Baubau bidang 

pascapanen terdiri dari: 

a. Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan yang baik (SPDI)/Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) 

pada unit supplier 

b. Sertifikasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control 

Point (HACCP) pada Unit Pengolahan Ikan 

c. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada Unit Pengolahan Ikan 

•    Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara 

professional dan partisipatif diperoleh dari indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan 

sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun 

KIPM Baubau melalui kegiatan Inspeksi unit budidaya dalam rangka sertifikasi CBIB, Inspeksi 

unit budidaya dalam rangka sertifikasi CPIB Pembenihan, Inspeksi diatas kapal dalam rangka 

sertifikasi CPIB kapal lingkup Stasiun KIPM Baubau. 

•    Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara 

professional dan partisipatif diperoleh dari indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan 

sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup 

Stasiun KIPM Baubau melalui kegiatan Inspeksi dan verifikasi tahunan Unit supplier dalam 

rangka sertifikasi SPDI/CPIB, Inspeksi dan Monitoring/Evaluasi Unit Pengolahan Ikan dalam 

rangka sertifikasi PMMT/HACCP, Inspeksi Unit Pengolahan Ikan/UMKM dalam rangka 

sertifikasi SKP, Surveilan penerapan GMP/SSOP/HACCP dan pengambilan sampel dalam 



rangka Official Control, dan Evaluasi penerapan system ketertelusuran (traceability) pada 

Unit Pengolahan Ikan lingkup Stasiun KIPM Baubau. 

• Kegiatan ini dilaksanakan BPPMHKP dalam mendukung ekspor ikan dan hasil perikanan yang 

memenuhi persyaratan mutu hasil kelautan dan perikanan. UPT Stasiun KIPM Baubau  

menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi. Realisasi dihitung dengan membandingkan 

realisasi jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan target pelaksanaan sesuai dengan jadwal 

yang telah disusun. 

• Kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi pascapanen Lingkup  UPT SKIPM Baubau 

Semester II  Tahun 2025, yaitu: 

a. Sertifikasi HACCP 

Waktu 
REALISASI TARGET 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

HACCP  
GRADE A 

HACCP 
GRADE B 

HACCP  
GRADE C 

  

Semester II 0 12 0 70 120 

Kegiatan sertifikasi HACCP untuk Tahun 2025 memiliki target sebanyak 10 sertifikat dan 

sampai dengan akhir Semester II Tahun 2025, kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi 

pascapanen yakni pelaksanaan sertifikasi HACCP di Unit Pengolahan Ikan sebanyak 12 

sertifikat dengan metode inspeksi lapangan. Berdasarkan hasil kegiatan inspeksi HACCP maka 

dapat diterbitkan sertifikat HACCP dengan grade B. Dengan demikian pelaksanaan pada 

Semester II ini untuk sertifikasi HACCP mencapai 120% dari target 70% sehingga secara 

persentase tercapai atau capaian kinerja sebesar 110%. 

b. Sertifikasi SKP 

Waktu 
REALISASI 

TARGET 
PERSENTASE 

CAPAIAN SKP GRADE A SKP GRADE B SKP GRADE C 

Semester II 9 2 0 70 100 

Kegiatan sertifikasi SKP untuk Tahun 2025 memiliki target sebanyak 17 sertifikat. Realisasi 

sertifikasi SKP pada Semester I sebanyak 6 sertifikat dan pada akhir Semester II Tahun 2025 

realisasi sertifikasi SKP sebanyak 11 sertifikat. Kegiatan sertifikasi ini dilakukan dengan 

metode verifikasi dokumen dan inspeksi lapangan. Berdasarkan hasil kegiatan 

verifikasi/inspeksi permohonan SKP maka dapat diterbitkan SKP dengan grade A dan grade B. 

Dengan demikian pelaksanaan pada Semester II ini mencapai 100% dari target 70% sehingga 

secara persentase tercapai atau capaian kinerja sebesar 110%. 

 



Adapun proses perhitungannya sebagai berikut : 

%X = A + B  X 100% 
                          xn 

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pascapanen yang memenuhi standar 
mutu dan keamanan pangan 

A =  Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang 
lingkup produk 

B  =  Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah 
besar yang menerapkan GMP/SSOP 

xn =   Jumlah dari unsur pembentuk  (2) 
 
%X = A + B  X 100% 

                          xn 
 

%X = 120 + 100 X 100% 
                              2 

 

%X = 220 X 100% 
                          2 
 

%X = 110 X 100% 
 

%X = 110%  
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOKUMENTASI KEGIATAN SEMESTER II TAHUN 2025 
PELAKSANAAN SERTIFIKASI HACCP DI STASIUN KIPM BAUBAU   

 

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian 

indikator : 

• Kamis, 09 Oktober 2025 dan Jumat, 10 Oktober 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Baubau 
melaksanakan kegiatan Inspeksi HACCP dengan 6 ruang lingkup, yaitu Frozen Tuna, Fresh 
Tuna, Frozen Demersal, Fresh Demersal, Frozen Pelagis, dan Frozen Cephalopode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOKUMENTASI KEGIATAN SEMESTER II TAHUN 2025 
PELAKSANAAN VERIFIKASI DOKUMEN SKP DI STASIUN KIPM BAUBAU   

 

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian 

indikator : 

• Rabu, 09 Desember 2025 dan Kamis, 10 Desember 2025, Inspektur mutu BPPMHKP Baubau 

melaksanakan kegiatan Inspeksi SKP dengan 7 ruang lingkup, yaitu Frozen Tuna, Frozen 

Shrimp, Frozen Demersal, Fresh Demersal, Frozen Pelagis, Frozen Cephalopode dan Frozen 

Fish Fillet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekomendasi rencana aksi  
Untuk tahun berikutnya 
Melakukan koordinasi dengan pihak UPI, Unit budidaya, 
pembenihan, supplier  dan unit kapal terkait Sertifikasi 
sebagai bagian dari upaya penerapan sistem jaminan mutu 
dan keamanan hasil perikanan 
 

Penanggung Jawab 
Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu 
dan Keamanan Hasil Perikanan 
 
 

 

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya Penanggung Jawab 

 
 

Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu 
dan Keamanan Hasil Perikanan 
 

 
Baubau, 06 Januari 2026 

                  Penanggungjawab Indikator Kinerja 
 
 
 
 

                Saptari Joan Tatra, S.Pi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISIRY OT MARINE ATFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF TNDOAIESIA

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL XELAUTAN DAN PERIKANAN

TVIARINE AND flSHERJES QU,TITY ASSTIRANCE ACENCY (Mf QAA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PEIIEEAPAIIFRoGRAMMAIIAIEMENMUTUTEnpADUBEnDASAIKIJIIKoIIIEEPHAccP
IMPLEI4{ENIATION Of INTEGR/ITED Q IIALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. lSt[IrtlHACCPlPsl0tts

Berdacarkrn Peraturan Pernerintah Nomq 57 Tehun 2Ol5 tentant Fistem lamfuran Mutu dan Keamanan

rLdf,,Etr.[a^sfd$
Haohq regads to the Gooerrnefi Reglatiort No. lZ o! 2075 layiry dottttt Q7/ltlity and Salety Assuratce

Systi tiil Value Aililed Deocloqaefi of Fkherics Ptotlncts

McnctaoLalbtbu1
To Cenily thah

Unit Pen8olalEn ILrn ' PT. ABTA MINAJAYA

Fish Prccessing Plant

. Il. Poroa Wandoka, Lingkungan AntaPia, Kel' W'ndoka Utat& Kec' W gi-Wani'
' k.b. w.lotobi, south..st sul.w.si - Indon.si.

Ala.urat

Addres6

tanir Produl*

Type of Product

f&r!sske!-C!
lriued ln

&Dg8.l
Date

Berlaku iamp4i-de!!i!4

Valid mtil

B

. Frosh fr.n.6.l gi.6b, ll.uqan,l5 6P, E4hi,t tthstus 6p, Latcr c,bartfff' ceciio
' .rythrugast.l., L.ttrin'/,s sql

. Receivlng. P.ep.ratin& chillin& P.ckiry^:b€lir& chiU stodn& stuffirS

Jakarta

October 20, 2025

Octobet 2fr, m27

Ir.
Kepala Badan Peng€ndalian dan Pengawa6an Muttl Hasil Kelauten da,r Perikanan

[rircctor For Maine

Ilng8aulln3tli ' OctobGr 09, 2l}25

Dote of lnspccbiotr

Ulif petr-ofahan Ikan ini hlah nenrrnpkrn dan EenEnrhi Etlly4llh8li IlgfogS-Mrlillla8
c-lrBdrsFl

ThcEstablis,ncnthas$ectioelyimpbmmtcilalitfu{illed.ThcRequitemcntso|QlllityalilSafety
Assatance Systefi il accorilance loith Prtoailing latos atd regulations
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T.h.Br&EEp!4!eE
Prccessing Steps

&rbstil
Ret.

(

t

(

t

I

I

il

(

(

,

I\

L-
'mtl I iJ, ,rit: Qx!',itrl .-l\\rIrir,"

t

*><><X I><



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OT MARJNE ATTAIRS AI\ID rISHERIES

REPI.'BLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDOI\TESIA

N'ARIM AND FISIIERIES Q TIAIIIY ASSU&INCE ACENCY (MTQAN

SERTIFIKAT
CERTIEICATE

PENEB,U'AMROGRAM MANA l.Ei{ MUTU TERPADU BERDASAIXAN XOT'{EEP P

IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMEI\IT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPI

No. ls4/?WHAccP lPVtoPs

L{rlrtaDl3E-brhlca.
To Certify thq?.

Unlt folr8ohhrn ILan

Fish Prccessing Plant

. FT. ARTA MINA JAYA

Bc'rdasarkan P€raturtn Pemerintah Nomor 57 Tahun zll5 tenhtr8 listem laaitrln-l lrts-de!'IGrmanetr

U4rfIryt.!4!t6!P.4l.gt"Ln Nrt4 Tf4bfF kod+ {-*t PeD+{Il

Hooias recards to the cooeflflent Regulation No. 57 of 2075 layitg clowtr Quality and SafetY Assuts"ce

Systei aitl Value lilded Dcoelopmmt of Fisheries Protlucts

AllEet
Addtess

Ientr Produk

TWe of Product

Ielepl!_&n8abl!!
Prccessing StePs

EcriB*.r
Ratc

IrsgsrullDetEi
Date of lnsqection

. Il. Poros w.ndok., Lingkungan Antapi4 Kel' Wandoka Utara' Ke' wangi-wattgi'
' kab. Wak.tobi, south.asl sulaweoi - Indonesii

. Eroren C.PIuloPo ds lthuntus alltecarcxl

. Re.eivin& ProcsBing. Freezlng, PeckinS/Lrb€lin& Cold Stortn& Stulfint

. o.tober (D,2Ir25

B

The Establisnent has {fectioelY trnPlerreflted aflil fufilleil The Reqaire'nents ol Qrality and Safety

Assurance System in accorilance utithprmailing laus and regulations

Dikeluarkan di

,ssucd bt

; Iakarta

Berlaku sarlp.i denteE

vsli fitil

Kepala Badan Pe.rgendalialr dalr Pengawaaan Mutu Hasil Kelautan dan Pedkanan

f)irector Genefil For Maine and Eishedes
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(

(
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY Of MARINE AIFAIRS AND HSHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN PENGENDALTAN DAN PENGAWASAN MUTU HA6IL I(EI.AUTAN DAN PERIKANAN

MARINE ,IM) FISHERIES QU,{ TY ASSTIRANCE AGENC"I (MFQAA)

SE T
CERTIEICATE

PENERT{PAN PP.OGRAM MANA 'anEN MIIIU TERPALU BERDABAIXAN KONSE

IMqLEMENTATTON OF IN',TEGRA'BED QUALITY MANAGEMENT PROGR {M'VfE BASED ON II,/{CCP CONCEPT

No. 15q/"WHAccP/TBnqf2s

Berdasarkan Peraturan Pem€rintah Nonor 57 T.hun 2m5 tentang sistem Iamin n Mutu d.n Keamanan

I{-dl e.-L,n"-S r-P.njpgt .i- Ifr.8if-Pedlr.orn

Hming reganls to the GooeflnI,nt Regulatiol No. 57 of 2075 layitg ilowi Qsality anil ,hfety Assufsrce

System aitt Volue Addeil DeoeloPme of Fisheries Prcilucts

MenekaplaLbehrti

To c.nify that;

Unlt lentol.lun Ikan

Fish Proctssing Plant

Ala[rat

Addrcss

lcluelredst
Type of Product

I4ap:s&48slrt44
Ptucessing Steps

P€rill8tJ]l

Rata

Dikett arkan di

lssuei l

Iengsd
Date

Berlaku sampai dengan

Valil until

. I'T. ARTA MINA JAYA

B

. jl- Poroa Wendoka, Lingkungan Ant pia, Kel' Wandoka Ut'r& Kec' Wan6i-wanti'
' IGb. W.katobi, Southcrst sulawe6i ' lndonesia

. Fro..[ Dr6ar6rl Fl6tt (Lutldrts sp, Ephluphelus 6p, Ldtts cdlcdrfe,,. cddslo
' 

e.qthtog,(st.t, Lethtirdrs sPl

. Re.eivin& Processin& Freezin& Paclingfi.:belin& Cold storing Stuffing

; Jaka*a

o.tober 20, 2025

. O<*obet m,m27

Ir.
Kepala Badan Pengendalian dan PengawaBan Mutu Haeil Kelautan dan Perikanen

Diector G.nerdl ForMathc and Fisheties

Itlg8nullp*Ei ' eober09,I25
D,t of lnsp.ction

Lrdr pcn8ot han tlrn tni tEhh tns@hdnc-Mtttdes

-r."-"o.itt." 

r"ti*rrr.o"ear.ia"r@
Thc Establisment has fiectiocly itrplernmteil and fulfilleil -The 

Rcquirenents ol Quality and Safe$

Assfiance Slste1n in acciilance zaith Ptaoilitg laws atd rcgulatiotrs
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISIRY OT M,4.RINE ATFAIRS .4ND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDOMESIA

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL XELAUTAN DAN PERIKANAN
MARINE AM) HS}IERIES Q'IAUTY,{SSTIR,{N CE ACENC"T (Mf QAA)

SERTIFIKAT
CERT,IICATE

PEI{ER,APAN PROGRAM MANA
IMPLEMENTATION OF INTEGRITED OUALITT MANAGEMENI PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 167f I\,/HACCP lPsA0t25

Berdasark n Peraturan Pemerintah Nomor f,/ Tahun mls tetrtang Sietem hnineddgtst-dEn-Keananm
H4llEeifarar sa-Eqlil@
Haoing regards to the Gooeflnent Regulatiott No, 57 of 2075 laying down Quatit! qnil Safety Assurutce
Slstem atul Value Addeil Dmelopmmt of Fisheries Ptotlucts

McnetaDtt[bthwti
To Certify that:

Unir Penaohhin lLarr

Fish Proczssing Plont

. I'T. ATTA MINA JAYA

Ala.rlat

Address

IrELPrsCst
Tt ?e of Product

TrhrDan Pcrrlolahan

Processing Steps

tcds*rt
Rat.

Dikelurrkrn di

Id$ dd ir,

T"rtggd

Datc

B.rl.ku s.mprldlngeE

Vnlid until

. o.tober m,ln7

B

. Jl. Poroc Wandoka, IinBLungar Antepia, Kel. Wandoka Utara, Kec. wanti-Wan&i,' 
Kab. Wak.tobi, southeast Sul.wesi - Indon.sia

' Fr.{h Trrrre (l[rrnx6 slba{jro.l

. Receivin& Pro(c6ctng, CNnin& Packiryfl..bctin& Chi[ Storir& Sttrffing

I Jakarta

. October 20,

fllStruslEltli . Octob610, ZXE

Date of Inspection

Unit Pengphhln Itrn isi telah nr!tr.r'Dk^n dan mcmr hi P.rryrtar.n Sisilm lalqfoE!-Mtlibllll8
Kernamn Halil Perilinrn resuii dengrn ketentuan attabtllLPslldiutSilttldiltgl[
The Esteblismmt has fiectioely implementeil and fulfilled The Reqira,/.e,ts of Quality anil safety

Assratance Systern in accotdance zoith prmailing laws atd tguhtions

Ir.
Kepala Badan Pengendalirn dan Pengawasan Mutu HeBil Kelautan dar Ptrikanan

Ditectot Gcnd.rl lot Marin. and Fish$ies
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KEMENTERIAN KELALNAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARTNE AEFAIRS AND FISTIERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF TNDOMESIA

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
[,A-RINE AND FISHERIES Q'IAIITY ASSTIRANCE ACENCY (MTQAA)

CERTIEICATE

PEFIERAPAI{ PROGRAM MAITIAIEMEN MUTU TERPANU BERDAEANXAN KOI{sE
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON IIACCP CONCEP?

No. 1 6EEt'V[IAccPPB/rff2s

Berda8ark n Peraturan Pemcrhtah Nonor y7 Tahun Zns terrtrn8 Sirtem hBilun-ldtf$r-da!-Keeltra!3tr
!t llf.qilq+rn Sgtrle4qgtafrn l!il4 T"Ehif edl4.tsas4X",L"tr!4
Hoofug regards to the Gooen er.t Regulation No, 57 of 2075 layiag doutl Qaality anil Safety Assurunce
System anil Value Added Dmelopmmt of Fisheries Ptu,lucts

MGnetapL&Lbthldri

To Certily that:

Ur l Perrol.herr IL.n
Fish Prccfssing Plont

. PT. ATTA MINAJAYA

Alamat

Address

,cBio-EreCut

Type of Pro.htct

B€rl.ku samJr.l deng,G

Valil mtil

. Odober N, 2lli27

. JL Poroc W.ndoka, Lintkungan Art pi& Kel. Wandoka Utira, Kec' Wangi-Wangi,
Kab. Wak tobi, Southe.st Sulaweei - IndoncBi.

. Froaon Peleglc Fl5h (Mdk ira hilicn, Xiphies glailitt', Cotyt)hdei{ hiPPutus,
K.itstaoon ,s peiornis, Ruoel+us pretioslJ-al

TahaD.n Pencohhan

Processing S,eps

. Rcceivilr& Pro(€Bsin& Freezin& P.cking/tebeling Cold storing, Stufflng

P.rtAgltit

Rate

I33gg3!s19gf,9i . Octobcr lQ 201!5

Data of Ins*ction

Unit Pengnlahan ILan ini tetah nrnrraptan dan mcmenuhi ptrryar&n S n I..l[Ulr&-Mllbl-drs
Keananan Heril Perikanen seauei den@t-JeCilSatr
Thc Establisrneflt has fiectioely implernenteit and fu$illed The Requbemmts of Quality afl.l s$fety

Asswaflce Systern il accotdsflce Toith Preoailing bws afld regulatiorts

Dik€luarkan di

lssudd ii
Jakarta

Irlg8d
Date

. October 20, Zns

B
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MAIISIRY OF MARINE AITAIRS .TI\ID FISHERTES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
]T{ARIM AND FISIIERIES QTIAIITTASSIIRANCE AGENCT (MTQAA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PEhIERAPAN PROGRAM MANATEMMI MUTU TERPADU BERDASARXAN KONEEP HACCP

IMPLEMENIATION OF INTEGRA'TED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 1 69f IV{I{ACCP lPVaol2s

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2I)15 tentant Sistem hlnitrltrttrduidetr-Ke3samtr
rlsif Pcrikanan serta Penin@
Haoing regards to the Gooetrnent Regulation No. 57 of 2015 laying iloun Quolitv and Safety Assurance
System anil Value Added Deoelopmmt of Fisheies Proilucts

Men.tqpkan bahwa:

To Certify that:

Unit fencol.h.[ Ildn
Fish Processing Plant

. PI. ATTA MINA JAYA

A"truet
Address

Tah.D.n Pencohhar

Processing Steps

8rliB*r!
Ratc

Dikeluerkan di ; Ieka*a
lB6ued ln

Irssgd
Date

. Octob€r 20,2(x15

B€rtaku samotdde4ga!

Valil wtil
. October Z), 2027

. ll- Poros W.ndoka, Lintkungan Ar*aPi4 Kel. Wandoka Utat& Ket. Wanti-Wengi,
K.b. Wakatobi, Southe.st Sulrrdcsi - Indone8i.

- Froran Tutra (l[!B ats albaetras\

. R...ivin& Processin& Ft..zin& P..kitr8fl-rbeling Cold Storing Stufflng

B

ItngSrutrlDlfli ' octob.flo, 2lD5

Dat. of Inspcctiofi

Unit Pen-,"lahan Ikan ini telah menrraplan dan memcnuhi Pcrsyu s lguig8s-Idllnudea
Keananan Hagil P€rrkrnrn Bcsuri den@
The Establisrnent has se*ioely itttplonentzil anil futfilled The Requifernents of Quality anil sqfet!
Assstance System in ac.orilance uith prcoailing laws and rcgulations

r'.^o\

Ir. Ishartini
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasin Muhr Haril Kelautan dan Perikanan

Dircctor Ccnaal Fot Mdinc dnd Fish.rics

E
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISIRY OT MARINE AFFAIRS AND HSfIERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

MARINEAND FISIIERIES QIIAIJTYASSUR'NCE AGENfl M}QAA)

SERTIEIKAT
CERTIFICATE

PENELII'AIV PROGRAM MANA
IMPLEMENTANON OI INTEGRTTED O UALITI MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPI

No. 5lPIr{IIAccPTTB[r2Ps

Berdagark n Peraturan Penef,intrh Nomor 57 T.hun ?o15-tenh!8 $irteEr Iamfuun Mutu dan Keamanan

ffiEE p"r"iogt"t o Nlt it -tth nod'tt tt""il p"nitttot"

Haoing regtrils to the Goomfleti Regultlio! \a lZ o! Z'!tS laying ilawn Quality atil Safety Assuronce

syttcri & Vol* ladeit o(f,f,uprif,ttt ofPislfl'i?f Ptoiltc**

Ms$l8t r-hr!ilA
To Certifu thaE

Unlt PcrSoLllrn Ilon ' PT' TRIKO BINA NUSANTARA

Fish Prccessiry Plaat

. Deaa DonglJe, Kec..Errtan Parrrweio, KabuPrtetr Buton' southcart sulawei -
Indon6ia

,sd6 PrgClrL

Type of Ptotluct

. Frozen CGph.loPods

Ala at

Address

Tah.p3LB9lSoLhrn

Prccessing Ste?s

Esiotkrt
Rate

IrDgSal lrupcl<ri

Ddte of lnsPection

IrDBrl
Dotc

Berlaku sarrpiiiS! ge!!

Velid u il
. Deeembet 24,2nz7

Kepala Bada! Pengvndalian

. Rccelving, Proceooin& Freczin& Pa.kinSfi''bcltn& cold storln& stufftng

. Deccnbcr 19, 2025

B

December 2t,

\

dan Pen8awalan Mutu Halil Kelautan dar Pedkanen
Ag r!

I)irectot ccnefll For Moinr and Figh.'ies Qualitl Assurancc

I
I
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)

(

I
I
\

(

I

{

I
H

ffi

ol Quality afld SaletY

)

.t

I

{
i

(

I

,I
The Esttblismmt has fiectioely implemmted ar,il lullilled .Th.e 

Reqtlir€rz'etlts

Assurance Srstefli in accorilance with prc'oailing laus afld rtgutqt'ons
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OT MARINE AIFAIRS AND HSHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

]I'TRINE AND FISHERIES QU'IJIY ASSIIAANCE ACE}ICY MTQAA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAIEMEN MUTU TERPADU BERDASARXAN KONSEP HACCP

IMPLEMENTATI2N oF INTf,GRATED Q l]ALITf MANAGEMFNI PR0GRAMME BA'ED oN lt,/tccP coNcEPl"

No.2WPMlHAccP/PRfiW

BerdaEarkan peraturan Pem€rintah Nomor 57 Tahun 2Ol5 tentttrS Si8tem laminar Mutu dan Keamanan

ttasil Perikan.n Sctrte peningLat.n Nil.i Tamb'h Produt( H'sil Peril

Haoing regarils to the Gooerrnent Reguletiotr Na !7 o! 2075 laying ilotarl. Qsality lnd Safet! Asssrance

Sy*tetn a"aVafrc eddea O?f,,eloWe*t ofE i*I{f',iftr Pruil*ct*

Menetapka&bgLtlA

To Cenify that:

Unir Pcngqhh44Ls!
Fish Procassitg Plont

AIerllat

Address

klUoPrQCsI
Tyy'e of Prcduct

T.hap.n PenSolahal

Processirrg Steps

Dikeluarkan di

Irsl
Date

Berlaku samp3!jg!8e!!

Volid until

Idrcfat : B
Rate

IT8S8IU[!D!L'I ' D"'Eber 19' z)1I5

Dete of lnsP..tion

Unit pmqolehan Iken ini telah mencrep,km dan neqrlnuhi pclly+lhll n-lactfo6[-Mgfrr-Ce[
ffi-d-fr;iffi rcsuri denEati Leenfitatt Periluren Dsud's8-Jtrd'trgln

The Establismertt has elfcctiocty implcmetait and lullilled .Thc Reqllirremcnts oI Quality anil Safetg

Asflfirce Systefi in accotitance utith qaailing la\os and regulatio,ts

PT. TRIKO BINA NUSANTARA

. DeEa Don8kih, Kectmatrn Pac.rwiio, KabuPrter Buto& Southeast Sulawesi -

Indoneaia

. Frozcn Dclrqlrl tt h (Laticr'ut c7, Ephiruphctw sp, Lcthcrittttc tP' Scdru' tP'
' Mulltulec spl

. R.clvin& Pro.etrtn& Fre.zh& P.ckinS^'abcltn8, Cold Stortn& Stuffint

: I.k.na

. December 2+ m25

, Deceribet 24, NX,

Ir
Kegafa Badan Pcngmdaltan dan Pmgawa$n MutE Halil Kelautan dan Perikanan

I)irettot Gen.rdl For Mdrinc and Fisheties Q,,ality Assfioncc Agerrc!
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARTNE ATFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

MARIM,{ND EISHERIES QUAIITT ASSTIRAN CE AGENCY (MTQAA)

SERTIFIKAT
CERTTTICATE

IMPLEMENqATI1NoFINTEGnATEDQITALITYMANAGEMENTPRoGRAMT!'EBA'EDoNHAccPcoNcEPf

No.zflPMlEAc$ftfl72l2s

B6dasarkan penturan pemfrint h Nomor 57 Tahun 2mS t€ntlsg SjEtem laminan Mutu dan Keamanan

ttasit Perik"nan Serta P"ningkatan Nil"i Tambah Produk Ha"iI Perilerun

Haoing rcgarils to the Gooennent Re8al/;lioll No' 57 of 2075 laying dotttt Qnolity a Safety Asswonce

Syti ana VaUc eitiB Dxrr/r.llqttrr: tt of Fislwiee Ptoiluc+s

!46sleDkes-brhua.
To Cenily that

Unit PcnSol.ha Ikrn
Fish Prccessing Plant

Alamat

Address

I!!Ur-EoCt*
TWc of Prodtct

&hxp!4 reEsolb44
Ptucessing Steqs

tsinskd
Rate

Dikelu.rkan di
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MAXINE AITAIRS AND EISHERIES

REPI}BLIK INDONESIA
REPUBLIC OT INDONESIA

MARIM ltND IISITERIES Q IIAIJTY AsslIR/rNcE AGENCY O'rrQAl{)

SERTIFIKAT
CERTIEICATE
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MTAIISIRY OF MARINE ATTAIRS AND FISHERIES

REPI,'BLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADANPENGENDALIANDANPENGAWASANMUTUI{ASILKEI-AUTANDANPERIKANAN
i,{RINE AND rISHERIES QT'IIJIYASSIIRANCE AGENC'T MTQAA)

SERTIFIKAT
CERTIF'ICATE

PENEIIT{PAI{ PROGRAM MANA
TMqLEMENTATION OF INTECRATED Q ILALITY MANAGEMfr'II PROCRAMME BASED ON HACCP CONCEPI

N o. 2sTPMlHAccP lPBl2l2s
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OT MARINE AFTAIRS AND FISHERIES

REPT]BLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDOIVESIA

BADAN PENGENDALTAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KEI-A.UTAN DAN PER]KANAN

MARINE AIVD rISflERIES QUAIJTY A5SIIRTNCE AGENC-I (MIQAA)

SERTIFIKAT
CERTIEICATE

PENERT\PAT\I PROGRAM MANA
IMPLEMENIATI0N oF INTEGR,ATED QUALI,TY MANAGEMENr PR0GRAMME BA9ED oN H,{ccP coNcEPT

No. 25fi rvlltAccP 1et1n1x

Berdaearkan Peraturan Pemerintah Nomor s7 Tehun zns kntang si'tem lemimLldril.d'Exee!0tmtr
Hasil Perikanan Scrfr Peningtet n Nilai Tarbah Hul Hasil Perilaun

Haoing regards to the Gooeinent Regutotion No. 57 ol 2075 loying ilmnr Quality tttl safety Assurunce

Syetettt ard Yatre AiliH Dtrr{o4flelt, ol Eisltaicc Pt<tiltcts
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:022000445200300030003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: Perorangan WA ODE NUR WAHIDAH

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 0220004452003

3. Alamat Kantor 
Office Address

: TOPA II, Desa/Kelurahan Wanci, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

:

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10219 - Industri Pengolahan Dan
Pengawetan Lainnya untuk Ikan 
10219 - Fish Processing and Other
Preservation Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Pongo II Desa/Kelurahan Pongo, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93791

Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 16 Oktober 2023
Issued date : 16 October 2023

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 18 November 2025
Printed date : 18 November 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 022000445200300030003

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00042456

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 40388/74/SKP/KR/XI/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : ANH FOOD & DRINK

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) : Abon Ikan Tuna

Shredded Tuna

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Pengolahan, Penggorengan, Penirisan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan
Receiving, Processing, Frying, Draining,
Packing/Labelling, Storing, Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 14 November 2025
14 November 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 14 November 2027
14 November 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:020824007116800040001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: PT RAJA PERIKANAN WAKATOBI

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 0208240071168

3. Alamat Kantor 
Office Address

: DUSUN SEJATI, DESA MANTIGOLA
MAKMUR, Desa/Kelurahan Mantigola
Makmur, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93792

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10211 - Industri Penggaraman/Pengeringan
Ikan 
10211 - Salted/Dried Fish Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Dusun Sejati Desa Mantigola
Desa/Kelurahan Mantigola Makmur, Kec.
Kaledupa, Kab. Wakatobi, Provinsi Sulawesi
Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93792

Telah memenuhi persyaratan berikut :

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



The company name has met these requirements:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 12 Desember 2025
Issued date : 12 December 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 17 Desember 2025
Printed date : 17 December 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 020824007116800040001

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00042887

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 40819/74/SKP/KR/XII/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : PT. RAJA PERIKANAN WAKATOBI

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) : Ikan Pelagis Kering Asin (Cendro)

Dried Salted Pelagis Fish (Needle Fish)

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan,
Penyimpanan, Pemuatan
Receiving, Handling, Packing/Labelling, Storing,
Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: B

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 12 Desember 2025
12 December 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 12 Desember 2027
12 December 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:022000445200300010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: Perorangan WA ODE NUR WAHIDAH

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 0220004452003

3. Alamat Kantor 
Office Address

: TOPA II, Desa/Kelurahan Wanci, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

:

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10298 - Industri pengolahan rumput laut 
10298 - Seaweed processing industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Pongo II Desa/Kelurahan Pongo, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93791

Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 16 Oktober 2023
Issued date : 16 October 2023

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 18 November 2025
Printed date : 18 November 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 022000445200300010001

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00042457

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 40389/74/SKP/LN/XI/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : ANH FOOD & DRINK

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) : Minuman Rumput Laut

Seaweed Drink

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Pengolahan, Perebusan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan
Receiving, Processing, Boiling, Packing/Labelling,
Storing, Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 14 November 2025
14 November 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 14 November 2027
14 November 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812011401117400370002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: PT TRIKO BINA NUSANTARA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 8120114011174

3. Alamat Kantor 
Office Address

: DESA DONGKALA, Desa/Kelurahan
Dongkala, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93700

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10213 - Industri Pembekuan Ikan 
10213 - Fish Processing and Cold Storage
Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Desa Dongkala Desa/Kelurahan Dongkala,
Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93754

Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 21 Desember 2022
Issued date : 21 December 2022

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 17 Desember 2025
Printed date : 17 December 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812011401117400370002

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00042881

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 40813/74/SKP/BK/XII/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : PT. TRIKO BINA NUSANTARA

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) : Ikan Demersal Beku (Kerapu, Kakap)

Frozen Demersal Fish (Grouper, Snapper)

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Penanganan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labelling, Cold
Storing, Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 12 Desember 2025
12 December 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 12 Desember 2027
12 December 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812011401117400370004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: PT TRIKO BINA NUSANTARA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 8120114011174

3. Alamat Kantor 
Office Address

: DESA DONGKALA, Desa/Kelurahan
Dongkala, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93700

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10213 - Industri Pembekuan Ikan 
10213 - Fish Processing and Cold Storage
Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Desa Dongkala Desa/Kelurahan Dongkala,
Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93754

Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 15 September 2023
Issued date : 15 September 2023

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 18 Desember 2025
Printed date : 18 December 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812011401117400370004

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00042882

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 40814/74/SKP/BK/XII/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : PT. TRIKO BINA NUSANTARA

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) : Fillet Ikan Beku

Frozen Fish Fillet

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Pengolahan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labelling,
Cold Storing, Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 12 Desember 2025
12 December 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 12 Desember 2027
12 December 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812011401117400370001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: PT TRIKO BINA NUSANTARA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 8120114011174

3. Alamat Kantor 
Office Address

: DESA DONGKALA, Desa/Kelurahan
Dongkala, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93700

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10213 - Industri Pembekuan Ikan 
10213 - Fish Processing and Cold Storage
Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Desa Dongkala Desa/Kelurahan Dongkala,
Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93754

Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 21 Desember 2022
Issued date : 21 December 2022

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 18 Desember 2025
Printed date : 18 December 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812011401117400370001

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00042880

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 40812/74/SKP/BK/XII/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : PT. TRIKO BINA NUSANTARA

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) : Gurita Beku

Frozen Octopus

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Penanganan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labelling, Cold
Storing, Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 12 Desember 2025
12 December 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 12 Desember 2027
12 December 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812011401117400370003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: PT TRIKO BINA NUSANTARA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 8120114011174

3. Alamat Kantor 
Office Address

: DESA DONGKALA, Desa/Kelurahan
Dongkala, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93700

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10213 - Industri Pembekuan Ikan 
10213 - Fish Processing and Cold Storage
Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Desa Dongkala Desa/Kelurahan Dongkala,
Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93754

Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 15 September 2023
Issued date : 15 September 2023

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 17 Desember 2025
Printed date : 17 December 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812011401117400370003

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00042883

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 40815/74/SKP/BK/XII/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : PT. TRIKO BINA NUSANTARA

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) :

Ikan Pelagis Beku (Tongkol, Deho, Kembung, Selar,
Layang)
Frozen Pelagic Fish (Bullet Tuna, Deho, Indian
Mackerel, Scad, Shortfin Scad)

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Penanganan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labelling, Cold
Storing, Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 12 Desember 2025
12 December 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 12 Desember 2027
12 December 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812011401117400370005

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: PT TRIKO BINA NUSANTARA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 8120114011174

3. Alamat Kantor 
Office Address

: DESA DONGKALA, Desa/Kelurahan
Dongkala, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93700

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10213 - Industri Pembekuan Ikan 
10213 - Fish Processing and Cold Storage
Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Desa Dongkala Desa/Kelurahan Dongkala,
Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93754

Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 15 September 2023
Issued date : 15 September 2023

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 17 Desember 2025
Printed date : 17 December 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812011401117400370005

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00042884

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 40816/74/SKP/BK/XII/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : PT. TRIKO BINA NUSANTARA

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) : Tuna Beku

Frozen Tuna

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Penanganan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labelling, Cold
Storing, Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 12 Desember 2025
12 December 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 12 Desember 2027
12 December 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812011401117400370006

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: PT TRIKO BINA NUSANTARA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 8120114011174

3. Alamat Kantor 
Office Address

: DESA DONGKALA, Desa/Kelurahan
Dongkala, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93700

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10213 - Industri Pembekuan Ikan 
10213 - Fish Processing and Cold Storage
Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Desa Dongkala Desa/Kelurahan Dongkala,
Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93754

Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 15 September 2023
Issued date : 15 September 2023

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 18 Desember 2025
Printed date : 18 December 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812011401117400370006

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00042885

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 40817/74/SKP/BK/XII/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : PT. TRIKO BINA NUSANTARA

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) : Udang Beku

Frozen Shrimp

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Penanganan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labelling, Cold
Storing, Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 12 Desember 2025
12 December 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 12 Desember 2027
12 December 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812011401117400400002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to
Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: PT TRIKO BINA NUSANTARA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 8120114011174

3. Alamat Kantor 
Office Address

: DESA DONGKALA, Desa/Kelurahan
Dongkala, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93700

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan
Ikan 
10217 - Fish Cooling/Icing Industry

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Desa Dongkala Desa/Kelurahan Dongkala,
Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Provinsi
Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93754

Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data
inseparable from the document. The company name above must operate the business according to
the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 12 Desember 2025
Issued date : 12 December 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 18 Desember 2025
Printed date : 18 December 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
system is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the

user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812011401117400400002

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00042886

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 40818/74/SKP/SG/XII/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : PT. TRIKO BINA NUSANTARA

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) : Ikan Demersal Segar (Katamba, Kerapu, Kakap)

Fresh Demersal Fish (Emperor, Grouper, Snapper)

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

: Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan, Pemuatan
Receiving, Handling, Packing/Labelling, Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 12 Desember 2025
12 December 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 12 Desember 2027
12 December 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:160224003808200000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-
UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support
Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha 
Company Name

: Koperasi NELAYAN PADALLEANG SAMA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
Business Registration Number

: 1602240038082

3. Alamat Kantor 
Office Address

: MOLA BAHARI, Desa/Kelurahan Mola Bahari,
Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93795

4. Status Penanaman Modal 
Investment Status

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Domestic Direct Investment

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 
Indonesia Standard Industrial Classification Code

: 52102 - Aktivitas Cold Storage 
52102 - Cold Storage Activities

6. Lokasi Usaha 
Business Location

: Mola Utara Desa/Kelurahan Mola Utara, Kec.
Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kode Pos 
Postal code

: 93795

Telah memenuhi persyaratan berikut :
The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system
is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
user's account.



Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from
the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and
regulations.

Diterbitkan tanggal : 19 Desember 2025
Issued date : 19 December 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Investasi dan Hilirisasi / 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
p.p. Mininistry of Marine Affairs and Fisheries 
Ministry of Investment and Downstreaming /

Chairman of Indonesia Investment Coordinating
Board

Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 24 Desember 2025
Printed date : 24 December 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system
is the business owner's responsibility.

2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 160224003808200000001

1.   Nomor Seri
      Serial Number : P.:  00042907

2.   Nomor SKP
      GMP Certificate Number : 40839/74/SKP/BK/XII/2025

3.   Nama Unit Pengolahan Ikan
      Name of Fish Processing Plant : KOPERASI. NELAYAN PADALLEANG SAMA

4.   Jenis Produk
      Type of Product(s) :

Ikan Demersal Beku (Katamba, Kerapu, Kakatua, Kakap)
Frozen Demersal Fish (Emperor, Grouper, Parrotfish,
Snapper)

5.   Tahapan Pengolahan
      Processing Steps

:

Penerimaan, Pengolahan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labelling,
Cold Storing, Stuffing

6.   Peringkat
      Ranking

: B

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene,
atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less
than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date

: 19 Desember 2025
19 December 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 19 Desember 2027
19 December 2027

1.   OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS
      system is the business owner's responsibility.

2.   If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.

3.   This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.

4.   The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the
       user's account.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Baubau 

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Baubau 
Nama Timja :  Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 
Periode Laporan  :  Triwulan I Tahun 2025 
 

Nama Sasaran Kegiatan  : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 
Kelautan dan Perikanan 

Nama IK                        : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh Negara tujuan  
ekspor lingkup UPT SKIPM Baubau  (%)  

T/R Tahun 2025 Capaian 
Th.2025 

Target 
Th.2025 Q1 Q2 Sm.I Q3 Q4 Sm.2 Tahunan 

Target 99 0 0 0 0 0 0 0 0 
Realisasi 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

%Capaian 101,01% 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Catatan : 
Q1,Q2,Q3,Q4  = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4 
Sm I   = Capaian Q1 + Capaian Q2 
Sm2   = Capaian Q3 + Capaian Q4    
Tahunan   = Capaian di akhir tahun 2025 
 

Deskripsi : 

o Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk 

pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC 

yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap 

produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara 

tujuan ekspor). 

o Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu 

dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan 

ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan 

kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. 

o Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan 

dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi 

manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah 

diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan 

o Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup  

UPT SKIPM Baubau TW I  TAHUN 2025 

 

 

 

 



Data Ekspor SKIPM Baubau Triwulan I Tahun 2025 

BULAN 

JUMLAH 

SERTIFIKAT 

EKSPOR 

JUMLAH 

PENOLAKAN 

RASIO EKSPOR IKAN DAN HASIL 

PERIKANAN MEMENUHI SYARAT 

MUTU DAN DITERIMA OLEH 

NEGARA TUJUAN EKSPOR 

LINGKUP STASIUN KIPM BAUBAU 

JANUARI 15 0 100 

FEBRUARI 0 0 0 

MARET 0 0 0 

 

Adapun cara pengukurannya sebagai berikut : 

  
 

X = 
𝐴 – 𝐵 

        A 

 
A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP (HC Mutu) 
B = Jumlah HC (Mutu) yang ditolak oleh negara tujuan 

Sehingga : 

 

X = 
15 – 0 

15 

 

          
X =    

15  

15 
 
X =  1 X 100%  = 100% 

 

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, sertifikat ekspor sertifikat ekspor mutu yang 

memenuhi syarat sejumlah 15 (lima belas) sertifikat yang diterbitkan di bulan Januari 2025 

tanpa ada kasus penolakan ekspor. Dengan demikian Rasio Ekspor Ikan yang diterima di 

negara tujuan pada Triwulan I ini mencapai 100% dari target 99% sehingga secara 

persentase tercapai dengan capaian kinerja sebesar 101,01 %. 

Negara tujuan ekspor melalui Stasiun KIPM Baubau TW I  adalah Negara China dengan 

komoditas yang diekspor adalah Ubur-ubur Asin (Salted Jellyfish) ini didukung oleh kinerja 

penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan Stasiun KIPM 

Baubau, melalui surveilan konsistensi penerapan HACCP melalui in-process inspection di 

Unit Pengolahan Ikan. Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja 

laboratorium BPPMHKP dalam melakukan pengujian mutu dan peningkatan kompetensi 

inspektur mutu  yang ada di UPT SKIPM Baubau. 

Sertifikat Ekspor yang diterbitkan terlampir dalam laporan ini. 

 



Pelayanan SKIPM Baubau 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Rekomendasi rencana aksi : 
- Segera dilakukan sosialisasi terkait migrasi dari 

aplikasi Sisterkarolin ke SIAP MUTU kepada 
pengguna jasa lingkup SKIPM Baubau. 

Penanggung Jawab : 
Ketua Tim Kerja Pengawasan  Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan 
 
 

 
       Baubau, 8 April 2025 

Ketua Tim Kerja Pengawasan  Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Baubau 

 
 
 
 

     Abdul Syukur Yasin, S.Pi., M.Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

SERTIFIKAT EKPOR YANG 

DITERBITKAN 
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LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Baubau 

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Baubau 
Nama Timja :  Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 
Periode Laporan  :  Triwulan IV Tahun 2025 
 

Nama Sasaran Kegiatan  : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan 
dan Perikanan 

Nama IK                        : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh Negara tujuan  ekspor 
lingkup UPT SKIPM Baubau  (%)  

T/R Tahun 2025 Capaian 
Th.2025 

Target 
Th.2025 

Q1 Q2 Sm.I Q3 Q4 Sm.2 
Tahuna

n 
  

Target 99 0 99 0 99 99 99 0 99 
Realisasi 100 0 100 0 100 100 100 100 0 

%Capaian 101,01% 0 101,01% 0 101,01% 101,01% 101,01% 101,01%  

 
Catatan : 
Q1,Q2,Q3,Q4  = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4 
Sm I   = Capaian Q1 + Capaian Q2 
Sm2   = Capaian Q3 + Capaian Q4    
Tahunan   = Capaian di akhir tahun 2025 
 

Deskripsi : 

o Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk 

pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC 

yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap 

produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara 

tujuan ekspor). 

o Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu 

dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan 

ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan 

kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. 

o Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan 

dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi 

manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah 

diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan 

o Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup  

UPT SKIPM Baubau Tahun 2025,sebagai berikut : 

 

 

 

 



Data Ekspor SKIPM Baubau Triwulan IV Tahun 2025 

BULAN 

JUMLAH 

SERTIFIKAT 

EKSPOR 

JUMLAH 

PENOLAKAN 

RASIO EKSPOR IKAN DAN HASIL 

PERIKANAN MEMENUHI SYARAT 

MUTU DAN DITERIMA OLEH 

NEGARA TUJUAN EKSPOR 

LINGKUP STASIUN KIPM BAUBAU 

OKTOBER 0 0 0 

NOVEMBER 9 0 100 

DESEMBER 9 0 100 

 

Data seluruhnya adalah sebagai berikut, 

 

Data Ekspor SKIPM Baubau Triwulan I s/d IV Tahun 2025 

BULAN 

JUMLAH 

SERTIFIKAT 

EKSPOR 

JUMLAH 

PENOLAKAN 

RASIO EKSPOR IKAN DAN HASIL 

PERIKANAN MEMENUHI SYARAT 

MUTU DAN DITERIMA OLEH 

NEGARA TUJUAN EKSPOR 

LINGKUP STASIUN KIPM BAUBAU 

JANUARI 15 0 100 

FEBRUARI 0 0 0 

Maret 0 0 0 

APRIL 0 0 0 

MEI 0 0 0 

JUNI 0 0 0 

JULI  0 0 0 

AGUSTUS 0 0 0 

SEPTEMBER 0 0 0 

OKTOBER 0 0 0 

NOVEMBER 9 0 100 

DESEMBER 9 0 100 

TOTAL 33 0 100 

 

Adapun cara pengukurannya sebagai berikut : 

  
 

X = 
𝐴 – 𝐵 

        A 

 
A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP (HC Mutu) 
B = Jumlah HC (Mutu) yang ditolak oleh negara tujuan 

 

 

 

 



Sehingga : 

 

 

 

 

 

 

Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2025, sertifikat ekspor sertifikat ekspor mutu yang 

memenuhi syarat sejumlah 33 (tiga puluh tiga) sertifikat yang diterbitkan dari bulan Januari 

sampai dengan Desember 2025 tanpa ada kasus penolakan ekspor. Dengan demikian Rasio 

Ekspor Ikan yang diterima di negara tujuan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV ini 

mencapai 100% dari target 99% sehingga secara persentase tercapai dengan capaian 

kinerja sebesar 101,01 %. 

Negara tujuan ekspor melalui Stasiun KIPM Baubau selama Tahun 2025 adalah Negara 

China dengan komoditas yang diekspor adalah Ubur-ubur Asin (Salted Jellyfish) ini 

didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah 

dilakukan Tim Inspektur Mutu Stasiun KIPM Baubau, melalui surveilan konsistensi 

penerapan HACCP, melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan. Di samping itu 

juga keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja pengujian mutu dan peningkatan 

kompetensi inspektur mutu  yang ada di UPT SKIPM Baubau. 

Unit Pengolahan Ikan yang melakukan kegiatan ekspor tersebut ada PT. Triko Bina 

Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Buton dan merupakan Unit Pengolahan Ikan yang 

mendapatkan Grade HACCP yaitu grade B dengan total ruang lingkup sertifikat HACCP 

sebanyak 7 ruang lingkup. 

Sertifikat Ekspor yang diterbitkan terlampir dalam laporan ini. 

           

Rekomendasi rencana aksi : 
- Peningkatan sarana dan prasarana pengujian 

mutu hasil perikanan sehingga pengujian 
official control tidak menjadi kendala di 
kemudian hari. 

Penanggung Jawab : 
Ketua Tim Kerja Pengawasan  Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan 
 
 

 
Baubau, 31 Desember 2025 
Ketua Tim Kerja Pengawasan  Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Baubau 

 
 
 

 Abdul Syukur Yasin, S.Pi., M.Si 

        
 

                 X = 
33 – 0 

33 
          

X =    
33  

33 
 X =  1 X 100%  = 100% 

 



Dokumentasi Pelayanan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) Stasiun KIPM 

Baubau 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lampiran Sertifikat Ekspor yang diterbitkan tahun 2025 : 
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

INSPEKTORAT JENDERAL 
 
 

NOTA DINAS 

NOMOR 82/ITJ/RC.610/X/2025          

Nomor : 07. 3.1/ITJ.Prog/TU.210/I/2020 
Yth.  : 1. Sekretaris Jenderal KKP 

2. Para Dirjen lingkup KKP 
3. Para Kepala Badan lingkup KKP 

Dari              : Inspektur Jenderal 
Lampiran      : Satu Halaman  
Hal  : Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP  

Tanggal : 07 Oktober 2025 
 
 

Bersama ini disampaikan capaian IKU ”Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas 

Laporan Keuangan” lingkup KKP sebagai berikut : 

1. Realisasi capaian IKU ”Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan 

KKP” diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 

yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2024. 

2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU ”Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK 

atas Laporan Keuangan KKP” sebesar 0,074%, realisasi tersebut lebih rendah dari target 

yang ditetapkan ≤ 0,5%. Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP 

disampaikan pada lampiran I. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

 

 

 
 
 
 

Ade Tajudin Sutiawarman 

Tembusan:  
1. Menteri Kelautan dan Perikanan 
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan 
 

 
 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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  Lampiran 
  Nomor    : 82/ITJ/RC.610/X/2025 
  Tanggal  : 07 Oktober 2025 
 
 

Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK  

atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 

 

No. Unit Kerja Nilai Temuan 

Keuangan (Rp) 

Nilai Realisasi 

Anggaran (Rp) 

% 

(c/d) 

a b C d E 

1 Setjen 1.885.275.241,00 822.863.865.685,00 0,229 

2 Ditjen PKRL 357.650.852,00 471.154.781.232,00 0,076 

3 Ditjen PT 35.794.407,00 860.627.463.236,00 0,004 

4 Ditjen PSDKP 50.381.000,00 995.498.070.995,00 0,005 

5 Ditjen PB 368.007.712,00 992.008.206.671,00 0,037 

6 BPPSDMKP 792.998.330,00 1.423.646.688.907,00 0,056 

7 Ditjen PDSPKP 1.160.724.332,00 324.896.904.773,00 0,357 

8 BPPMHKP - 324.873.963.088,00 - 

9 Itjen - 84.427.641.894,00 - 

 TOTAL 4.650.831.874,00 6.299.997.586.481,00 0,074 

 

 

 

Ade Tajudin Sutiawarman 

 

 

 

 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara











LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Baubau 

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Baubau 
Nama Timja :  Dukungan Manajemen 
Periode Laporan  :  Triwulan I Tahun 2025 
 

Nama Sasaran Kegiatan  : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam 
bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

Nama IK                        : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau (%) 

T/R Tahun 2025 Capaian 
Th.2025 

Target 
Th.2025 Q1 Q2 Sm.I Q3 Q4 Sm.2 Tahunan 

Target 85 85 85 85 85 85 85 0 85 
Realisasi 100 0 0 0 0 0 0 100 0 

%Capaian 117,6 0 0 0 0 0 0 117,6 0 

 
Catatan : 
Q1,Q2,Q3,Q4  = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4 
Sm I   = Capaian Q1 + Capaian Q2 
Sm2   = Capaian Q3 + Capaian Q4    
Tahunan   = Capaian di akhir tahun 2025 
 

Deskripsi : 

o Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas 

pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada 

Triwulan IV tahun 2024 s.d Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus 

proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. 

o Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan 

kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP Rasio 

Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup  UPT 

SKIPM Baubau TW I  TAHUN 2025 

Adapun cara pengukurannya sebagai berikut : 

 
 

 

 
 

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, capaian untu IKU Persentase Rekomendasi 

Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM 

Baubau (%) adalah 100% dari target 85% atau terealisasi 117,6%, sesuai data yang ada di 

aplikasi SIDAK. 

 

 



Tangkapan Layar dari Aplikasi SIDAK (https://sidak.kkp.go.id/) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Rekomendasi rencana aksi : 
-  

Penanggung Jawab : 
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen 
 
 

 
       Baubau, 8 April 2025 

Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen 
SKIPM Baubau 

 
 
 
 

     Riki Purnomo, S.St.Pi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Baubau 

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Baubau 
Nama Timja :  Dukungan Manajemen 
Periode Laporan  :  Triwulan II Tahun 2025 
 

Nama Sasaran Kegiatan  : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam 
bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

Nama IK                        : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau (%) 

T/R Tahun 2025 Capaian 
Th.2025 

Target 
Th.2025 Q1 Q2 Sm.I Q3 Q4 Sm.2 Tahunan 

Target 85 85 85 85 85 85 85 0 85 
Realisasi 100 100 100 0 0 0 0 100 0 

%Capaian 117,6 117,6 117,6 0 0 0 0 117,6 0 

 
Catatan : 
Q1,Q2,Q3,Q4  = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4 
Sm I   = Capaian Q1 + Capaian Q2 
Sm2   = Capaian Q3 + Capaian Q4    
Tahunan   = Capaian di akhir tahun 2025 
 

Deskripsi : 

o Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas 

pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada 

Triwulan IV tahun 2024 s.d Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus 

proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. 

o Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan 

kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP Rasio 

Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup  UPT 

SKIPM Baubau TW II  TAHUN 2025 

Adapun cara pengukurannya sebagai berikut : 

 
 

 

 
 

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025, capaian untu IKU Persentase Rekomendasi 

Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM 

Baubau (%) adalah 100% dari target 85% atau terealisasi 117,6%, sesuai data yang ada di 

aplikasi SIDAK. 

 

 



Tangkapan Layar dari Aplikasi SIDAK (https://sidak.kkp.go.id/) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Rekomendasi rencana aksi : 
-  

Penanggung Jawab : 
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen 
 
 

 
       Baubau, 2 Juli 2025 

Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen 
SKIPM Baubau 

 
 
 
 

     Riki Purnomo, S.St.Pi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Baubau 

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Baubau 
Nama Timja :  Dukungan Manajemen 
Periode Laporan  :  Triwulan III Tahun 2025 
 

Nama Sasaran Kegiatan  : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam 
bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

Nama IK                        : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau (%) 

T/R Tahun 2025 Capaian 
Th.2025 

Target 
Th.2025 

Q1 Q2 Sm.I Q3 Q4 Sm.2 Tahunan   

Target 85 85 85 85 85 85 85 0 85 

Realisasi 100 100 100 100 0 0 0 100 0 

%Capaian 117,6 117,6 117,6 117,6 0 0 0 117,6 0 

 
Catatan : 
Q1,Q2,Q3,Q4  = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4 
Sm I   = Capaian Q1 + Capaian Q2 
Sm2   = Capaian Q3 + Capaian Q4    
Tahunan   = Capaian di akhir tahun 2025 
 

Deskripsi : 

o Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas 

pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada 

Triwulan IV tahun 2024 s.d Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus 

proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. 

o Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan 

kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP Lingkup  

UPT SKIPM Baubau TW III  TAHUN 2025 

Adapun cara pengukurannya sebagai berikut : 

 
 

 

 
 

Sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025, capaian untu IKU Persentase Rekomendasi 

Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM 

Baubau (%) adalah 100% dari target 85% atau terealisasi 117,6%, sesuai data yang ada di 

aplikasi SIDAK. 

 

 



Tangkapan Layar dari Aplikasi SIDAK (https://sidak.kkp.go.id/) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Rekomendasi rencana aksi : 
-  

Penanggung Jawab : 
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen 
 
 

 
       Baubau, 3 Oktober 2025 

Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen 
SKIPM Baubau 

 
 
 
 

     Riki Purnomo, S.St.Pi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) Stasiun KIPM Baubau 

Nama Indikator : Laporan Capaian Kinerja (LCK) Stasiun KIPM Baubau 
Nama Timja :  Dukungan Manajemen 
Periode Laporan  :  Triwulan IV Tahun 2025 
 

Nama Sasaran Kegiatan  : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang 
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

Nama IK                        : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan 
Kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau (%) 

T/R Tahun 2025 Capaian 
Th.2025 

Target 
Th.2025 

Q1 Q2 Sm.I Q3 Q4 Sm.2 Tahunan   

Target 85 85 85 85 85 85 85  85 

Realisasi 100 100 100 100 100 100 100 100  

%Capaian 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6  

 
Catatan : 
Q1,Q2,Q3,Q4  = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4 
Sm I   = Capaian Q1 + Capaian Q2 
Sm2   = Capaian Q3 + Capaian Q4    
Tahunan   = Capaian di akhir tahun 2025 
 

Deskripsi : 

o Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas 

pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada 

Triwulan IV tahun 2024 s.d Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus 

proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. 

o Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan 

kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP Lingkup  

UPT SKIPM Baubau TW IV  TAHUN 2025 

Adapun cara pengukurannya sebagai berikut : 

 
 

 

 
 

Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2025, capaian untuk IKU Persentase Rekomendasi 

Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM 

Baubau (%) adalah 100% dari target 85% atau terealisasi 117,6%, sesuai data yang ada di 

aplikasi SIDAK. 

 

 



Tangkapan Layar dari Aplikasi SIDAK (https://sidak.kkp.go.id/) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Rekomendasi rencana aksi : 
-  

Penanggung Jawab : 
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen 
 
 

 
       Baubau, 2 Januari 2026 

Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen 
SKIPM Baubau 

 
 
 
 

     Riki Purnomo, S.St.Pi 
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TRIWULAN I TAHUN 2025 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem 

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan 

masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan 

berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. 

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 

maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini 

memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat 

dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur 

berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana 

prasarana, serta konsultasi pengaduan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau sebagai salah satu Unit 

Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 

Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang 

penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan 

pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan 

informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas 

data yang akurat dan komprehensif. 
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Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi 

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas 

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan 

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. 

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

● Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

● Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan 

● Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap 

mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau . Adapun sasaran dilakukannya 

SKM adalah : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan;  

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; dan 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang diberikan. 

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:   

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik;  

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik;  

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang 

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;  
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4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan 

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 
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BAB II 

PENGUMPULAN DATA SKM 
 

2.1 Pelaksana SKM 

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan 

membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan 

hasil Perikanan Baubau adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).  

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui link 

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/63 yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner 

terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau yaitu :  

1. Persyaratan :  Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/63
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ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan 

pengalaman 

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan 

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

2.3 Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu 

jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden 

sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini 

penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang 

bersangkutan. 

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 

(satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat  memerlukan waktu selama 4 

(empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:  

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlah Hari Kerja 

1. Persiapan Januari 2025 8 

2. Pengumpulan Data Januari-Maret 2025 60 

3. Pengolahan Data dan Analisis Hasil April 2025 7 



6 
 

4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil April 2025 7 

 

2.5 Penentuan Jumlah Responden 

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima 

layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau periode survei sebelumnya. Jika 

dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan IV tahun 2024, maka populasi 

penerima layanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil 

Perikanan Baubau dalam kurun waktu triwulan IV tahun 2024 adalah sebanyak 22 orang.  

Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan 

populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and 

Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode 

SKM adalah 19 orang. 
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BAB III 

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 
 

3.1 Jumlah Responden SKM 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang 

diperoleh yaitu 21 orang responden, dengan rincian sebagai berikut : 

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PERSENTASE 

1 Jenis Kelamin Laki-laki 20 95% 

   Perempuan 1 5% 

       

2 Usia <25 0 0% 

  25-45 13 62% 

  46-60 8 38% 

  >60 0 0% 

     

3 Pendidikan SD  1 5% 

   SMP 0 0% 

   SMA 18 86% 

   D3 0 0% 

   S1 2 10% 

   S2 0 0% 

  S3 0 0% 

       

4 Pekerjaan  ASN 0 0% 

   TNI/POLRI 0 0% 

   Pelaku Usaha KKP 16 76% 

   Pegawai Swasta 1 5% 

   Wirausaha Non KKP 4 19% 

   Pelajar/Mahasiswa 0 0% 

     

5 Jenis Layanan Uji Profisiensi bagi laboratorium 

pengujian penyakit ikan, mutu, dan 

keamanan hasil perikanan 

0 0% 

  

Penyediaan koleksi standar/bahan 

acuan/kontrol positif 

0 0% 
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Jasa pengujian hama penyakit ikan 

karantina, mutu, dan keamanan 

hasil perikanan, serta kualitas air 

0 0% 

  

Penjaminan Penerapan Program 

Manajemen Mutu Terpadu/Hazard 

Analysis and Critical Control 

Point (PMMT/ HACCP) 

3 14% 

  

Penjaminan kesehatan ikan, mutu, 

dan keamanan hasil 

perikanan (Health Certificate for Fish 

and Fishery Products) untuk 

pengeluaran dari wilayah Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia (Ekspor) 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Kelayakan 

Pengolahan 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Penerapan 

Distribusi Ikan 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara 

Penanganan Ikan Yang Baik 

18 86% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara 

Pembenihan Ikan Yang Baik 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya 

Ikan Yang Baik 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara 

Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara 

Pembuatan Obat Ikan Yang Baik  

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi 

Obat Ikan Yang Baik 

0 0% 
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3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 

 Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur 

 Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

IKM per unsur 3.76 3.76 3.76 3.76 3.71 3.71 3.71 3.81 3.81 

Kategori A A A A A A A A A 

IKM Unit Layanan 93,92 (A atau Sangat Baik) 

 

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur 

3.76 3.76 3.76 3.76 3.71 3.71 3.71 
3.81 3.81 
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Biaya 
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Produk  
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Kompetensi 

U7 
Perilaku 

U8 
Pengaduan 
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Sapras 

IKM per Unsur pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau  

Triwulan I Tahun 2025 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL SKM 

 

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :  

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Produk spesifikasi jenis 

pelayanan, Kompetensi Pelayanan dan perilaku pelaksana yang masing-masing 

mendapatkan nilai 3,71 . 

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan, 

Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,81 serta Biaya/Tarif 

mendapatkan nilai 3,76. 

3. Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link 

kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan 

yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak 

lanjut yaitu sebagai berikut : 

● “Pelayanan sudah cukup baik dan lebih di tingkatkan lagi” 

●  “Semoga kedepan bisa lebih baik lagi”. 

● “Tingkatkan terus pelayanan yang baik”. 

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

● Kompetensi pelayanan perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan 

terkait pelayanan publik. 

● Produk spesifikasi jenis layanan sudah ditampilkan di ruang pelayanan dan media 

sosial namun pengguna jasa cenderung bertanya secara langsung kepada petugas 

pelayanan.   

● Perilaku pelaksana dalam memberikan pendampingan terkait penggunaan fitur 

layanan harus lebih ditingkatkan lagi. 
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4.2 Rencana Tindak Lanjut 

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun 

pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini  

dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan 

dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.  

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat/diskusi tim 

pelayanan publik dengan pimpinan serta briefing kepada seluruh pegawai (petugas 

layanan). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan 

jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 

bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM  

dituangkan dalam tabel berikut: 

No Prioritas Unsur Program / Kegiatan Waktu 

(Triwulan II 2025) 

Penanggung 

Jawab 

April Mei Juni 

1 Produk 

Spesifikasi Jenis 

Pelayanan 

Melakukan pendampingan  

kepada pengguna jasa 

terkait produk spesifikasi 

jenis pelayanan  

 √  Tim Pelayanan 

Publik 

2 Kompetensi 

Pelayanan 

Melakukan refreshment 

pelatihan pelayanan publik 

bagi petugas pelayanan 

√   Tim Pelayanan 

Publik 

3 Perilaku 

Pelaksana 

Melakukan asistensi 

penggunaan aplikasi layanan 

(SIAPMUTU, OSS,dll) di ruang 

pelayanan 

 √  Tim Pelayanan 

Publik 

 

4.3 Tren Nilai SKM 

 Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat 

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan 
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survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk 

melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan 

pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) 

layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari 

penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Stasiun 

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau dapat dilihat 

melalui grafik berikut : 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan 

kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan IV 2024 hingga triwulan I 

2025 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan 

Baubau.

93.18 

93.92 

92.80 

93.00 

93.20 

93.40 

93.60 

93.80 

94.00 

Triwulan IV 2024 Triwulan I 2025 

Nilai SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan 
Keamanan Hasil Perikanan  Baubau 
Triwulan IV 2024 - Triwulan I 2025 

IKM 
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BAB V 

KESIMPULAN 

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode 

Triwulan I mulai Januari hingga Maret 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

● Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan 

Keamanan hasil Perikanan Baubau secara umum mencerminkan tingkat kualitas 

yang Sangat Baik dengan nilai SKM 93,92. Kemudian nilai SKM Stasiun Karantina 

Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau menunjukkan 

konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan IV 

2024 hingga triwulan I 2025. 

● Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas 

perbaikan yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelayanan dan 

Perilaku pelaksana. 

● Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan, 

Sarana dan Prasarana serta biaya/tarif. 

 

Baubau,  08 April 2025 

Kepala SKIPM Baubau 

 
 
 
Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P 
NIP. 196906091998032002 
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LAMPIRAN 

1. Kuesioner Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2. Hasil Pengolahan Data SKM 
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3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM  
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4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya  

 

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan  

Survei Kepuasan Masyarakat 

Periode Triwulan IV Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan Baubau 

 
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu  

Hasil Kelautan dan Perikanan 

2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang 

berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna 

layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan 

salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas 

partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 

2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik.  

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional  telah 

merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan 

publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen 

tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan 

pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong 

partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi 

lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur 

kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk 
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mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 

Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau perlu menyusun rencana tindak lanjut 

dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini 

dimaksudkan agar proses continuous improvement dalam proses layanan publik 

dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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BAB II 

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT 

 Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, 

dan Keamanan hasil Perikanan Baubau periode triwulan IV tahun 2024 menunjukkan angka 

yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan IV Tahun 2024 

No Unsur IKM Mutu Layanan 

1 Persyaratan 92.00 A 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 94.25 A 

3 Waktu Penyelesaian 93.00 A 

4 Biaya/Tarif 95.25 A 

5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis 
Pelayanan 

93.00 
A 

6 Kompetensi Pelaksana 92.00 A 

7 Perilaku Pelaksana 93.00 A 

8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan 
Masukan 

94.25 
A 

9 Sarana dan Prasarana 90.75 A 

 

 Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan 

intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu 

disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. 

Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti 

dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur 
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dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat 

terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM   

No 
Prioritas 

Unsur 
Program / Kegiatan 

Waktu 

(Triwulan I 2025) Penanggung 
Jawab 

Januari Februari Maret 

1 U1 –

Persyaratan 

Melakukan asistensi 

secara personal kepada 

pengguna jasa tentang 

prosedur dan peryaratan 

dari masing-masing jenis 

layanan.   

 √  Tim 
Pelayanan 

Publik 

2 U3 – Waktu 
Penyelesaian 

Menampilkan waktu 

penyelesaian semua jenis 

layanan di ruang 

pelayanan, media sosial 

SKIPM Baubau, dan web 

sidatbuton.id 

√   Tim 
Pelayanan 

Publik 

3 U9 – Sarana 
dan Prasarana 

Melakukan asistensi  

kepada pengguna jasa 

tentang penggunaan fitur  

layanan serta optimalisasi 

sarana prasarana layanan   

 √  Tim 
Pelayanan 

Publik 
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BAB III 

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT 

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

No Rencana Tindak Lanjut 

Apakah RTL 
Telah 

Ditindaklanjuti 
(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak 
Lanjut (Mohon 

Dijabarkan) 
Dokumentasi Kegiatan 

Tantangan / 
Hambatan 

1 Melakukan asistensi secara 

personal kepada pengguna 

jasa tentang prosedur dan 

peryaratan dari masing-

masing jenis layanan.   

Sudah Memberikan penjelasan 
kepada pengguna jasa 
tentang prosedur dan 
peryaratan dari masing-
masing jenis layanan  

 

 

 

Tidak ada hambatan 
saat pelaksanaan 

2 Menampilkan waktu 

penyelesaian semua jenis 

layanan di ruang pelayanan, 

media sosial SKIPM Baubau, 

dan web sidatbuton.id 

Sudah Melakukan publikasi 
prosedur layanan 
melalui media cetak 
banner dan media social 
SKIPM Baubau dan web 
sidatbuton.id 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada hambatan 
saat pelaksanaan 
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3 Melakukan asistensi  kepada 

pengguna jasa tentang 

penggunaan fitur  layanan 

serta optimalisasi sarana 

prasarana layanan   

Sudah Memberikan penjelasan 
kepada pengguna jasa 
tentang penggunaan 
fitur  layanan 

 Tidak ada hambatan 
saat pelaksanaan 
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BAB IV 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat 

ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan 

Baubau telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% . 

2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai 

strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang 

dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong 

diimplementasikannya RTL antara lain : 

No 
RTL Strategi Penyelesaian 

Target Waktu 
Penyelesaian 

Penanggung 
Jawab 

Stakeholder 
Terkait 

1 Sosialisasi 
secara daring 
/luring kepada 
pengguna jasa 
terkait produk 
spesifikasi jenis 
pelayanan 

Pemberitahuan 
melalui grup WA 
pengguna jasa atau 
pemberitahuan 
secara personal 
melalui WA atau 
tatap muka terkait 
produk spesifikasi 
jenis pelayanan 

<3 bulan Tim pelayanan 
publik 

Pengguna jasa 

lingkup Stasiun 
Karantina Ikan, 
Pengendalian 
Mutu, dan 
Keamanan 
hasil Perikanan 
Baubau 

2 Publikasi 
waktu 
penyelesaian 
layanan 
melalui media 
cetak (banner, 
brosur, amflet 
dsb)dan media 
elektronik 
(media sosial, 
tiktok, grup 
WA dsb) 

Pemberitahuan 
melalui grup WA 
pengguna jasa atau 
pemberitahuan 
secara personal 
melalui WA atau 
tatap muka terkait 
prosedur/waktu 
penyelesaian layanan 

<3 bulan Tim pelayanan 
publik 

Pengguna jasa 

lingkup Stasiun 
Karantina Ikan, 
Pengendalian 
Mutu, dan 
Keamanan 
hasil Perikanan 
Baubau 
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3 Sosialisasi/  
asistensi 
secara daring 
/luring kepada 
pengguna jasa 
terkait 
penggunaan 
sarana 
prasarana/fitur 
layanan 

Pemberitahuan 
melalui grup WA 
pengguna jasa atau 
pemberitahuan 
secara personal 
melalui WA atau 
tatap muka terkait 

penggunaan sarana 
prasarana/fitur 
layanan 

<3 bulan Tim pelayanan 
publik 

Pengguna jasa 

lingkup Stasiun 
Karantina Ikan, 
Pengendalian 
Mutu, dan 
Keamanan 
hasil Perikanan 
Baubau 

 

       Baubau,  08 April 2025 

       Kepala SKIPM Baubau 

 

 

       Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P 

       NIP. 196906091998032002 

 

 



 
 
 
 
 
    

 

 
Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025 14 April 2024 
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Berkas   
Hal : Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat 

Triwulan 1 Tahun 2025 UPP BPPMHKP  
 

 
 
Yth. Kepala UPT Lingkup BPPMHKP  
di tempat 
 
 

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan 1 tahun 2025 telah 

dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  kepada pengguna jasa layanan 

UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada  Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik (UPP). 

Adapun target yang ditetapkan pada triwulan 1 tahun 2025 adalah 88 dan telah 

tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada masing-masing UPT lingkup 

BPPMHKP. Berikut beberapa catatan hasil validasi terhadap validasi nilai SKM 

sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan 

pada periode berikutnya yaitu: 

1. Rata-rata nilai SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada 

Triwulan I Tahun 2025 adalah 93,58 dengan kategori nilai “Sangat Baik” 

melebihi dari target yang telah ditetapkan. 

2. Nilai SKM tertinggi diperoleh oleh UPT SKIPM Ternate, SKIPM Batam dan 

SKIPM Pekanbaru. Sedangkan nilai SKM kurang dari target dicapai oleh 

SKIPM Gorontalo, SKIPM Kendari dan SKIPM Tanjung Balai Asahan. 

3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan 

dari 14 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” 

dan 3 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu: 

 Layanan Penerbitan Sertifikat CPOIB (88,19) 

 Layanan Penerbitan Sertifikat CBIB (87,63) 
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 Layanan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit 

Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. (84,88) 

4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai  

sebagai berikut: 

 Persyaratan (U1) = 3,78 
 Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2) = 3,76 
 Waktu Penyelesaian (U3) = 3,74 
 Biaya/ Tarif (U4) = 3,77 
 Produk layanan (U5) = 3,77 
 Kompetensi Pelayanan (U6) = 3,67 
 Perilaku Pelaksana (U7) = 3,69 
 Penanganan Pengaduan (U8) =3,77 
 Sarana dan Prasarana (U9) = 3,74 

Nilai terendah ada pada 3 unsur U6,U7 dan U3. Dalam hal ini U3 dan U9 
mempunyai nilai rata-rata yang sama yaitu 3,74 namun dengan rincian 
jumlah rendah per layanan yang lebih banyak (tertanda merah pada tabel 
rekapitulasi per unsur) 

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat 

memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai 

rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut  

perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur 

pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-

masing   

 Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

 

 Sekretaris Badan Pengendalian dan  
 Pengawasan Mutu Hasil Kelautan  
 dan Perikanan, 

 
  
 Hari Maryadi 
 
 
 
 
Tembusan: 
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 
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Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)  

Unit Pelayanan lingkup BPPMHKP  
Triwulan I Tahun 2025 

 

NO UNIT PELAYANAN PUBLIK  IKM MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
PELAYANAN 

JUMLAH 
RESPONDEN Keterangan  

1 Stasiun KIPM Ternate 99.69 A Sangat Baik 45 Tercapai  

2 Stasiun KIPM Batam 99.04 A Sangat Baik 29 Tercapai  

3 Stasiun KIPM Pekanbaru 98.65 A Sangat Baik 74 Tercapai  

4 Balai KIPM Banjarmasin 97.82 A Sangat Baik 182 Tercapai  

5 Stasiun KIPM Luwuk Banggai 97.65 A Sangat Baik 13 Tercapai  

6 Balai KIPM Medan I 96.53 A Sangat Baik 32 Tercapai  

7 Balai KIPM Ambon 96.34 A Sangat Baik 101 Tercapai  

8 Stasiun KIPM Pontianak 96.22 A Sangat Baik 58 Tercapai  

9 Balai KIPM Denpasar 96.16 A Sangat Baik 177 Tercapai  

10 Balai KIPM Mataram 95.95 A Sangat Baik 24 Tercapai  

11 Stasiun KIPM Bengkulu 95.94 A Sangat Baik 13 Tercapai  

12 Stasiun KIPM Yogyakarta 95.83 A Sangat Baik 18 Tercapai  

13 Balai KIPM Tanjung Pinang 95.44 A Sangat Baik 153 Tercapai  

14 Stasiun KIPM Merauke 95.11 A Sangat Baik 25 Tercapai  

15 Stasiun KIPM Bandung 94.94 A Sangat Baik 39 Tercapai  

16 Stasiun KIPM Bima 94.68 A Sangat Baik 12 Tercapai  

17 Balai KIPM Semarang 94.67 A Sangat Baik 73 Tercapai  

18 Stasiun KIPM Jambi 94.62 A Sangat Baik 31 Tercapai  

19 Balai KIPM Jayapura 94.61 A Sangat Baik 17 Tercapai  

20 Stasiun KIPM Palu 94.44 A Sangat Baik 17 Tercapai  

21 Stasiun KIPM Pangkal Pinang 94.38 A Sangat Baik 46 Tercapai  

22 Stasiun KIPM Aceh 94.05 A Sangat Baik 7 Tercapai  

23 Stasiun KIPM Cirebon 93.98 A Sangat Baik 60 Tercapai  

24 Stasiun KIPM Bau-Bau 93.92 A Sangat Baik 21 Tercapai  

25 Balai KIPM Entikong 93.75 A Sangat Baik 16 Tercapai  

26 Balai Besar KIPM Makassar 93.39 A Sangat Baik 197 Tercapai  

27 Stasiun KIPM Palembang 93.36 A Sangat Baik 51 Tercapai  

Lampiran Surat Dinas 
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NO UNIT PELAYANAN PUBLIK  IKM MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
PELAYANAN 

JUMLAH 
RESPONDEN Keterangan  

28 Balai KIPM Surabaya II 92.86 A Sangat Baik 107 Tercapai  

29 Stasiun KIPM Tahuna 92.59 A Sangat Baik 3 Tercapai  

30 Balai KIPM Manado 92.40 A Sangat Baik 38 Tercapai  

31 Stasiun KIPM Padang 92.28 A Sangat Baik 9 Tercapai  

32 Stasiun KIPM Medan II 91.73 A Sangat Baik 132 Tercapai  

33 Balai KIPM Tarakan 91.55 A Sangat Baik 24 Tercapai  

34 Stasiun KIPM Palangkaraya 91.25 A Sangat Baik 20 Tercapai  

35 Balai KIPM Jakarta II 91.15 A Sangat Baik 43 Tercapai  

36 Balai KIPM Balikpapan 91.11 A Sangat Baik 70 Tercapai  

37 Balai UJi Standar KIPM 91.06 A Sangat Baik 23 Tercapai  

38 Stasiun KIPM Kupang 90.87 A Sangat Baik 63 Tercapai  

39 Balai KIPM Lampung 90.21 A Sangat Baik 42 Tercapai  

40 Balai Besar KIPM Jakarta I 89.92 A Sangat Baik 86 Tercapai  

41 Stasiun KIPM Mamuju 89.48 A Sangat Baik 14 Tercapai  

42 Balai KIPM Surabaya I 89.43 A Sangat Baik 143 Tercapai  

43 Stasiun KIPM Merak 89.37 A Sangat Baik 64 Tercapai  

44 Stasiun KIPM Sorong 89.21 A Sangat Baik 26 Tercapai  

45 Stasiun KIPM Tanjung Balai 
Asahan 87.62 B Baik 24 Tidak 

Tercapai  

46 Stasiun KIPM Kendari 86.69 B Baik 53 Tidak 
Tercapai  

47 Stasiun KIPM Gorontalo 85.31 B Baik 38 Tidak 
Tercapai  
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Lampiran Surat Dinas 
Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025 
Tanggal : 14 April 2025 

 
 

Rekapitulasi Hasil Monitoring Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)  
Nama Layanan lingkup BPPMHKP Triwulan I 2025 

 

NO NAMA LAYANAN JUMLAH 
RESPONDEN 

NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN  NILAI 
IKM 

MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
PELAYANAN U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

1 Penyediaan Koleksi Standar/Bahan 
Acuan/Kontrol Positif 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 A Sangat Baik 

2 Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan 
Obat Ikan yang Baik 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 A Sangat Baik 

3 Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan 
Ikan yang Baik 84 3.83 3.8 3.8 3.82 3.83 3.79 3.82 3.83 3.82 95.4 A Sangat Baik 

4 

Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan 
Keamanan Hasil Perikanan (Health 
Certificate for Fish and Fishery Products) 
untuk Pengeluaran dari Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor) 

1451 3.81 3.8 3.79 3.8 3.79 3.74 3.74 3.81 3.77 94.57 A Sangat Baik 

5 
Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan 
Karantina, Mutu, dan Keamanan Hasil 
Perikanan, serta Kualitas Air 

202 3.82 3.78 3.72 3.8 3.78 3.54 3.62 3.79 3.8 93.45 A Sangat Baik 

6 

Penjaminan Penerapan Program 
Manajemen Mutu Terpadu/Hazard 
Analysis and Critical Control Point (PMMT/ 
HACCP) 

503 3.77 3.77 3.71 3.75 3.76 3.62 3.65 3.78 3.75 93.21 A Sangat Baik 

7 
Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan 
Pakan Ikan yang Baik 5 3.6 3.6 3.8 3.6 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 92.22 A Sangat Baik 
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NO NAMA LAYANAN JUMLAH 
RESPONDEN 

NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN  NILAI 
IKM 

MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
PELAYANAN U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

8 
Penerbitan Nomor Registrasi Unit 
Pengolahan Ikan ke Negara Mitra 
(Approval Number) 

3 3.67 3.33 3.67 4 4 3.33 3.33 4 3.67 91.67 A Sangat Baik 

9 Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi 
Ikan 10 3.8 3.3 3.7 3.6 3.7 3.3 3.8 3.8 3.8 91.11 A Sangat Baik 

10 Penerbitan Sertifikat Kelayakan 
Pengolahan 208 3.64 3.56 3.55 3.63 3.65 3.53 3.54 3.63 3.58 89.77 A Sangat Baik 

11 Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan 
Ikan yang Baik 24 3.88 3.54 3.58 3.71 3.71 3.38 3.33 3.67 3.42 89.47 A Sangat Baik 

12 Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat 
Ikan yang Baik 4 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 88.19 B Baik 

13 Uji Profisiensi bagi Laboratorium 
Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan 
Keamanan Hasil Perikanan 

11 3.73 3.64 3.36 3.36 3.55 3.36 3.55 3.36 3.64 87.63 B Baik 

14 Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan 
yang Baik 45 3.42 3.42 3.38 3.42 3.42 3.38 3.33 3.42 3.36 84.88 B Baik 

SELURUH LAYANAN BPPMHKP 2553 3.78 3.76 3.74 3.77 3.77 3.67 3.69 3.77 3.74 93.58 A Sangat Baik 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem 

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan 

masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan 

berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. 

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 

maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini 

memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat 

dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur 

berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana 

prasarana, serta konsultasi pengaduan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau sebagai salah satu Unit 

Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 

Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang 

penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan 

pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan 

informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas 

data yang akurat dan komprehensif. 
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Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi 

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas 

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan 

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. 

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

● Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

● Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan 

● Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap 

mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau . Adapun sasaran dilakukannya 

SKM adalah : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan;  

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; dan 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang diberikan. 

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:   

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik;  

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik;  

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang 

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;  
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4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan 

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 
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BAB II 

PENGUMPULAN DATA SKM 
 

2.1 Pelaksana SKM 

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan 

membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan 

hasil Perikanan Baubau adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).  

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui link 

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/63 yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner 

terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau yaitu :  

1. Persyaratan :  Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/63
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ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan 

pengalaman 

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan 

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

2.3 Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu 

jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden 

sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini 

penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang 

bersangkutan. 

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 

(satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat  memerlukan waktu selama 4 

(empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:  

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlah Hari Kerja 

1. Persiapan April 2025 8 

2. Pengumpulan Data April - Juni 2025 60 

3. Pengolahan Data dan Analisis Hasil Juli 2025 7 

4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil Juli 2025 7 
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2.5 Penentuan Jumlah Responden 

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima 

layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau periode survei sebelumnya. Jika 

dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan I tahun 2025, maka populasi 

penerima layanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil 

Perikanan Baubau dalam kurun waktu triwulan I tahun 2025 adalah sebanyak 21 orang.  

Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan 

populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and 

Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode 

SKM adalah 19 orang. 
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BAB III 

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 
 

3.1 Jumlah Responden SKM 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang 

diperoleh yaitu 22 orang responden, dengan rincian sebagai berikut : 

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PERSENTASE 

1 Jenis Kelamin Laki-laki 19 90% 

   Perempuan 3 14% 

       

2 Usia <25 0 0% 

  25-45 13 57% 

  46-60 8 48% 

  >60 0 0% 

     

3 Pendidikan SD  1 5% 

   SMP 0 0% 

   SMA 17 81% 

   D3 0 0% 

   S1 5 24% 

   S2 0 0% 

  S3 0 0% 

       

4 Pekerjaan  ASN 0 0% 

   TNI/POLRI 0 0% 

   Pelaku Usaha KKP 17 81% 

   Pegawai Swasta 4 19% 

   Wirausaha Non KKP 1 5% 

   Pelajar/Mahasiswa 0 0% 

     

5 Jenis Layanan Uji Profisiensi bagi laboratorium 

pengujian penyakit ikan, mutu, dan 

keamanan hasil perikanan 

0 0% 

  

Penyediaan koleksi standar/bahan 

acuan/kontrol positif 

0 0% 
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Jasa pengujian hama penyakit ikan 

karantina, mutu, dan keamanan 

hasil perikanan, serta kualitas air 

0 0% 

  

Penjaminan Penerapan Program 

Manajemen Mutu Terpadu/Hazard 

Analysis and Critical Control 

Point (PMMT/ HACCP) 

2 10% 

  

Penjaminan kesehatan ikan, mutu, 

dan keamanan hasil 

perikanan (Health Certificate for Fish 

and Fishery Products) untuk 

pengeluaran dari wilayah Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia (Ekspor) 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Kelayakan 

Pengolahan 

2 10% 

  

Penerbitan Sertifikat Penerapan 

Distribusi Ikan 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara 

Penanganan Ikan Yang Baik 

18 86% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara 

Pembenihan Ikan Yang Baik 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya 

Ikan Yang Baik 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara 

Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara 

Pembuatan Obat Ikan Yang Baik  

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi 

Obat Ikan Yang Baik 

0 0% 
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3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 

 Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur 

 Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

IKM per unsur 3.82 3.73 3.82 3.82 3.82 3.73 3.82 3.82 3.73 

Kategori A A A A A A A A A 

IKM Unit Layanan 94,70 (A atau Sangat Baik) 

 

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur 
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Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau  

Triwulan II Tahun 2025 



10 
 

BAB IV 

ANALISIS HASIL SKM 

 

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :  

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah prosedur pelayanan, kompetensi 

pelayanan dan sarana prasarana yang masing-masing mendapatkan nilai 3,73 . 

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu persyaratan layanan, waktu 

layanan, produk layanan yang masing-masing mendapatkan nilai 3,82  

3. Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link 

kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan 

yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak 

lanjut yaitu sebagai berikut : 

● “Tingkatkan terus pelayanannya kedepan” 

●  “Pelayanan priotitas utama”. 

● “Sudah cukup baik. Agar lebih ditingkatkan lagi. Terimakasih”. 

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

● Prosedur pelayanan perlu ditingkatkan lagi dengan melakukan berbagai sosialisasi 

kepada pengguna layanan. 

● Kompetensi pelayanan sudah dilakukan pendampingan oleh petugas layanan namun 

harus dioptimalkan lagi kecepatan internet layanan.   

● Sarana dan prasarana perlu dilakukan perbaikan sarana pelayanan . 

4.2 Rencana Tindak Lanjut 

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun 

pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini  

dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan 

dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.  
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Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat/diskusi tim 

pelayanan publik dengan pimpinan serta briefing kepada seluruh pegawai (petugas 

layanan). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan 

jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 

bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM  

dituangkan dalam tabel berikut: 

No Prioritas Unsur Program / Kegiatan Waktu 

(Triwulan II 2025) 

Penanggung 

Jawab 

Juli Agus Sept 

1 Sistem, Mekanisme 

dan Prosedur 

Sosialisasi secara daring 

maupun luring kepada 

pengguna jasa terkait sistem, 

mekanisme dan prosedur 

pelayanan 

 √  Tim Pelayanan 

Publik 

2 Kompetensi 

Pelayanan 

Rapat petugas pelayanan 

dengan pembahasan 

(kecepatan jaringan internet, 

kendala aplikasi OSS, aplikasi 

SIAPMUTU dsb) 

√   Tim Pelayanan 

Publik 

3 Sarana dan 

Prasarana 

Melakukan asistensi 

penggunaan alat elektronik 

yang disiapkan di ruang 

pelayanan untuk 

penggunaan aplikasi 

SIAPMUTU dan OSS di ruang 

pelayanan 

 √  Tim Pelayanan 

Publik 

 

4.3 Tren Nilai SKM 

 Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat 

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan 

survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk 

melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan 

pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) 

layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari 

penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Stasiun 
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Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau dapat dilihat 

melalui grafik berikut : 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan 

kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan IV 2024 hingga triwulan II 

2025 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan 

Baubau.

93.18 

93.92 

94.70 

92.00 

92.50 

93.00 

93.50 

94.00 

94.50 

95.00 

Triwulan IV 2024 Triwulan I 2025 Triwulan II 2025 

Nilai SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan 
Keamanan Hasil Perikanan  Baubau 

Triwulan IV 2024 - Triwulan I dan II 2025 

IKM 



13 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode 

Triwulan II mulai April hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

● Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan 

Keamanan hasil Perikanan Baubau secara umum mencerminkan tingkat kualitas 

yang Sangat Baik dengan nilai SKM 94,70. Kemudian nilai SKM Stasiun Karantina 

Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau menunjukkan 

konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan IV 

2024 hingga triwulan II 2025. 

● Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas 

perbaikan yaitu prosedur pelayanan, kompetensi pelayanan dan Sarana prasarana. 

● Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu persyaratan layanan, 

waktu layanan dan produk layanan. 

 

Baubau,  03 Juli 2025 

Kepala SKIPM Baubau 

 
 
 
Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P 
NIP. 196906091998032002 
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LAMPIRAN 

1. Kuesioner Online 
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2. Hasil Pengolahan Data SKM 
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3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM  
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4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya  

 

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan  

Survei Kepuasan Masyarakat 

Periode Triwulan I Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan Baubau 

 
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu  

Hasil Kelautan dan Perikanan 

2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang 

berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna 

layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan 

salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas 

partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 

2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik.  

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional  telah 

merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan 

publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen 

tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan 

pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong 

partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi 

lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur 

kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk 



19 
 

mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 

Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau perlu menyusun rencana tindak lanjut 

dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini 

dimaksudkan agar proses continuous improvement dalam proses layanan publik 

dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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BAB II 

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT 

 Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, 

dan Keamanan hasil Perikanan Baubau periode triwulan I Tahun 2025 menunjukkan angka 

yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan I  Tahun 2025 

No Unsur IKM Mutu Layanan 

1 Persyaratan 94.05 A 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 94.05 A 

3 Waktu Penyelesaian 94.05 A 

4 Biaya/Tarif 94.05 A 

5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis 
Pelayanan 92.86 

A 

6 Kompetensi Pelaksana 92.86 A 

7 Perilaku Pelaksana 92.86 A 

8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan 
Masukan 95.24 

A 

9 Sarana dan Prasarana 95.24 A 

 

 Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan 

intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu 

disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. 

Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti 

dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur 
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dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat 

terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM   

No Prioritas Unsur Program / Kegiatan 

Waktu 

(Triwulan II 2025) Penanggung 
Jawab 

April Mei Juni 

1 U5 - Produk 

Spesifikasi Jenis 

Pelayanan 

Melakukan pendamping

an  kepada pengguna 

jasa terkait produk 

spesifikasi jenis 

pelayanan  

 √  Tim 

Pelayanan 

Publik 

2 U6 –
Kompetensi 
Pelayanan 

Melakukan refreshment 

pelatihan pelayanan 

publik bagi petugas 

pelayanan 

√   Tim 

Pelayanan 

Publik 

3 U7 - Perilaku 
Pelaksana 

Melakukan asistensi 

penggunaan aplikasi 

layanan (SIAPMUTU, 

OSS,dll) di ruang 

pelayanan 

 √  Tim 

Pelayanan 

Publik 
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BAB III 

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT 

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

No Rencana Tindak Lanjut 

Apakah RTL 
Telah 

Ditindaklanjuti 
(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak 
Lanjut (Mohon 

Dijabarkan) 
Dokumentasi Kegiatan 

Tantangan / 
Hambatan 

1 Melakukan pendampingan  

kepada pengguna jasa terkait 

produk spesifikasi jenis 

pelayanan  

Sudah Memberikan penjelasan 
kepada pengguna jasa 
tentang produk spesifika
si jenis pelayanan 

 

Tidak ada hambatan 
saat pelaksanaan 

2 Melakukan refreshment 

pelatihan pelayanan publik 

bagi petugas pelayanan 

Sudah Petugas pelayanan 
melaksanakan pelatihan 
pelayanan publik 

 

 

 

 

 

Tidak ada hambatan 
saat pelaksanaan 
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3 Melakukan asistensi 

penggunaan aplikasi 

layanan (SIAPMUTU, 

OSS,dll) di ruang pelayanan 

Sudah Memberikan penjelasan 
kepada pengguna jasa 
tentang penggunaan 
fitur  layanan 

 

 

 

 

 

Tidak ada hambatan 
saat pelaksanaan 

 

 

  

 



24 
 

BAB IV 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat 

ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan 

Baubau telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% . 

2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai 

strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang 

dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong 

diimplementasikannya RTL antara lain : 

No 
RTL Strategi Penyelesaian 

Target Waktu 
Penyelesaian 

Penanggung 
Jawab 

Stakeholder 
Terkait 

1 Sosialisasi 
secara daring 
/luring kepada 
pengguna jasa 
terkait produk 
spesifikasi jenis 
pelayanan 

Pemberitahuan 
melalui grup WA 
pengguna jasa atau 
pemberitahuan 
secara personal 
melalui WA atau 
tatap muka terkait 
produk spesifikasi 
jenis pelayanan 

<3 bulan Tim pelayanan 
publik 

Pengguna jasa 
lingkup Stasiun 
Karantina Ikan, 
Pengendalian 
Mutu, dan 
Keamanan hasil 
Perikanan 
Baubau 

2 Melakukan  
refreshment 
pelatihan pelaya
nan publik bagi 
petugas 
pelayanan 

Melaksanakan 
refreshment 
pelatihan ataupun 
memberikan briefing 
tentang pelayanan 
publik kepada 
petugas pelayanan 

<3 bulan Tim pelayanan 
publik 

Pengguna jasa 
lingkup Stasiun 
Karantina Ikan, 
Pengendalian 
Mutu, dan 
Keamanan hasil 
Perikanan 
Baubau 

3 Melakukan  
asistensi 
penggunaan 
aplikasi 

Pemberitahuan 
melalui grup WA 
pengguna jasa atau 
pemberitahuan/pend
ampingan secara 

<3 bulan Tim pelayanan 
publik 

Pengguna jasa 
lingkup Stasiun 
Karantina Ikan, 
Pengendalian 
Mutu, dan 
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layanan (SIAP
MUTU, 
OSS,dll) di ruan
g pelayanan 

personal melalui WA 
atau tatap muka 

terkait fitur layanan 

Keamanan hasil 
Perikanan 
Baubau 

 

       Baubau,  03 Juli 2025 

       Kepala SKIPM Baubau 

 

 

       Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P 

       NIP. 196906091998032002 

 

 



 
 
 
 
 
    

 

 

Nomor : B. 3095/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2025 10 Juli 2025 

Sifat : Biasa  

Lampiran : 1 berkas  

Hal : Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM) BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025 

 

 
 
Yth. (Daftar Terlampir) 
Di tempat 
 

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan II tahun 2025 telah 

dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan 

UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik (UPP). 

Target yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2025 adalah 88, sebagaimana 

telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup 

BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada 

periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM: 

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan 

II Tahun 2025 adalah 94,42 dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 3,78 

dan mutu pelayanan diperoleh “A” kategori “Sangat Baik”. Berikut merupakan 

tabel perolehan tiap unsur pelayanan. 

2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik 

tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) UPP, dan 1 (satu) UPP mendapatkan 

kategori baik. UPT SKIPM Padang, SKIPM Merak, dan SKIPM Pekanbaru 

memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah dari 

total 47 UPT adalah SKIPM Tanjung Balai Asahan, SKIPM Aceh, dan SKIPM 

Mamuju. 

 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU 
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282 
LAMAN www.kkp.go.id  SUREL bppmhkp@kkp.go.id 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

http://www.kkp.go.id/
mailto:bppmhkp@kkp.go.id
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3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 

14 layanan terdapat 13 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 1 

layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan 

Pakan Ikan yang Baik (87,50). 

4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai 

berikut: 

Unsur Nilai 

Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan 94,92 

Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan  94,88 

Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan  94,02 

Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan  94,87 

Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  94,77 

Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana  93,37 

Unsur 7 : Perilaku Pelaksana  93,72 

Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan  95,51 

Unsur 9 : Sarana dan Prasarana  93,68 

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 

(Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).  

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat 

memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan 

unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-

aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis 

layanan yang diampu oleh UPP masing-masing. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima 

kasih. 

 

 Sekretaris Badan Pengendalian dan  
 Pengawasan Mutu Hasil Kelautan  
 dan Perikanan, 
 

  

 

 

 

 Hari Maryadi 

Tembusan: 
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Lampiran Surat Dinas 

Nomor : 3095/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2025 

Tanggal : 10 Juli 2025 

 

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP  

 

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu 

2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer 

3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen 

4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP 

5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP 

 

 

 

 

 Sekretaris Badan Pengendalian dan  

 Pengawasan Mutu Hasil Kelautan  

 dan Perikanan, 

 

  

 

 

 Hari Maryadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025 
 

NO UNIT PELAYANAN 
PUBLIK  

NILAI PER-UNSUR IKM MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
PELAYANAN 

JUMLAH 
RESPONDEN 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

1 Stasiun KIPM Padang 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A Sangat Baik 10 

2 Stasiun KIPM Merak 99.73 99.73 100.00 99.73 99.19 100.00 99.73 99.73 100.00 99.76 A Sangat Baik 93 

3 Stasiun KIPM 
Pekanbaru 

99.51 99.51 99.51 98.04 99.51 98.04 99.02 99.02 98.04 98.91 A Sangat Baik 51 

4 Stasiun KIPM Gorontalo 98.31 98.99 98.65 98.65 98.31 98.31 98.65 98.65 98.65 98.57 A Sangat Baik 74 

5 Balai KIPM Banjarmasin 98.89 98.58 98.26 98.10 98.42 98.42 98.58 98.58 98.58 98.49 A Sangat Baik 158 

6 Balai KIPM Ambon 99.00 99.33 97.67 97.33 98.67 98.33 98.33 99.00 98.33 98.44 A Sangat Baik 75 

7 Stasiun KIPM Sorong 99.60 99.19 98.79 89.52 100.00 98.79 99.19 100.00 97.98 98.12 A Sangat Baik 62 

8 Balai KIPM Jayapura 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22 A Sangat Baik 9 

9 Stasiun KIPM Pontianak 99.12 97.37 98.68 97.81 99.12 95.18 94.74 95.61 96.05 97.08 A Sangat Baik 57 

10 Balai KIPM Medan I 97.06 97.06 97.06 96.32 97.06 96.32 97.06 97.79 97.06 96.98 A Sangat Baik 34 

11 Balai KIPM Jakarta II 97.45 97.96 96.43 96.94 95.92 97.45 97.45 97.45 95.41 96.94 A Sangat Baik 49 

12 Stasiun KIPM Merauke 95.59 97.06 94.12 94.12 97.06 98.53 97.06 100.00 98.53 96.90 A Sangat Baik 17 

13 Balai KIPM Tanjung 
Pinang 

96.96 95.75 96.56 97.27 96.26 95.55 95.14 97.87 96.46 96.42 A Sangat Baik 247 

14 Stasiun KIPM Ternate 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 95.37 95.37 96.30 96.30 96.09 A Sangat Baik 27 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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NO UNIT PELAYANAN 
PUBLIK  

NILAI PER-UNSUR IKM MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
PELAYANAN 

JUMLAH 
RESPONDEN 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

15 Stasiun KIPM Pangkal 
Pinang 

96.32 96.32 96.32 95.59 95.59 95.59 95.59 97.06 96.32 96.08 A Sangat Baik 34 

16 Balai KIPM Balikpapan 96.25 96.25 96.25 95.63 95.63 95.00 95.94 96.25 95.63 95.87 A Sangat Baik 80 

17 Balai KIPM Surabaya II 98.42 97.97 97.97 98.42 97.52 95.72 95.50 98.65 82.43 95.85 A Sangat Baik 111 

18 Stasiun KIPM Jambi 97.56 94.51 96.95 96.95 96.34 90.85 93.90 97.56 96.34 95.66 A Sangat Baik 41 

19 Balai KIPM Mataram 96.55 96.55 95.69 96.98 94.83 94.40 94.40 96.12 94.83 95.59 A Sangat Baik 58 

20 Balai KIPM Entikong 95.63 96.88 96.25 95.00 95.63 93.13 94.38 96.25 95.00 95.35 A Sangat Baik 40 

21 Stasiun KIPM Palu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 78.41 100.00 78.41 95.20 A Sangat Baik 22 

22 Stasiun KIPM Tahuna 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 A Sangat Baik 5 

23 Stasiun KIPM Luwuk 
Banggai 

95.54 95.54 95.54 93.75 93.75 94.64 93.75 96.43 95.54 94.94 A Sangat Baik 28 

24 Stasiun KIPM Bengkulu 95.24 92.86 96.43 95.24 96.43 95.24 94.05 94.05 94.05 94.84 A Sangat Baik 21 

25 Stasiun KIPM Medan II 95.33 95.00 94.00 96.00 94.33 94.67 94.33 94.67 94.33 94.74 A Sangat Baik 75 

26 Stasiun KIPM Bau-Bau 95.45 93.18 95.45 95.45 95.45 93.18 95.45 95.45 93.18 94.70 A Sangat Baik 22 

27 Stasiun KIPM Kupang 95.04 94.86 94.68 93.44 94.68 94.68 94.33 95.04 94.15 94.54 A Sangat Baik 141 

28 Balai KIPM Manado 94.55 94.09 95.00 96.36 95.45 92.27 94.09 94.09 92.73 94.29 A Sangat Baik 55 

29 Balai KIPM Tarakan 94.50 96.00 95.00 94.50 94.50 93.50 93.00 91.50 93.50 94.00 A Sangat Baik 50 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

User
Highlight
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NO UNIT PELAYANAN 
PUBLIK  

NILAI PER-UNSUR IKM MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
PELAYANAN 

JUMLAH 
RESPONDEN 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

30 Stasiun KIPM Cirebon 93.75 93.36 94.14 94.92 94.14 92.97 93.75 94.14 93.75 93.88 A Sangat Baik 64 

31 Stasiun KIPM Kendari 95.54 95.54 93.75 94.64 92.86 91.96 95.54 91.96 92.86 93.85 A Sangat Baik 28 

32 Balai UJi Standar KIPM 95.19 94.23 94.23 94.23 94.23 92.31 92.31 92.31 95.19 93.80 A Sangat Baik 26 

33 Balai KIPM Denpasar 92.76 93.28 93.45 93.10 93.10 93.79 93.62 94.14 94.14 93.49 A Sangat Baik 145 

34 Stasiun KIPM 
Palembang 

89.22 96.57 85.29 98.53 96.81 84.56 93.87 98.53 97.30 93.41 A Sangat Baik 102 

35 Balai Besar KIPM 
Makassar 

93.25 93.10 91.84 93.92 93.43 91.62 92.32 93.51 92.54 92.84 A Sangat Baik 674 

36 Stasiun KIPM Batam 95.12 96.95 95.12 96.34 95.73 90.24 82.93 96.34 85.37 92.68 A Sangat Baik 41 

37 Stasiun KIPM Bandung 94.57 91.30 91.30 94.57 94.57 92.39 88.04 91.30 92.39 92.27 A Sangat Baik 23 

38 Stasiun KIPM 
Yogyakarta 

92.11 93.42 86.84 92.11 93.42 89.47 94.74 94.08 93.42 92.18 A Sangat Baik 38 

39 Stasiun KIPM Bima 94.74 96.05 90.79 88.16 89.47 90.79 93.42 93.42 90.79 91.96 A Sangat Baik 19 

40 Balai KIPM Semarang 91.38 91.38 91.09 91.95 91.09 88.79 89.37 92.24 90.23 90.84 A Sangat Baik 87 

41 Balai Besar KIPM 
Jakarta I 

94.70 89.77 88.26 90.15 88.64 90.15 88.64 90.91 91.67 90.32 A Sangat Baik 66 

42 Balai KIPM Lampung 89.38 93.75 86.88 90.00 88.13 88.75 91.25 91.25 89.38 89.86 A Sangat Baik 40 

43 Stasiun KIPM 
Palangkaraya 

92.86 92.86 88.10 86.90 91.67 88.10 89.29 90.48 88.10 89.81 A Sangat Baik 21 

44 Balai KIPM Surabaya I 91.10 89.41 89.83 91.31 90.47 88.14 88.35 89.41 88.98 89.67 A Sangat Baik 118 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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NO UNIT PELAYANAN 
PUBLIK  

NILAI PER-UNSUR IKM MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
PELAYANAN 

JUMLAH 
RESPONDEN 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

45 Stasiun KIPM Mamuju 88.89 91.67 88.89 86.11 86.11 91.67 88.89 88.89 91.67 89.20 A Sangat Baik 9 

46 Stasiun KIPM Aceh 88.75 91.25 90.00 90.00 91.25 86.25 86.25 87.50 87.50 88.75 A Sangat Baik 20 

47 Stasiun KIPM Tanjung 
Balai Asahan 

87.11 86.84 86.84 86.84 86.84 86.84 86.58 100.00 86.58 88.27 B Baik 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Hasil Pelaksanaan SKM Berdasarkan Produk Layanan BPPMHKP 

 

NO PRODUK LAYANAN JUMLAH 

RESPONDEN 

NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN  NILAI 

IKM 

MUTU 

PELAYANAN 

KINERJA 

PELAYANAN 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

1 Jasa Pengujian Hama 

Penyakit Ikan Karantina, 

Mutu, dan Keamanan Hasil 

Perikanan, serta Kualitas Air 

271 3,72 3,87 3,68 3,83 3,83 3,65 3,79 3,87 3,78 94,51 A Sangat Baik 

2 Uji Profisiensi bagi 

Laboratorium Pengujian 

Penyakit Ikan, Mutu, dan 

Keamanan Hasil Perikanan 

1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00 A Sangat Baik 

3 Penyediaan Koleksi 

Standar/Bahan Acuan/Kontrol 

Positif 

8 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,75 3,75 3,75 4,00 97,92 A Sangat Baik 

4 Penerbitan Sertifikat Cara 

Budi Daya Ikan yang Baik 

39 3,85 3,85 3,79 3,79 3,79 3,79 3,74 3,82 3,64 94,66 A Sangat Baik 

5 Penerbitan Sertifikat Cara 

Distribusi Obat Ikan yang Baik 

5 3,40 3,80 4,00 3,60 3,80 3,40 3,80 4,00 3,20 91,67 A Sangat Baik 

6 Penerbitan Sertifikat Cara 

Pembenihan Ikan yang Baik 

29 3,86 3,79 3,79 3,72 3,72 3,62 3,59 3,79 3,83 93,68 A Sangat Baik 

7 Penerbitan Sertifikat Cara 

Pembuatan Obat Ikan yang 

Baik 

4 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 3,75 3,75 3,75 3,75 95,14 A Sangat Baik 

8 Penerbitan Sertifikat Cara 

Pembuatan Pakan Ikan yang 

Baik 

8 3,63 3,50 3,63 3,38 3,50 3,38 3,38 3,63 3,50 87,50 B Baik 

9 Penerbitan Sertifikat Cara 

Penanganan Ikan yang Baik 

107 3,80 3,75 3,77 3,79 3,78 3,74 3,82 3,80 3,67 94,21 A Sangat Baik 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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NO PRODUK LAYANAN JUMLAH 

RESPONDEN 

NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN  NILAI 

IKM 

MUTU 

PELAYANAN 

KINERJA 

PELAYANAN 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

10 Penerbitan Sertifikat 

Kelayakan Pengolahan 

225 3,67 3,64 3,56 3,68 3,67 3,61 3,60 3,66 3,62 90,90 A Sangat Baik 

11 Penerbitan Sertifikat 

Penerapan Distribusi Ikan 

9 3,67 3,67 3,56 3,33 3,56 3,33 3,56 3,67 3,67 88,89 A Sangat Baik 

12 Penjaminan Kesehatan Ikan, 

Mutu, dan Keamanan Hasil 

Perikanan (Health Certificate 

for Fish and Fishery Products) 

untuk Pengeluaran dari 

Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (Ekspor) 

2092 3,83 3,82 3,81 3,83 3,82 3,79 3,78 3,84 3,78 95,30 A Sangat Baik 

13 Penjaminan Penerapan 

Program Manajemen Mutu 

Terpadu/Hazard Analysis and 

Critical Control Point (PMMT/ 

HACCP) 

539 3,75 3,72 3,68 3,71 3,71 3,62 3,67 3,79 3,67 92,54 A Sangat Baik 

14 Penerbitan Nomor Registrasi 

Unit Pengolahan Ikan ke 

Negara Mitra (Approval 

Number) 

25 3,88 3,80 3,80 3,88 3,84 3,84 3,84 3,88 3,84 96,11 A Sangat Baik 

SELURUH LAYANAN BPPMHKP 
 

3362 
 

3.80 
 

3.80 
 

3.76 
 

3.79 
 

3.79 
 

3.73 
 

3.75 
 

3.82 
 

3.75 
 

94.42 
 

A 
 

Sangat Baik 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem 

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan 

masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan 

berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. 

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 

maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini 

memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat 

dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur 

berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana 

prasarana, serta konsultasi pengaduan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau sebagai salah satu Unit 

Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 

Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang 

penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan 

pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan 

informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas 

data yang akurat dan komprehensif. 
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Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi 

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas 

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan 

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. 

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

● Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

● Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan 

● Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap 

mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau . Adapun sasaran dilakukannya 

SKM adalah : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan;  

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; dan 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang diberikan. 

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:   

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik;  

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik;  

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang 

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;  
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4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan 

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 
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BAB II 

PENGUMPULAN DATA SKM 
 

2.1 Pelaksana SKM 

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan 

membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan 

hasil Perikanan Baubau adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).  

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui link 

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/63 yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner 

terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau yaitu :  

1. Persyaratan :  Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/63
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ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan 

pengalaman 

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan 

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

2.3 Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu 

jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden 

sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini 

penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang 

bersangkutan. 

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 

(satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat  memerlukan waktu selama 4 

(empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:  

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlah Hari Kerja 

1. Persiapan Juli 2025 8 

2. Pengumpulan Data Juli - September 2025 60 

3. Pengolahan Data dan Analisis Hasil Oktober 2025 7 

4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil oktober 2025 7 
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2.5 Penentuan Jumlah Responden 

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima 

layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau periode survei sebelumnya. Jika 

dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan II tahun 2025, maka populasi 

penerima layanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil 

Perikanan Baubau dalam kurun waktu triwulan II tahun 2025 adalah sebanyak 22 orang.  

Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan 

populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and 

Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode 

SKM adalah 19 orang. 
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BAB III 

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 
 

3.1 Jumlah Responden SKM 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang 

diperoleh yaitu 38 orang responden, dengan rincian sebagai berikut : 

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PERSENTASE 

1 Jenis Kelamin Laki-laki 29 74% 

   Perempuan 9 26% 

       

2 Usia <25 0 0% 

  25-45 24 63% 

  46-60 14 37% 

  >60 0 0% 

     

3 Pendidikan SD  0 0% 

   SMP 0 0% 

   SMA 26 68% 

   D3 0 0% 

   S1 10 26% 

   S2 2 5% 

  S3 0 0% 

       

4 Pekerjaan  ASN 0 0% 

   TNI/POLRI 0 0% 

   Pelaku Usaha KKP 27 71% 

   Pegawai Swasta 7 18% 

   Wirausaha Non KKP 4 11% 

   Pelajar/Mahasiswa 0 0% 

     

5 Jenis Layanan Uji Profisiensi bagi laboratorium 

pengujian penyakit ikan, mutu, dan 

keamanan hasil perikanan 

0 0% 

  

Penyediaan koleksi standar/bahan 

acuan/kontrol positif 

0 0% 
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Jasa pengujian hama penyakit ikan 

karantina, mutu, dan keamanan 

hasil perikanan, serta kualitas air 

0 0% 

  

Penjaminan Penerapan Program 

Manajemen Mutu Terpadu/Hazard 

Analysis and Critical Control 

Point (PMMT/ HACCP) 

2 5% 

  

Penjaminan kesehatan ikan, mutu, 

dan keamanan hasil 

perikanan (Health Certificate for Fish 

and Fishery Products) untuk 

pengeluaran dari wilayah Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia (Ekspor) 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Kelayakan 

Pengolahan 

8 21% 

  

Penerbitan Sertifikat Penerapan 

Distribusi Ikan 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara 

Penanganan Ikan Yang Baik 

20 53% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara 

Pembenihan Ikan Yang Baik 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya 

Ikan Yang Baik 

8 21% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara 

Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara 

Pembuatan Obat Ikan Yang Baik  

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi 

Obat Ikan Yang Baik 

0 0% 
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3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 

 Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur 

 Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

IKM per unsur 3,68 3,71 3,71 3,74 3,66 3,71 3,74 3,71 3,71 

Kategori A A A A A A A A A 

IKM Unit Layanan 92,69 (A atau Sangat Baik) 

 

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur 
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Triwulan III Tahun 2025 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL SKM 

 

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :  

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah persyaratan layanan dengan nilai 

3,68, prosedur pelayanan dengan nilai 3,71, dan produk layanan yang mendapatkan 

nilai 3,66 . 

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu waktu layanan dengan nilai 

3,71, biaya layanan dan perilaku petugas yang masing-masing mendapatkan nilai 

3,74. 

3. Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link 

kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan 

yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak 

lanjut yaitu sebagai berikut : 

● “Diharapkan kedepannya kegiatan surverior tidak lewat zoom lagi” 

●  “Tingkatkan terus pelayanannya”. 

● “Semoga smakin baik kedepan”. 

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

● Prosedur pelayanan perlu ditingkatkan lagi dengan melakukan berbagai sosialisasi 

kepada pengguna layanan. 

● Persyaratan layanan harus lebih dioptimalkanlagi dengan melakukan asistensi 

kepada pengguna layanan   .   

● Produk layanan perlu dilakukan perbaikan yang diberikan kepada pengguna layanan . 

4.2 Rencana Tindak Lanjut 

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun 

pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini  
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dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan 

dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.  

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat/diskusi tim 

pelayanan publik dengan pimpinan serta briefing kepada seluruh pegawai (petugas 

layanan). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan 

jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 

bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM  

dituangkan dalam tabel berikut: 

No Prioritas Unsur Program / Kegiatan Waktu 

(Triwulan IV 2025) 

Penanggung 

Jawab 

Okt Nov Des 

1 Persyaratan Publikasi persyaratan 

layanan melalui media cetak 

(banner, brosur, pamflet dsb) 

dan media elektronik (media 

sosial, tiktok, grup WA dsb) 

√   Tim Pelayanan 

Publik 

2 Sistem, Mekanisme 

dan Prosedur 

Sosialisasi secara daring 

maupun luring kepada 

pengguna jasa terkait sistem, 

mekanisme dan prosedur 

pelayanan 

 √  Tim Pelayanan 

Publik 

3 Produk layanan Sosialisasi secara daring 

maupun luring kepada 

pengguna jasa terkait produk 

spesifikasi jenis pelayanan 

 √  Tim Pelayanan 

Publik 

 

4.3 Tren Nilai SKM 

 Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat 

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan 

survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk 

melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan 

pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) 

layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari 
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penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Stasiun 

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau dapat dilihat 

melalui grafik berikut : 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kinerja 

penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan I ke triwulan II 2025. Selanjutnya terjadi 

sedikit penurunan di triwulan III 2025 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, 

dan Keamanan hasil Perikanan Baubau, hal tersebut dikarenakan  pada triwulan III terdapat 

kegiatan surveilan CBIB yang dilaksanakan secara daring (via zoom) dengan pengguna 

layanan (responden) yang berada diluar Kota Baubau dengan akses jaringan internet yang 

kurang memadai  sehingga mengganggu kenyamanan responden dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut. Dimana responden pelaku usaha yang memiliki sertifikat CBIB ini juga merupakan 

responden tambahan dari responden di SKM TW. II yang semula berjumlah 22 (dua puluh 

dua) orang menjadi 38 (tiga puluh delapan) orang di TW. III.   .
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BAB V 

KESIMPULAN 

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode 

Triwulan III mulai Juli hingga September 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

● Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan 

Keamanan hasil Perikanan Baubau secara umum mencerminkan tingkat kualitas 

yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,69. Kemudian nilai SKM Stasiun Karantina 

Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau menunjukkan 

peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan I 2025 hingga 

triwulan II 2025serta terjadi sedikit penurunan pada triwulan III 2025 . 

● Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas 

perbaikan yaitu persyaratan layanan, prosedur pelayanan, dan produk layanan. 

● Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu  waktu layanan, biaya 

layanan dan perilaku petugas. 

 

Baubau,  03 Oktober 2025 

Kepala SKIPM Baubau 

 
 
 
Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P 
NIP. 196906091998032002 
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LAMPIRAN 

1. Kuesioner Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2. Hasil Pengolahan Data SKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3.  Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM  
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4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya  

 

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan  

Survei Kepuasan Masyarakat 

Periode Triwulan II Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan Baubau 

 
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu  

Hasil Kelautan dan Perikanan 

2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang 

berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna 

layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan 

salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas 

partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 

2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik.  

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional  telah 

merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan 

publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen 

tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan 

pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong 

partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi 

lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur 

kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk 
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mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 

Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau perlu menyusun rencana tindak lanjut 

dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini 

dimaksudkan agar proses continuous improvement dalam proses layanan publik 

dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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BAB II 

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT 

 Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, 

dan Keamanan hasil Perikanan Baubau periode triwulan II Tahun 2025 menunjukkan angka 

yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan II  Tahun 2025 

No Unsur IKM Mutu Layanan 

1 Persyaratan 95,45 A 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 93,18 A 

3 Waktu Penyelesaian 95,45 A 

4 Biaya/Tarif 95,45 A 

5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis 
Pelayanan 95,45 

A 

6 Kompetensi Pelaksana 93,18 A 

7 Perilaku Pelaksana 95,45 A 

8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan 
Masukan 95,45 

A 

9 Sarana dan Prasarana 93,18 A 

 

 Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan 

intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu 

disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. 

Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti 

dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur 
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dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat 

terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM   

No Prioritas Unsur Program / Kegiatan 

Waktu 

(Triwulan III 2025) Penanggung 
Jawab 

Juli Agustus Sep 

1 U2 - Sistem,  

Mekanisme dan 

Prosedur 

Sosialisasi secara daring 

maupun luring kepada 

pengguna jasa terkait 

sistem, mekanisme dan 

prosedur pelayanan 

 √  Tim 

Pelayanan 

Publik 

2 U6 - 

Kompetensi 

Pelayanan 

Rapat petugas pelayanan 

dengan pembahasan 

(kecepatan jaringan 

internet, kendala aplikasi 

OSS, aplikasi SIAPMUTU 

dsb) 

√   Tim 

Pelayanan 

Publik 

3 U9 - Sarana dan 

Prasarana 

Melakukan asistensi 

penggunaan alat 

elektronik yang 

disiapkan di ruang 

pelayanan untuk 

penggunaan aplikasi 

SIAPMUTU dan OSS di 

ruang pelayanan 

 √  Tim 

Pelayanan 

Publik 

```````` 
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BAB III 

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT 

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

No Rencana Tindak Lanjut 

Apakah RTL 
Telah 

Ditindaklanjuti 
(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak 
Lanjut (Mohon 

Dijabarkan) 
Dokumentasi Kegiatan 

Tantangan / 
Hambatan 

1 Sosialisasi secara daring 

maupun luring kepada 

pengguna jasa terkait sistem, 

mekanisme dan prosedur 

pelayanan 

Sudah Memberikan penjelasan 
kepada pengguna jasa 
tentang sistem, 
mekanisme dan 
prosedur pelayanan 

 Tidak ada hambatan 
saat pelaksanaan 

2 Rapat petugas pelayanan 

dengan pembahasan 

(kecepatan jaringan internet, 

kendala aplikasi OSS, aplikasi 

SIAPMUTU dsb) 

Sudah Petugas pelayanan 
melaksanakan rapat 
yang membahas terkait 
jaringan internet dan 
aplikasi layanan. 

 Tidak ada hambatan 
saat pelaksanaan 
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3 Melakukan asistensi 

penggunaan alat elektronik 

yang disiapkan di ruang 

pelayanan untuk 

penggunaan aplikasi 

SIAPMUTU dan OSS di ruang 

pelayanan 

Sudah Memberikan penjelasan 
kepada pengguna jasa 
tentang penggunaan 
fitur  layanan 

 

 

Tidak ada hambatan 
saat pelaksanaan 
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BAB IV 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat 

ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan 

Baubau telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% . 

2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai 

strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang 

dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong 

diimplementasikannya RTL antara lain : 

No 
RTL Strategi Penyelesaian 

Target Waktu 
Penyelesaian 

Penanggung 
Jawab 

Stakeholder 
Terkait 

1 Sosialisasi 

secara daring 

maupun luring 

kepada 

pengguna jasa 

terkait sistem, 

mekanisme dan 

prosedur 

pelayanan 

Pemberitahuan 
melalui grup WA 
pengguna jasa atau 
pemberitahuan 
secara personal 
melalui WA atau 
tatap muka terkait 
sistem, mekanisme 
dan prosedur 
pelayanan 

<3 bulan Tim pelayanan 
publik 

Pengguna jasa 
lingkup Stasiun 
Karantina Ikan, 
Pengendalian 
Mutu, dan 
Keamanan hasil 
Perikanan 
Baubau 

2 Rapat petugas 

pelayanan 

dengan 

pembahasan 

(kecepatan 

jaringan 

internet, 

kendala aplikasi 

OSS, aplikasi 

SIAPMUTU dsb) 

Melaksanakan rapat 
/memberikan 
briefing 
tentang pelayanan 
publik kepada 
petugas 
pelayana (layanan 
internet, aplikasi 
layanan,dsb) 

<3 bulan Tim pelayanan 
publik 

Pengguna jasa 
lingkup Stasiun 
Karantina Ikan, 
Pengendalian 
Mutu, dan 
Keamanan hasil 
Perikanan 
Baubau 
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3 Melakukan 
asistensi 
penggunaan alat 
elektronik yang 
disiapkan di 
ruang pelayanan 
untuk 
penggunaan 
aplikasi 
SIAPMUTU dan 
OSS di ruang 
pelayanan 

Pemberitahuan 
melalui grup WA 
pengguna jasa atau 
pemberitahuan/pend
ampingan secara 
personal melalui WA 
atau tatap muka 

terkait fitur layanan 

<3 bulan Tim pelayanan 
publik 

Pengguna jasa 
lingkup Stasiun 
Karantina Ikan, 
Pengendalian 
Mutu, dan 
Keamanan hasil 
Perikanan 
Baubau 

 

       Baubau,  03 Oktober 2025 

       Kepala SKIPM Baubau 

 

 

       Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P 

       NIP. 196906091998032002 

 

 



 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU 
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282 
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id 

 

 
Nomor : 3097/BPPMHKP.1/HM.450/X/2025 10 Oktober 2025 

Sifat : Biasa 

Lampiran : 1 berkas 

Hal : Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025 

 
 

Yth. (Daftar Terlampir) 
Di tempat 

 
Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan III tahun 2025 telah 

dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan 

UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik (UPP). 

Target yang ditetapkan pada Triwulan III tahun 2025 adalah 88, sebagaimana 

telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup 

BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada 

periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM: 

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan 

III Tahun 2025 adalah 95,56 dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 3,82 

dan mutu pelayanan diperoleh “A” kategori “Sangat Baik”. Jumlah responden 

yang diperoleh sebanyak 3.988 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) 

responden yang melakukan survei. 

2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik 

tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) atau seluruhh UPP. Kemudian UPT 

Stasiun KIPM Bandung, Stasiun KIPM Merauke, dan Stasiun KIPM Merak 

memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah 

adalah Balai KIPM Surabaya I, Balai KIPM Denpasar, dan Balai Uji Standar 

KIPM. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

http://www.kkp.go.id/
mailto:bppmhkp@kkp.go.id
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3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 

13 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 2 

layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan 

yang Baik (84,26) dan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (86,60). 

4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai 

berikut: 

Unsur Nilai 

Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan 95,75 

Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan 95,86 

Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan 95,32 

Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan 96,00 

Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 95,91 

Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana 94,64 

Unsur 7 : Perilaku Pelaksana 95,30 

Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 96,17 

Unsur 9 : Sarana dan Prasarana 95,12 

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 

(Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana). 

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat 

memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan 

unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek- 

aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis 

layanan yang diampu oleh UPP masing-masing. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima 

kasih. 
 

 
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian 
dan Pengawasan Mutu Hasil 
Kelautan dan Perikanan, 

 
 
 

 
Woro Nur Endang Sariati 
 

Tembusan: 
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Lampiran Surat Dinas 

Nomor : 3097/BPPMHKP.1/HM.450/X/2025 

Tanggal : 10 Oktober 2025 

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP 

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu 

2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer 

3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen 

4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP 

5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP 
 
 
 
 
 
 

 
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian 

dan Pengawasan Mutu Hasil 

Kelautan dan Perikanan, 

 
 
 

 
Woro Nur Endang Sariati 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025 

 

NO UPP 

NILAI PER-UNSUR LAYANAN 
NILAI 
SKM 

MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
PELAYANAN 

JUMLAH 
RESPONDEN 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

1 Stasiun KIPM Bandung 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 A Sangat Baik 10 

2 Stasiun KIPM Merauke 99,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,04 100,00 100,00 99,79 A Sangat Baik 26 

3 Stasiun KIPM Merak 99,23 100,00 100,00 99,48 99,74 99,74 99,74 100,00 100,00 99,77 A Sangat Baik 97 

4 Stasiun KIPM Palu 100,00 100,00 100,00 98,89 100,00 99,44 98,89 100,00 100,00 99,69 A Sangat Baik 45 

5 Balai KIPM Banjarmasin 99,87 99,62 99,62 99,62 99,49 99,11 99,75 99,75 99,87 99,63 A Sangat Baik 197 

6 Stasiun KIPM 
Pekanbaru 

99,68 99,52 99,36 99,36 99,52 99,36 99,36 99,52 99,52 99,47 A Sangat Baik 314 

7 Balai KIPM Entikong 99,58 99,17 99,17 99,58 99,17 99,58 99,17 99,58 98,33 99,26 A Sangat Baik 60 

8 Stasiun KIPM Gorontalo 98,94 99,47 99,47 99,47 99,47 98,94 98,94 99,47 98,94 99,23 A Sangat Baik 47 

9 Stasiun KIPM Pontianak 99,64 99,29 99,64 99,29 99,64 97,86 96,79 97,50 97,86 98,61 A Sangat Baik 70 

10 Balai KIPM Tarakan 99,21 99,21 98,81 98,41 97,62 97,22 98,41 98,81 98,81 98,50 A Sangat Baik 63 

11 Stasiun KIPM Ternate 98,39 97,98 97,98 98,79 98,79 99,19 98,39 98,39 97,58 98,39 A Sangat Baik 62 

12 Stasiun KIPM Aceh 96,43 98,21 98,21 100,00 98,21 98,21 96,43 98,21 98,21 98,02 A Sangat Baik 14 

13 Stasiun KIPM Pangkal 
Pinang 

97,87 97,34 97,87 97,34 97,87 96,81 97,34 97,34 97,34 97,46 A Sangat Baik 47 

14 Stasiun KIPM Tahuna 96,43 96,43 92,86 96,43 100,00 100,00 100,00 96,43 96,43 97,22 A Sangat Baik 7 

15 Stasiun KIPM Sorong 97,22 97,57 97,92 95,14 97,22 97,57 97,57 97,22 96,88 97,15 A Sangat Baik 72 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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16 Stasiun KIPM Luwuk 
Banggai 

97,79 97,06 96,32 97,79 96,32 96,32 97,06 97,79 97,06 97,06 A Sangat Baik 34 

17 Balai KIPM Medan I 97,56 97,56 97,56 98,17 96,95 97,56 97,56 98,17 92,07 97,02 A Sangat Baik 41 

18 Balai Besar KIPM 
Makassar 

97,12 96,86 96,78 96,63 96,93 96,82 96,78 96,97 96,82 96,86 A Sangat Baik 660 

19 Stasiun KIPM Batam 97,41 97,41 98,28 97,41 97,41 95,69 94,83 97,41 94,83 96,74 A Sangat Baik 29 

20 Stasiun KIPM Padang 97,22 97,22 97,22 97,22 97,22 94,44 94,44 100,00 94,44 96,60 A Sangat Baik 9 

21 Stasiun KIPM Kendari 99,29 96,43 96,43 95,71 96,43 95,00 96,43 95,71 96,43 96,43 A Sangat Baik 35 

22 Balai KIPM Ambon 95,83 97,50 95,83 96,25 96,25 95,83 95,83 96,67 95,83 96,20 A Sangat Baik 60 

23 Balai KIPM Mataram 96,88 96,31 96,02 95,17 96,02 95,45 95,45 96,02 96,88 96,02 A Sangat Baik 88 

24 Stasiun KIPM Bima 97,02 96,43 95,24 95,24 95,83 95,83 97,62 95,83 94,05 95,90 A Sangat Baik 42 

25 Stasiun KIPM Medan II 95,74 96,28 93,62 97,34 95,21 95,74 96,28 96,81 95,74 95,86 A Sangat Baik 47 

26 Balai KIPM Surabaya II 97,73 97,93 96,49 97,73 97,31 97,31 97,73 97,73 79,34 95,48 A Sangat Baik 121 

27 Stasiun KIPM 
Palangkaraya 

95,24 94,64 95,24 96,43 95,24 95,24 94,64 95,83 94,64 95,24 A Sangat Baik 42 

28 Stasiun KIPM Cirebon 96,70 95,60 95,33 96,15 95,05 93,41 93,41 94,78 93,96 94,93 A Sangat Baik 91 

29 Stasiun KIPM Tanjung 
Balai Asahan 

93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 100,00 93,75 94,44 A Sangat Baik 24 

30 Balai KIPM Tanjung 
Pinang 

94,50 92,82 94,31 94,68 93,00 91,88 91,70 94,50 93,75 93,46 A Sangat Baik 268 

31 Stasiun KIPM 
Palembang 

84,97 97,98 85,48 97,60 97,85 85,10 96,97 97,47 97,47 93,43 A Sangat Baik 198 

32 Balai KIPM Jakarta II 93,85 93,44 93,44 94,67 92,62 94,67 92,21 92,62 93,03 93,40 A Sangat Baik 61 

33 Stasiun KIPM Mamuju 96,88 87,50 96,88 90,63 93,75 96,88 90,63 90,63 93,75 93,06 A Sangat Baik 8 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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34 Pusat Manajemen Mutu 93,10 92,24 91,38 96,55 93,10 91,38 93,10 92,24 93,10 92,91 A Sangat Baik 29 

35 Stasiun KIPM Kupang 92,59 93,10 93,79 92,07 92,76 92,59 92,76 92,59 92,93 92,80 A Sangat Baik 145 

36 Stasiun KIPM Bau-Bau 92,11 92,76 92,76 93,42 91,45 92,76 93,42 92,76 92,76 92,69 A Sangat Baik 38 

37 Stasiun KIPM 
Yogyakarta 

97,06 94,85 92,65 89,71 92,65 91,91 90,44 94,12 90,44 92,65 A Sangat Baik 34 

38 Balai Besar KIPM 
Jakarta I 

95,61 93,24 92,23 93,92 92,23 90,88 91,22 93,24 90,54 92,57 A Sangat Baik 74 

39 Balai KIPM Manado 92,65 92,65 93,38 92,65 93,38 90,44 91,91 92,65 93,38 92,57 A Sangat Baik 34 

40 Stasiun KIPM Bengkulu 94,44 91,67 89,81 92,59 92,59 89,81 93,52 96,30 91,67 92,49 A Sangat Baik 27 

41 Balai KIPM Semarang 93,21 91,79 92,86 93,93 93,21 89,29 91,79 93,21 92,14 92,38 A Sangat Baik 70 

42 Balai KIPM Balikpapan 93,29 91,46 92,84 91,92 92,68 90,70 90,55 93,14 91,92 92,06 A Sangat Baik 164 

43 Stasiun KIPM Jambi 93,75 84,38 93,75 91,67 97,92 85,42 89,58 93,75 91,67 91,32 A Sangat Baik 24 

44 Balai KIPM Jayapura 92,59 88,89 90,74 91,67 91,67 90,74 87,04 90,74 92,59 90,74 A Sangat Baik 27 

45 Balai KIPM Lampung 91,43 92,14 88,57 91,43 90,00 90,00 90,71 91,43 90,00 90,63 A Sangat Baik 35 

46 Balai UJi Standar KIPM 93,55 91,94 91,13 91,13 88,71 88,71 89,52 91,13 89,52 90,59 A Sangat Baik 31 

47 Balai KIPM Denpasar 90,05 89,81 90,51 89,81 90,05 90,51 89,35 91,44 91,44 90,33 A Sangat Baik 108 

48 Balai KIPM Surabaya I 91,35 90,09 90,09 91,35 91,04 87,74 88,21 90,57 89,94 90,04 A Sangat Baik 159 

 

 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Hasil Pelaksanaan SKM Berdasarkan Produk Layanan BPPMHKP 
 
 

NO PRODUK LAYANAN 
JUMLAH 

RESPONDEN 

NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN  
NILAI 
SKM 

MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
PELAYANAN 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

1 Sertifikat Cara Distribusi Obat 
Ikan yang Baik (CDOIB) 

3 100,00 91,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,07 A Sangat Baik 

2 Sertifikat Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan 
(SMKHP) 

2477 97,57 97,17 97,56 97,50 97,25 96,71 96,61 97,51 96,94 97,20 A Sangat Baik 

3 Sertifikat Cara Pembuatan 
Pakan Ikan yang Baik 
(CPPIB)  

10 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 90,00 96,67 A Sangat Baik 

4 Sertifikat Cara Penanganan 
Ikan yang Baik (CPIB) 

153 97,55 96,24 95,75 95,92 96,24 95,92 97,71 96,24 94,28 96,21 A Sangat Baik 

5 Sertifikat Penerapan Program 
Manajemen Mutu Terpadu 
(PMMT)/Hazard Analysis and 
Critical Control Point 
(HACCP) 

284 95,77 95,25 94,81 94,72 94,89 94,10 94,37 96,13 93,57 94,85 A Sangat Baik 

6 Sertifikat Cara Budi Daya 
Ikan yang Baik (CBIB) 

160 95,94 94,38 94,53 95,31 95,00 94,38 93,13 94,69 92,19 94,39 A Sangat Baik 

7 Sertifikat pengesahan nomor 
registrasi (approval number) 

29 93,10 92,24 91,38 96,55 93,10 91,38 93,10 92,24 93,10 92,91 A Sangat Baik 

8 Laporan hasil uji mutu produk 
perikanan 

421 89,13 95,43 88,95 94,48 95,13 88,36 94,77 95,49 93,35 92,79 A Sangat Baik 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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9 Sertifikat Kelayakan 
Pengolahan (SKP) 

388 91,49 90,72 90,08 90,85 90,59 89,82 89,82 90,40 89,69 90,39 A Sangat Baik 

10 Bahan acuan yang disertai 
dengan Certificate of 
Analysis (CoA) 

7 92,86 89,29 85,71 92,86 89,29 89,29 85,71 89,29 89,29 89,29 A Sangat Baik 

11 Sertifikat keikutsertaan dan 
final report 

8 93,75 90,63 90,63 87,50 84,38 87,50 87,50 90,63 87,50 88,89 A Sangat Baik 

12 Sertifikat Cara Pembenihan 
Ikan yang Baik (CPIB) 

45 89,44 84,44 86,11 85,00 88,89 85,00 85,00 88,89 86,67 86,60 B Baik 

13 Sertifikat Cara Pembuatan 
Obat Ikan yang Baik (CPOIB) 

3 91,67 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 84,26 B Baik 

Seluruh layanan BPPMKP 3.988 95,75 95,86 95,32 96,00 95,91 94,64 95,30 96,17 95,12 95,56 A Sangat Baik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem 

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan 

masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan 

berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. 

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 

maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini 

memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat 

dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur 

berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana 

prasarana, serta konsultasi pengaduan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau sebagai salah satu Unit 

Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 

Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang 

penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan 

pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan 

informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas 

data yang akurat dan komprehensif. 
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Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi 

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas 

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan 

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. 

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

● Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

● Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan 

● Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap 

mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau . Adapun sasaran dilakukannya 

SKM adalah : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan;  

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; dan 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang diberikan. 

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:   

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik;  

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik;  

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang 

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;  
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4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan 

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 
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BAB II 

PENGUMPULAN DATA SKM 
 

2.1 Pelaksana SKM 

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan 

membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan 

hasil Perikanan Baubau adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).  

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui link 

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/63 yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner 

terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau yaitu :  

1. Persyaratan :  Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/63
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ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan 

pengalaman 

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan 

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

2.3 Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu 

jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden 

sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini 

penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang 

bersangkutan. 

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 

(satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat  memerlukan waktu selama 4 

(empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:  

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlah Hari Kerja 

1. Persiapan Oktober 2025 8 

2. Pengumpulan Data Oktober-Desember 2025 60 

3. Pengolahan Data dan Analisis Hasil Januari 2026 7 

4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil Januari 2026 7 
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2.5 Penentuan Jumlah Responden 

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima 

layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau periode survei sebelumnya. Jika 

dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan III tahun 2025, maka populasi 

penerima layanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil 

Perikanan Baubau dalam kurun waktu triwulan III tahun 2025 adalah sebanyak 38 orang.  

Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan 

populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and 

Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode 

SKM adalah 32 orang. 
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BAB III 

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 
 

3.1 Jumlah Responden SKM 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang 

diperoleh yaitu 31 orang responden, dengan rincian sebagai berikut : 

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PERSENTASE 

1 Jenis Kelamin Laki-laki 27 87% 

   Perempuan 4 13% 

       

2 Usia <25 0 0% 

  25-45 22 71% 

  46-60 9 29% 

  >60 0 0% 

     

3 Pendidikan SD  0 0% 

   SMP 0 0% 

   SMA 22 71% 

   D3 2 6% 

   S1 7 23% 

   S2 0 0% 

  S3 0 0% 

       

4 Pekerjaan  ASN 0 0% 

   TNI/POLRI 0 0% 

   Pelaku Usaha KKP 24 77% 

   Pegawai Swasta 3 10% 

   Wirausaha Non KKP 4 13% 

   Pelajar/Mahasiswa 0 0% 

     

5 Jenis Layanan Uji Profisiensi bagi laboratorium 

pengujian penyakit ikan, mutu, dan 

keamanan hasil perikanan 

0 0% 

  

Penyediaan koleksi standar/bahan 

acuan/kontrol positif 

0 0% 
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Jasa pengujian hama penyakit ikan 

karantina, mutu, dan keamanan hasil 

perikanan, serta kualitas air 

0 0% 

  

Penjaminan Penerapan Program 

Manajemen Mutu Terpadu/Hazard 

Analysis and Critical Control 

Point (PMMT/ HACCP) 

1 3% 

  

Penjaminan kesehatan ikan, mutu, 

dan keamanan hasil perikanan (Health 

Certificate for Fish and Fishery 

Products) untuk pengeluaran dari 

wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Ekspor) 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Kelayakan 

Pengolahan 

5 16% 

  

Penerbitan Sertifikat Penerapan 

Distribusi Ikan 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara 

Penanganan Ikan Yang Baik 

12 39% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara 

Pembenihan Ikan Yang Baik 

2 6% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya 

Ikan Yang Baik 

11 35% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan 

Pakan Ikan Yang Baik 

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan 

Obat Ikan Yang Baik  

0 0% 

  

Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi 

Obat Ikan Yang Baik 

0 0% 
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3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 

 Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur 

 Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

IKM per unsur 3.84 3.90 3.81 3.77 3.77 3.74 3.84 3.74 3.77 

Kategori A A A A A A A A A 

IKM Unit Layanan 
Indeks 3,80 

94,98 (A atau Sangat Baik) 

 

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur 
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Triwulan IV Tahun 2025 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL SKM 

 

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :  

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah komptensi pelayanan, dan 

penanganan pengaduan dengan nilai masing-masing 3,74 serta sarana prasarana 

yang mendapatkan nilai 3,77 . 

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu persyaratan layanan 

dengan nilai 3,84, prosedur layanan dengan nilai 3,90 serta perilaku pelaksana yang 

juga mendapatkan nilai 3,84.  

3. Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link 

kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan 

yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak 

lanjut yaitu sebagai berikut : 

● “Harus lebih cepat dan ramah dalam melayani masyarakat” 

●  “Sebaiknya diperbaiki kembali terkait kendala seperti ketika kami ingin revisi data 

   dan ketika ingin tekan submit, data tidak berubah sama sekali”. 

● “Semoga kedepannya pelayanan semakin ditingkatkan”. 

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

● Kompetensi pelayanan perlu ditingkatkan lagi dengan melakukan berbagai pelatihan 

kepada petugas layanan. 

● Penanganan pengaduan sudah dilakukan oleh petugas namun harus lebih 

ditingkatkan lagi.   

● Sarana dan prasarana harus dioptimalkan lagi khususnya kecepatan internet 

layanan. 
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4.2 Rencana Tindak Lanjut 

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun 

pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini  

dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan 

dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.  

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat/diskusi tim 

pelayanan publik dengan pimpinan serta briefing kepada seluruh pegawai (petugas 

layanan). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan 

jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 

bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM  

dituangkan dalam tabel berikut: 

No Prioritas Unsur Program / Kegiatan Waktu 

(Triwulan IV 2025) 

Penanggung 

Jawab 

Jan Feb Mar 

1 Kompetensi 

Pelayanan 

Melakukan refreshment 

pelatihan pelayanan publik 

bagi petugas pelayanan 

 √  Tim Pelayanan 

Publik 

2 Penanganan 

Pengaduan 

Menyiapkan kotak 

pengaduan berisikan saran 

dan masukan terkait 

pelayanan 

√   Tim Pelayanan 

Publik 

3 Sarana dan 

Prasarana 

Melakukan asistensi 

penggunaan alat elektronik 

yang disiapkan di ruang 

pelayanan untuk 

penggunaan aplikasi 

SIAPMUTU dan OSS di ruang 

pelayanan 

 √  Tim Pelayanan 

Publik 

 

4.3 Tren Nilai SKM 

 Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat 

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan 
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survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk 

melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan 

pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) 

layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari 

penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Stasiun 

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau dapat dilihat 

melalui grafik berikut : 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan 

kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan I 2025 hingga triwulan II 

2025 2025 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil 

Perikanan Baubau, namun sedikit mengalami penurunanan pada Triwulan III 2025. 

Selanjutnya kembali meningkat pada Triwulan IV 2025.
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Nilai SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan 
Keamanan Hasil Perikanan  Baubau 

Triwulan I - IV 2025 

IKM 
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BAB V 

KESIMPULAN 

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode 

Triwulan IV mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

● Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan 

Keamanan hasil Perikanan Baubau secara umum mencerminkan tingkat kualitas 

yang Sangat Baik yaitu nilai SKM 94,98 dengan Indeks 3,80. Kemudian nilai SKM 

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau 

menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik 

dari triwulan I 2025 hingga triwulan IV 2025. 

● Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas 

perbaikan yaitu kompetensi pelayanan, pelayanan pengaduan dan Sarana 

prasarana. 

● Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu persyaratan layanan, 

prosedur layanan dan perilaku pelaksana. 

 

Baubau,  02 Januari 2026 

Kepala SKIPM Baubau 

 
 
 
Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P 
NIP. 196906091998032002 
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LAMPIRAN 

1. Kuesioner Online 
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2. Hasil Pengolahan Data SKM 
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3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM  
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4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya  

 

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan  

Survei Kepuasan Masyarakat 

Periode Triwulan III Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan Baubau 

 
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu  

Hasil Kelautan dan Perikanan 

2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang 

berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna 

layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan 

salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas 

partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 

2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik.  

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional  telah 

merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan 

publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen 

tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan 

pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong 

partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi 

lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur 

kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk 
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mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian 

Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Baubau perlu menyusun rencana tindak lanjut 

dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini 

dimaksudkan agar proses continuous improvement dalam proses layanan publik 

dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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BAB II 

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT 

 Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, 

dan Keamanan hasil Perikanan Baubau periode triwulan III Tahun 2025 menunjukkan angka 

yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan I  Tahun 2025 

No Unsur IKM Mutu Layanan 

1 Persyaratan 92.11 A 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 92.76 A 

3 Waktu Penyelesaian 92.76 A 

4 Biaya/Tarif 93.42 A 

5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis 
Pelayanan 91.45 

A 

6 Kompetensi Pelaksana 92.76 A 

7 Perilaku Pelaksana 93.42 A 

8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan 
Masukan 92.76 

A 

9 Sarana dan Prasarana 92.76 A 

 

 Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan 

intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu 

disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. 

Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti 

dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur 
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dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat 

terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM   

No Prioritas Unsur Program / Kegiatan 

Waktu 

(Triwulan II 2025) Penanggung 
Jawab 

Okt Nov Des 

1 U1 -Persyaratan 

Layanan 

Publikasi persyaratan 

layanan melalui media 

cetak (banner, brosur, 

pamflet dsb) dan media 

elektronik (media sosial, 

tiktok, grup WA dsb 

√   Tim 

Pelayanan 

Publik 

2 U1 – Sistem 

Mekanisme dan 

Prosedur 

Sosialisasi secara daring 

maupun luring kepada 

pengguna jasa terkait 

sistem 

 √  Tim 

Pelayanan 

Publik 

3 U – 5 Produk 

Layanan  

Sosialisasi secara daring 

maupun luring kepada 

pengguna jasa terkait 

produk spesifikasi jenis 

pelayanan 

 √  Tim 

Pelayanan 

Publik 
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BAB III 

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT 

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

No Rencana Tindak Lanjut 

Apakah RTL 
Telah 

Ditindaklanjuti 
(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak 
Lanjut (Mohon 

Dijabarkan) 
Dokumentasi Kegiatan 

Tantangan / 
Hambatan 

1 Publikasi persyaratan 

layanan melalui media cetak 

(banner, brosur, pamflet dsb) 

dan media elektronik (media 

sosial, tiktok, grup WA dsb 

Sudah Melakukan 
publikasi/pemberitahua
n kepada pengguna jasa 
tentang persyaratan 
layanan melalui media 
cetak dan elektronik 

 Tidak ada hambatan 
saat pelaksanaan 

2 Sosialisasi secara daring 

maupun luring kepada 

pengguna jasa terkait  

sistem, mekanisme dan 

prosedur pelayanan 

Sudah Petugas pelayanan 
melakukan 
asistensi/penjelasan 
kepada pengguna jasa 
terkait sistem, 
mekanisme dan 
prosedur pelayanan 

 Tidak ada hambatan 
saat pelaksanaan 
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3 Sosialisasi secara daring 

maupun luring kepada 

pengguna jasa terkait produk 

spesifikasi jenis pelayanan 

Sudah Memberikan penjelasan 
kepada pengguna jasa 
tentang penggunaan 
fitur  layanan 

 

Tidak ada hambatan 
saat pelaksanaan 
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BAB IV 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat 

ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan 

Baubau telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% . 

2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai 

strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang 

dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong 

diimplementasikannya RTL antara lain : 

No 
RTL Strategi Penyelesaian 

Target Waktu 
Penyelesaian 

Penanggung 
Jawab 

Stakeholder 
Terkait 

1 Publikasi persya

ratan layanan 

melalui media 

cetak (banner, 

brosur, pamflet 

dsb) dan media 

elektronik 

(media sosial, 

tiktok, grup WA 

dsb 

Pemberitahuan 
melalui grup WA 
pengguna jasa atau 
pemberitahuan 
secara personal 
melalui WA atau 
tatap muka terkait 
persyratan layanan 

<3 bulan Tim pelayanan 
publik 

Pengguna jasa 
lingkup Stasiun 
Karantina Ikan, 
Pengendalian 
Mutu, dan 
Keamanan hasil 
Perikanan 
Baubau 

2 Sosialisasi 

secara daring 

maupun luring 

kepada 

pengguna jasa 

terkait  sistem, 

mekanisme dan 

prosedur 

pelayanan 

Pemberitahuan 
melalui grup WA 
pengguna jasa atau 
pemberitahuan 
secara personal 
melalui WA atau 
tatap muka terkait 
sistem, mekanisme 
dan prosedur 
pelayanan 

<3 bulan Tim pelayanan 
publik 

Pengguna jasa 
lingkup Stasiun 
Karantina Ikan, 
Pengendalian 
Mutu, dan 
Keamanan hasil 
Perikanan 
Baubau 

3 Sosialisasi 
secara daring 

Pemberitahuan 
melalui grup WA 

<3 bulan Tim pelayanan Pengguna jasa 
lingkup Stasiun 
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maupun luring 
kepada 
pengguna jasa 
terkait produk 
spesifikasi jenis 
pelayanan 

pengguna jasa atau 
pemberitahuan/pend
ampingan secara 
personal melalui WA 
atau tatap muka 

terkait produk 
spesifikasi jenis 
pelayanan 

publik Karantina Ikan, 
Pengendalian 
Mutu, dan 
Keamanan hasil 
Perikanan 
Baubau 

 

       Baubau,  02 Januari 2026 

       Kepala SKIPM Baubau 

 

 

       Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P 

       NIP. 196906091998032002 

 

 



 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU 
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282 
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id 

 

 
Nomor : 98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026 12 Januari 2025 

Sifat : Biasa 

Lampiran : 1 berkas 

Hal : Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025 

 
 

Yth. (Daftar Terlampir) 
Di tempat 

 
Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan IV tahun 2025 telah 

dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan 

UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik (UPP). 

Target yang ditetapkan pada Triwulan IV tahun 2025 adalah 88, sebagaimana 

telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup 

BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada 

periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM: 

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan 

IV Tahun 2025 adalah 95,88 dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 3,84 

dan mutu pelayanan diperoleh “A” kategori “Sangat Baik”. Jumlah responden 

yang diperoleh sebanyak 3.766 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam) 

responden yang melakukan survei. 

2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik 

tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) atau seluruhh UPP. Kemudian UPT 

Stasiun KIPM Batam, Stasiun KIPM Palu, dan Stasiun KIPM Tanjung Balai 

Asahan memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM 

terendah adalah Stasiun KIPM Gorontalo, Stasiun KIPM Bengkulu, dan Stasiun 

KIPM Palangkaraya. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

http://www.kkp.go.id/
mailto:bppmhkp@kkp.go.id
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3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 

13 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 2 

layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Sertifikat keikutsertaan dan final report 

(Uji Profisiensi) (87,50) dan Bahan acuan yang disertai dengan Certificate of 

Analysis (CoA) (87,61).  

4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai 

berikut: 

Unsur Nilai 

Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan 96,36 

Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan 96,02 

Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan 95,99 

Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan 96,02 

Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 96,06 

Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana 95,31 

Unsur 7 : Perilaku Pelaksana 95,51 

Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 96,14 

Unsur 9 : Sarana dan Prasarana 95,49 

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 

(Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana). 

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat 

memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan 

unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek- 

aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis 

layanan yang diampu oleh UPP masing-masing. 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala UPT 

dan Tim Pelayanan Publik BPPMHKP se-Indonesia. Pencapaian nilai SKM tertinggi 

di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan buah sinergi dan kerja 

keras kolektif saudara sebagai garda terdepan. Layanan transparan, cepat, dan 

profesional yang konsisten dijalankan telah berhasil memperkokoh kepercayaan 

publik terhadap institusi kita. Terima kasih atas dedikasi luar biasa Bapak/Ibu dalam 

menjaga marwah pelayanan publik BPPMHKP. 

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. 
 

 
 a.n. Kepala Badan PPMHKP 

Plt. Sekretaris Badan Pengendalian 
dan Pengawasan Mutu Hasil 
Kelautan dan Perikanan, 

 
 

 
Woro Nur Endang Sariati 

Tembusan: 
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Lampiran Surat Dinas 

Nomor : 98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026 

Tanggal : 12 Januari 2025  

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP 

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu 

2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer 

3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen 

4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP 

5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP 
 
 
 
 
 
 

 
 a.n. Kepala Badan PPMHKP 

Plt. Sekretaris Badan Pengendalian 

dan Pengawasan Mutu Hasil 

Kelautan dan Perikanan, 

 
 

 
Woro Nur Endang Sariati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025 

 

NO UPP 

NILAI PER-UNSUR LAYANAN 
NILAI 
SKM 

INDEKS 
SKM 

MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
PELAYANAN 

JUMLAH 
RESPONDEN 

Metode 
SKM 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

1 Stasiun KIPM 
Batam 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4,00 A Sangat Baik 18 Online 

2 Stasiun KIPM Palu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4,00 A Sangat Baik 22 Online 

3 Stasiun KIPM 
Tanjung Balai 
Asahan 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4,00 A Sangat Baik 9 Online 

4 Stasiun KIPM 
Ternate 

100,00 100,00 99,48 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,94 4,00 A Sangat Baik 48 Online 

5 Stasiun KIPM 
Pekanbaru 

99,73 99,73 99,80 99,60 99,73 99,73 99,66 99,80 99,80 99,73 3,99 A Sangat Baik 373 Online 

6 Balai KIPM 
Tarakan 

99,39 100,00 100,00 99,39 99,39 99,39 100,00 100,00 99,39 99,66 3,99 A Sangat Baik 41 Online 

7 Balai KIPM 
Banjarmasin 

99,53 99,53 99,21 99,53 99,84 99,53 99,69 99,84 99,84 99,62 3,98 A Sangat Baik 159 Online 

8 Stasiun KIPM 
Merauke 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,83 100,00 100,00 100,00 99,54 3,98 A Sangat Baik 6 Online 

9 Balai KIPM Ambon 98,61 98,89 98,89 99,17 99,17 98,33 99,17 99,44 98,89 98,95 3,96 A Sangat Baik 90 Online 

10 Balai KIPM 
Mataram 

98,61 99,07 99,07 98,61 99,07 98,61 97,69 98,15 98,61 98,61 3,94 A Sangat Baik 54 Online 

11 Balai Besar KIPM 
Makassar 

98,60 98,55 98,32 98,32 98,43 98,27 98,32 98,49 98,32 98,40 3,94 A Sangat Baik 447 Online 

12 Balai KIPM 
Tanjung Pinang 

99,01 97,52 98,51 99,34 97,35 97,85 97,19 99,34 98,68 98,31 3,93 A Sangat Baik 151 Online 
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13 Stasiun KIPM 
Kendari 

97,73 98,48 97,73 97,73 97,73 97,73 98,48 97,73 99,24 98,06 3,92 A Sangat Baik 33 Online 

14 Stasiun KIPM 
Pontianak 

100,00 100,00 100,00 99,59 100,00 95,90 95,49 95,49 95,08 97,95 3,92 A Sangat Baik 61 Online 

15 Pusat Manajemen 
Mutu 

100,00 96,88 96,88 96,88 96,88 96,88 100,00 96,88 100,00 97,92 3,92 A Sangat Baik 8 Online 

16 Balai KIPM 
Entikong 

98,17 97,87 97,87 98,78 96,95 96,95 97,26 98,17 97,26 97,70 3,91 A Sangat Baik 82 Online 

17 Balai KIPM 
Jayapura 

97,92 93,75 100,00 97,92 100,00 100,00 95,83 97,92 95,83 97,69 3,91 A Sangat Baik 12 Online 

18 Stasiun KIPM 
Merak 

97,92 96,53 97,22 97,92 97,92 97,92 97,22 97,92 97,22 97,53 3,90 A Sangat Baik 36 Online 

19 Stasiun KIPM 
Bima 

96,15 100,00 96,15 98,08 98,08 98,08 96,15 98,08 96,15 97,44 3,90 A Sangat Baik 13 Online 

20 Stasiun KIPM 
Tahuna 

97,22 97,22 97,22 97,22 97,22 97,22 97,22 97,22 97,22 97,22 3,89 A Sangat Baik 9 Online 

21 Stasiun KIPM 
Pangkal Pinang 

97,31 97,04 97,04 97,04 97,04 97,04 96,77 97,85 97,58 97,19 3,89 A Sangat Baik 93 Online 

22 Stasiun KIPM 
Luwuk Banggai 

98,17 96,34 96,95 95,73 97,56 96,95 97,56 98,17 96,34 97,09 3,88 A Sangat Baik 41 Online 

23 Stasiun KIPM 
Sorong 

93,42 95,39 95,39 94,74 97,37 99,34 100,00 99,34 98,68 97,08 3,88 A Sangat Baik 38 Online 

24 Balai KIPM 
Denpasar 

96,60 96,25 96,74 96,88 96,60 95,96 96,25 96,46 96,67 96,49 3,86 A Sangat Baik 353 Online 

25 Balai KIPM 
Surabaya II 

97,75 97,50 96,75 97,75 97,50 96,50 97,25 97,00 90,00 96,44 3,86 A Sangat Baik 100 Online 

26 Stasiun KIPM 
Aceh 

98,44 96,88 96,88 93,75 95,31 96,88 95,31 98,44 95,31 96,35 3,85 A Sangat Baik 16 Online 

27 Balai KIPM Jakarta 
II 

96,63 97,12 96,63 96,15 96,15 95,19 96,15 96,15 95,19 96,15 3,85 A Sangat Baik 52 Online 
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28 Balai KIPM 
Balikpapan 

95,40 95,40 97,00 95,00 96,20 92,80 94,60 97,20 97,00 95,62 3,82 A Sangat Baik 125 Online 

29 Stasiun KIPM Bau-
Bau 

95,97 97,58 95,16 94,35 94,35 93,55 95,97 93,55 94,35 94,98 3,80 A Sangat Baik 31 Online 

30 Stasiun KIPM 
Jambi 

96,25 91,25 95,00 97,50 95,00 92,50 94,38 95,63 95,63 94,79 3,79 A Sangat Baik 40 Online 

31 Stasiun KIPM 
Mamuju 

94,44 94,44 94,44 97,22 94,44 91,67 91,67 94,44 94,44 94,14 3,77 A Sangat Baik 9 Online 

32 Stasiun KIPM 
Medan II 

95,59 94,75 93,91 94,12 93,49 93,91 93,28 93,70 93,28 94,00 3,76 A Sangat Baik 119 Online 

33 Stasiun KIPM 
Padang 

95,83 95,83 95,83 91,67 91,67 95,83 91,67 95,83 87,50 93,52 3,74 A Sangat Baik 6 Online 

34 Stasiun KIPM 
Yogyakarta 

95,59 94,85 89,71 93,38 94,85 92,65 92,65 94,12 93,38 93,46 3,74 A Sangat Baik 34 Online 

35 Stasiun KIPM 
Palembang 

96,00 96,00 92,00 94,00 91,00 89,00 94,00 95,00 94,00 93,44 3,74 A Sangat Baik 25 Online 

36 Balai KIPM Medan 
I 

95,10 96,08 94,12 93,63 95,10 93,14 94,12 92,65 85,29 93,25 3,73 A Sangat Baik 51 Online 

37 Stasiun KIPM 
Bandung 

94,35 93,55 91,94 92,74 93,55 93,55 91,13 92,74 91,94 92,83 3,71 A Sangat Baik 31 Online 

38 Balai KIPM 
Semarang 

94,21 91,05 93,16 94,74 94,47 88,68 88,68 93,16 92,11 92,25 3,69 A Sangat Baik 95 Online 

39 Balai KIPM 
Manado 

91,30 91,85 91,30 92,39 92,93 91,30 92,93 94,02 91,30 92,15 3,69 A Sangat Baik 46 Online 

40 Balai KIPM 
Lampung 

93,18 93,18 93,18 89,39 91,67 93,18 90,91 94,70 89,39 92,09 3,68 A Sangat Baik 33 Online 

41 Stasiun KIPM 
Kupang 

91,31 91,31 91,49 90,43 91,67 91,31 91,13 91,67 92,20 91,39 3,66 A Sangat Baik 141 Online 

42 Balai Besar KIPM 
Jakarta I 

91,67 91,44 91,44 90,28 91,90 90,74 90,97 90,51 91,20 91,13 3,65 A Sangat Baik 108 Online 
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43 Stasiun KIPM 
Cirebon 

91,79 91,60 91,03 91,79 90,65 90,08 89,69 90,84 90,27 90,86 3,63 A Sangat Baik 131 Online 

44 Balai UJi Standar 
KIPM 

91,03 91,03 90,76 91,03 90,49 88,86 90,49 90,22 88,86 90,31 3,61 A Sangat Baik 92 Online 

45 Balai KIPM 
Surabaya I 

92,31 90,60 90,17 91,67 90,38 88,25 89,10 90,81 89,32 90,29 3,61 A Sangat Baik 117 Online 

46 Stasiun KIPM 
Bengkulu 

90,97 90,28 89,58 87,50 90,97 90,28 89,58 91,67 89,58 90,05 3,60 A Sangat Baik 36 Online 

47 Stasiun KIPM 
Palangkaraya 

91,67 90,48 90,48 87,50 88,69 85,12 86,90 88,69 88,69 88,69 3,55 A Sangat Baik 42 Online 

48 Stasiun KIPM 
Gorontalo 

88,48 88,20 88,20 88,20 88,48 88,76 88,20 88,20 88,20 88,33 3,53 A Sangat Baik 89 Online 
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Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Produk Layanan BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025 

 

NO PRODUK LAYANAN 
JUMLAH 

RESPONDEN 

NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN  
NILAI 
SKM 

MUTU 
PELAYANAN 

KINERJA 
PELAYANAN 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

1 Sertifikat Cara Distribusi Obat 
Ikan yang Baik (CDOIB) 

6 95,83 95,83 91,67 91,67 91,67 91,67 95,83 95,83 91,67 93,52 A Sangat Baik 

2 Sertifikat Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan 
(SMKHP) 

2506 97,39 97,25 97,40 97,37 97,29 96,69 96,80 97,33 96,93 97,16 A Sangat Baik 

3 Sertifikat Cara Pembuatan 
Pakan Ikan yang Baik 
(CPPIB)  

15 96,67 95,00 96,67 93,33 93,33 96,67 93,33 96,67 91,67 94,81 A Sangat Baik 

4 Sertifikat Cara Penanganan 
Ikan yang Baik (CPIB) 

129 97,29 97,29 95,93 96,32 96,90 96,71 97,48 97,29 96,32 96,83 A Sangat Baik 

5 Sertifikat Penerapan Program 
Manajemen Mutu Terpadu 
(PMMT)/Hazard Analysis and 
Critical Control Point 
(HACCP) 

258 95,54 94,38 93,99 93,90 94,28 92,83 93,99 95,06 94,19 94,24 A Sangat Baik 

6 Sertifikat Cara Budi Daya Ikan 
yang Baik (CBIB) 

121 94,21 93,18 92,77 93,39 92,77 91,94 91,74 93,18 92,56 92,86 A Sangat Baik 

7 Sertifikat pengesahan nomor 
registrasi (approval number) 

8 100,00 96,88 96,88 96,88 96,88 96,88 100,00 96,88 100,00 97,92 A Sangat Baik 

8 Laporan hasil uji mutu produk 
perikanan 

398 93,72 93,53 92,78 93,03 93,09 92,15 92,15 93,15 91,65 92,80 A Sangat Baik 

9 Sertifikat Kelayakan 
Pengolahan (SKP) 

250 92,60 91,40 91,80 92,00 92,70 91,40 91,30 92,20 91,10 91,83 A Sangat Baik 

10 Bahan acuan yang disertai 
dengan Certificate of Analysis 
(CoA) 

13 88,46 86,54 88,46 88,46 86,54 86,54 88,46 88,46 86,54 87,61 B Baik 

11 Sertifikat keikutsertaan dan 
final report 

12 91,67 89,58 89,58 85,42 89,58 85,42 89,58 83,33 83,33 87,50 B Baik 

12 Sertifikat Cara Pembenihan 
Ikan yang Baik (CPIB) 

47 94,15 93,09 93,62 94,15 94,68 92,02 93,09 94,15 94,15 93,68 A Sangat Baik 
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13 Sertifikat Cara Pembuatan 
Obat Ikan yang Baik (CPOIB) 

3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,67 99,07 A Sangat Baik 

Seluruh Layanan BPPMHKP 3766 96,36 96,02 95,99 96,02 96,06 95,31 95,51 96,14 95,49 95,88 A Sangat Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
Nomor           :  1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026                                                  02 Januari 2026                      
Sifat  :  Biasa 
Lampiran :  -  
Hal :  Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP 
 
Yth. 
1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP; 
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, BPPMHKP; 
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen, BPPMHKP; 
4. Kepala UPT lingkup BPPMHKP. 
 
di 
    tempat 
 

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik 
Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan 
Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas 
Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Deputi RB Kunwas Nomor B/641/AA.05/2024 
Tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Poin 10 yang 
menyebutkan untuk mendorong peningkatan evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II 
serta Surat Sekretaris BPPMHKP B.5339 / BPPMHKP.1/RC.610 /XI/2025 tanggal 18 
November 2025  tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup 
BPPMHKP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, 
Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat 
pada link https://bit.ly/3K8mezW) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal 
peningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat 
akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik 
(feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan 
peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan. 

2. Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Tahun 2025 sebesar Nilai 86,  
Sebanyak 49 UPT (96,07%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 2 UPT (3,93%) 
belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen 
Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Internal. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup 
BPPMHKP adalah sebagai berikut : 
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NO UNIT KERJA 
PERENCANAAN 

KINERJA 
PENGUKURAN 

KINERJA 
PELAPORAN 

KINERJA 

EVALUASI 
AKUNTABILITAS 

KINERJA 
INTERNAL 

NILAI 
AKUNTABILITAS 

PREDIKAT 

1 BKIPM MATARAM 27.6 27.6 13.8 25 94 AA 

2 
SEKRETARIAT 
BPPMHKP 

27 27 13.5 22.5 90 A 

3 BBKIPM MAKASSAR 27 27 13.5 22.5 90 A 

4 SKIPM BANDUNG 27 27 13.05 22.5 89.55 A 

5 SKIPM ACEH 27.6 27 13.5 21.25 89.35 A 

6 SKIPM JAMBI 27 27 12.15 23 89.15 A 

7 
PUSAT MANAJEMEN 
MUTU 

27 27 12.6 22.5 89.1 A 

8 
SKIPM LUWUK 
BANGGAI 

26.1 27 13.5 22.5 89.1 A 

9 BUS-PM 27.6 25.2 13.5 22.5 88.8 A 

10 BKIPM MEDAN I 27 27 12.15 22.5 88.65 A 

11 
SKIPM 
PALANGKARAYA 

27 27 12.6 22 88.6 A 

12 BKIPM TARAKAN 27 25.5 13.5 22.5 88.5 A 

13 
PUSAT MUTU 
PRODUKSI PRIMER 

27 27 13.5 21 88.5 A 

14 
PUSAT MUTU PASCA 
PANEN 

27 27 13.5 21 88.5 A 

15 BKIPM BANJARMASIN 27 25.5 13.5 22.5 88.5 A 

16 SKIPM CIREBON 26.1 27 12.6 22.5 88.2 A 

17 SKIPM PALEMBANG 27 25.5 13.05 22.5 88.05 A 

18 SKIPM PONTIANAK 27 27 12.75 21.25 88 A 

19 SKIPM PEKANBARU 27 27 13.5 20.5 88 A 

20 SKIPM PALU 27 27 11.4 22.5 87.9 A 

21 BKIPM SURABAYA II 27 27 12.6 21.25 87.85 A 

22 SKIPM MEDAN II 27 26.4 11.85 22.5 87.75 A 

23 SKIPM PADANG 27 25.5 12.6 22.5 87.6 A 

24 BKIPM ENTIKONG 27 25.5 13.8 21.25 87.55 A 

25 BKIPM BALIKPAPAN 27 27 13.5 20 87.5 A 

26 SKIPM GORONTALO 27.6 24.6 12.6 22.5 87.3 A 

27 SKIPM TAHUNA 26.1 27 11.7 22.5 87.3 A 

28 BKIPM AMBON 27 25.5 13.5 21.25 87.25 A 

29 SKIPM SORONG 25.5 26.1 13.05 22.5 87.15 A 

30 SKIPM KUPANG 27 27 11.85 21.25 87.1 A 

31 
SKIPM PANGKAL 
PINANG 

27 27 11.85 21.25 87.1 A 

32 BKIPM MANADO 27 24 13.5 22.5 87 A 

33 BKIPM SEMARANG 27 24 13.5 22.5 87 A 

34 SKIPM YOGYAKARTA 27 24 13.5 22.5 87 A 

35 BBKIPM JAKARTA I 27 27 12.9 20 86.9 A 

36 SKIPM KENDARI 27 27 10.35 22.5 86.85 A 

37 SKIPM TERNATE 27 27 12.3 20.5 86.8 A 

38 SKIPM BENGKULU 27 25.5 13.05 21.25 86.8 A 

39 
SKIPM TJ. BALAI 
ASAHAN 

25.2 27 11.85 22.5 86.55 A 

40 SKIPM BIMA 25.5 25.5 13.05 22.5 86.55 A 

41 BKIPM SURABAYA I 26.1 26.1 13.05 21.25 86.5 A 

42 SKIPM MERAUKE 25.5 27 12.75 21.25 86.5 A 

43 BKIPM LAMPUNG 27 25.2 13.5 20.75 86.45 A 

44 SKIPM BATAM 27 25.5 12.9 21 86.4 A 

45 BKIPM JAKARTA II 27 27 11.25 21 86.25 A 

46 SKIPM MERAK 25.5 25.5 12.75 22.5 86.25 A 

47 SKIPM MAMUJU 25.5 25.5 12.75 22.5 86.25 A 

48 SKIPM BAU-BAU 26.1 27 11.85 21.25 86.2 A 

49 
BKIPM TANJUNG 
PINANG 

24.9 27 12.75 21.5 86.15 A 

50 BKIPM DENPASAR 27 24 12.6 21 84.6 A 

51 BKIPM JAYAPURA 20.7 20.7 12 15.5 68.9 B 
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3. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator 
kinerja Penilaian Mandiri SAKIP untuk Satker lingkup  yang telah mencapai target (≥86 
Nilai) yang telah ditetapkan pada tahun 2025. 

4. Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP , khususnya  untuk20 
Satker dengan dibawah target (≤86 Nilai) diminta untuk melakukan perbaikan sesuai 
rekomendasi dan saran pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP dalam hal 
pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Penilaian 
Mandiri SAKIP periode Tahun 2026; 

5. Rincian detail Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UPT lingkup BPPMKHP 
Tahun 2025 dapat dilihat pada aplikasi Kinerjaku masing-masing satker. 
 

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih. 
 

 
a.n   Kepala BPPMHKP 

Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan 
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 
Perikanan. 
 
 
 
 
 
 Woro Nur Endang Sariati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 
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